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“Sesungguhnya zakatzakat itu, hanyalah untuk orangorang 
fakir, orangorang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
muw'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orangorang 
yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang 


diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.” (@S. At-Taubah (9): 60). 


Vin Le pai ekikai Ao pegllpat Sa IS 
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Ar 


“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo' alah 
untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui.” (OS. At-Taubah (91: 103). 


lag le an H1 Op5 


A63 Ahn pllsai aga Gaal Wil Gl apl 
Kano sel olah mebi G 333 melati Sa 


“Rasulullah Saw. bersabda: “Beritahukanlah kepada mereka 
(penduduk Yaman), bahwasanya Allah SWT mewajibkan 
bershadagah (zakat) pada harta mereka yang diambil dari 

orangorang kaya dari mereka, dan diberikan pada orangorang 
fakir diantara mereka (penduduk Yaman).” (HR. Abu 
Dawud). 
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KATA PENGANTAR 
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Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah 
SWT, karena atas rahmat, karunia dan hidayahNya 
menjelang Ramadhan 1436 H ini Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) kembali dapat mempersembahkan 
buku Figh Zakat Indonesia setelah direvisi dan diedit 
seperlunya dari buku edisi pertama. Kehadiran buku ini 
(edisi pertama 1434) ternyata mendapatkan sambutan 
yang luar biasa, baik dari kalangan BAZNAS pusat dan 
daerah, LAZNAS dan LAZ, para akademisi, para alim 
ulama, dan para penggiat zakat maupun masyarakat secara 
umum. Sehingga BAZNAS kembali menerbitkan buku 
Figih Zakat Indonesia ini. 

Secara substansi dan isi, edisi revisi ini tidak 
banyak berbeda dengan edisi pertama. Hanya ada 
penambahan beberapa hal yang aktual pada dunia 
perzakatan yang terjadi antara tenggang waktu 1434 H - 
1436 H, seperti telah disahkannya peraturan pemerintah 
No. 14/2014 tentang Undang-undang pengelolaan zakat 
No. 23/2011 dan instruksi Presiden RI No. 3/2014 


vii 


tentang Optimalisasi “ Pengumpulan Zakat di 
Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga 
Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah 
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha 
Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota). 

Mudah-mudahan — buku ini merupakan 
sumbangsih yang nyata bagi perkembangan dunia 
perzakatan nasional maupun bagi khazanah keilmuan di 
kalangan kaum muslimin. — Kami memberikan 
penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada tim penulis 
maupun tim teknis dari BAZNAS yang telah 
mempersiapkan buku edisi revisi ini dengan sebaik- 
baiknya. Mudah-mudahan menjadi amal shaleh yang akan 
mendapatkan pahala dari Allah SWT. 


Billahittaufig walhidayah. 


Jakarta, Mei 2015 M 
Rajab 1436 H 


Ketua Umum BAZNAS 
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S. 
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DAFTAR PUSTAKA 


PENDAHULUAN 
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Salah satu tujuan syariat Islam adalah mengupayakan 
dan memelihara kesejahteraan hidup manusia lahir dan batin 
di dunia ini dan selamat di akhirat kelak (OS. Al-Bagarah (2): 
201). Banyak ayat dalam Alguran dan Hadis Nabi 
Muhammad SAW yang berbicara masalah kesejahteraan 
hidup manusia dikaitkan dengan perintah syariah, misalnya 
perintah untuk mencari rezeki yang halal, perintah 
menunaikan zakat, kewajiban memelihara anak yatim dan 
menyantuni orang miskin, menegakkan hukum terhadap 
perbuatan munkar dan fasad, membina akhlak mulia, 
membangun kehidupan berkeluarga, menegakkan keadilan, 
dan lainlain. Semua hal itu bermuara pada kesejahteraan 
hidup manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah di bumi. 

Dalam kaitan ini zakat sebagai kewajiban agama yakni 
rukun Islam yang ke-3, wajib ditunaikan oleh setiap muslim 
yang hartanya telah mencapai nishab sebagai fardu ain 
(kewajiban individual). Berdasarkan OS At-Taubah: 5 dan 11 
ditegaskan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai 
indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. 
Dalam OS AlMukminun: 4 dinyatakan bahwa kesediaan 


menunaikan zakat merupakan salah satu indikator orang 
orang mukmin yang akan mendapatkan kesuksesan (alfalaah). 

Kewajiban mengeluarkan zakat tidak dapat digantikan 
dengan ibadah mahdhah lainnya. Ini menunjukkan bahwa 
ibadah dengan harta yang dalam terminologi figih disebut 
ibadah maaliyah ijtimaiyyah memiliki kedudukan yang penting 
dan fundamental dalam Islam. Di dalam Alguran terdapat 27 
(dua puluh tujuh) ayat yang menyejajarkan kewajiban 
menunaikan shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai 
bentuk kata. 

Dalam perspektif kemanusiaan, zakat mengandung 
hikmah dan peran yang besar bagi peningkatan kesejahteraan 
hidup manusia dan penguatan solidaritas sosial secara 
menyeluruh. Menurut ketentuan syariat, yang berhak 
menerima zakat itu hanya delapan asnaf (OS At-Taubah: 60), 
tetapi delapan asnaf itu mencakup dimensi kemaslahatan 
hidup manusia. Jika kedelapan kelompok tersebut terlayani 
dengan baik, maka aman makmurlah masyarakat dan 
sentosalah negara. 

Kemiskinan yang wajib diatasi bukan semata-mata 
miskin materi, tetapi juga miskin ruhani, miskin ilmu, ide, 
citacita, dan lainlain. Oleh karena itu pengentasan 
kemiskinan haruslah dilakukan secara komprehensif dan titik 
tolaknya adalah menjadikannya sebagai gerakan bersama 
dalam sinergitas yang menyatu antar stakeholder, baik 
pemerintah maupun masyarakat. 

Karena zakat merupakan hak para mustahik, maka 


peruntukan zakat adalah untuk menolong, membantu dan 


membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan 
yang lebih baik dan sejahtera, sehingga terpenuhi kebutuhan 
hidup manusia dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, 
terhindar dari bahaya kekufuran. Hikmah zakat juga untuk 
menghilangkan sifat iri, hasad dengki serta kesenjangan sosial 
yang mungkin timbul akibat perbedaan status sosial ekonomi 
di masyarakat. 

Sesungguhnya zakat bukan hanya sekedar memenuhi 
kebutuhan para mustahik terutama fakir miskin yang bersifat 
konsumtif dalam waktu sesaat. Tetapi zakat memberikan 
kecukupan dan kesejahteraan kepada para mustahik terutama 
fakir miskin mereka, dengan cara menghilangkan atau 
memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin. 

Dalam kaitan ini, yang merekat solidaritas sosial 
melalui zakat adalah amil yang diangkat atau disahkan secara 
resmi oleh negara dan melaksanakan tugasnya secara amanah, 
profesional dan transparan. Maka dari itu, zakat satu-satunya 
ibadah dalam Islam yang disebut dalam ayat Alguran ada 
“petugasnya” yakni amil. 

Penegasan amil dalam konteks zakat di dalam Alguran 
diungkapkan sebagai bentuk jamak (plural), yaitu “amilin”, 
artinya amil itu bukan orang per orang yang bekerja sendiri- 
sendiri, tanpa keterkaitan satu sama lain. Tetapi amilin harus 
dilihat dan dipahami sebagai kumpulan orang dan kolektifitas 
yang memiliki legalitas, terikat dalam institusi dan sistem, 
serta wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah dan masyarakat. 


Oleh karena itu, untuk mewujudkan fungsi zakat 
untuk kesejahteraan, maka penguatan institusi amil menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dari penguatan sistem zakat 
nasional. Langkah ke arah itu dilakukan sebagai implementasi 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat. Dalam undangundang tersebut digariskan bahwa, 
pengelolaan zakat bertujuan: Pertama, meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 
Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 

Menurut hasil penelitian IRTIIDB dan penelitian 
yang dilakukan BAZNAS bersama FEM-IPB tahun 2011, jika 
seluruh umat Islam Indonesia yang tergolong muzaki (wajib 
zakat) menunaikan kewajiban zakat sesuai ketentuan syariah, 
maka akan terhimpun dana zakat sekurangnya sebesar Rp 100 
triliun (data riset IRTIIDB) per tahun atau data tertinggi Rp 
217 triliun per tahun (data riset BAZNAS dan FEM-IPB). 

Kerjasama dan sinergi dalam penanganan fakir miskin 
mutlak perlu dibangun, terutama dengan sesama lembaga 
zakat. BAZNAS dan lembagalembaga zakat betapapun 
besarnya tidak dapat bekerja sendiri tanpa bersinergi dengan 
pihak lain, yaitu kerjasama dan sinergi dengan 
kementerian/lembaga, MUI/para ulama, pemerintah daerah, 
organisasi Islam, perguruan tinggi, pondok pesantren, majelis 
ta'lim, dan elemen terkait lainnya. 

Dalam semangat bekerjasama dan bersinergi akan 
melahirkan penguatan gerakan zakat di seluruh wilayah negara 
Republik Indonesia. Hal tersebut diharapkan tidak sekedar 


mengangkat nama dan citra lembaga semata, namun substansi 
yang lebih penting dan mendasar adalah bagaimana 
mengangkat peran zakat sebagai gerakan peningkatan 
kesejahteraan dan sekaligus gerakan pembangunan moral di 
tengah masyarakat. 

Agar zakat dapat berperan secara optimal dalam 
peningkatan kesejahteraan, sekaligus mengaktualisasikan 
potensi zakat yang demikian besar, maka BAZNAS melakukan 
lima langkah strategis, yang sekaligus sebagai program 
unggulan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka 
panjang. Pertama, sosialisasi dan edukasi zakat secara 
komprehensif. Di samping aspek hukum, juga kaitan zakat 
dengan ekonomi, sosial, akhlak dan moral masyarakat, kaitan 
zakat dengan pajak, serta pembayaran zakat/pengambilan 
zakat melalui amil zakat. Kedua, penguatan amil zakat, 
sehingga menjadi institusi yang amanah, terpercaya, 
profesional dan bertanggungjawab, melalui peningkatan 
kualitas dan kuantitas SDM amil zakat, serta sistem informasi 
dan manajemen yang baik. Ketiga, penguatan regulasi atau 
peraturan yang berkaitan dengan zakat, seperti telah 
disahkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang 
menggantikan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan 
telah disahkannya peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 
tentang Undang-undang pengelolaan zakat No. 23/2011 dan 
instruksi Presiden RI No. 3/2014 tentang Optimalisasi 
Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat 
Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, 
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan 


Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional 
(pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), juga Keputusan 
Menteri Agama (KMA) dan peraturan-peraturan BAZNAS 
yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pengelola zakat di 
Indonesia. Keempat, pendayagunaan zakat yang sesuai dengan 
syariah dan berdasarkan data mustahik yang akurat, sehingga 
betukbetul pendayagunaan zakat dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. 
Kelima, sinergi dalam pengelolaan zakat antara BAZNAS 
Pusat dan Daerah, LAZ, MUI, Ormas-ormas Islam, lembaga 
pendidikan, — dan tentunya Pemerintah — bersama 
DPR/DPRD/DPD. 

Buku ini ditulis oleh Tim Penulis BAZNAS, dengan 
harapan dapat menguatkan kelima langkah strategis tersebut 
di atas. Mudah-mudahan pengelolaan zakat ke depan semakin 
terintegrasi dan semakin dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat. 
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BABI 


KONSEP DASAR ZAKAT 


BABI 
KONSEP DASAR ZAKAT 


1.1. Pengertian Zakat 


Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai 
beberapa arti, yaitu albarakatu/aSy (keberkahan), an- 
namaa/skuil (pertumbuhan dan perkembangan), ath 
thuhru/,dall (kesucian), dan ashshalahu/ ball (keberesan)'. 
Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama 
mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara 
satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, 
yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan 
persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada 
pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak 
menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula melalui amil 
zakat”. 

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa 
dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, 
yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi 
berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres 
(baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam OS At-Taubah: 
103 dan Surat ArRuum: 39. 


1 Majma Lughah al-'Arabiyyah, al-Mujam al-Wasith, (Mesir: Daarel-Ma'arif, 
1972), Juz I, hlm. 396. 
2 Ibid, hlm. 396. 


PAN Ta Aa Na Pi S3 A Sggp Entin al Maak a03 
Ol pele Un3 Le ap gas Aiko Real Ga AS 

SAY Aga 9 le Rusia 2G ai IKA Ss 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 


bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” 
(OS ArTaubah: 103). 


Lag JI Ine 3 53 G Gold dal ga L 08 pil lsg 
Soda! PN Bus AN A53 Osto 3 03 
£rA ipad 


“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah 
pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 
kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 
berbuat demikian) itulah orangorang yang melipatgandakan 
(pahalanya)” (OS Ar-Ruum: 39). 


Secara bahasa, di dalam Alguran terdapat beberapa 
kata, yang walaupun mempunyai arti yang tidak selalu sama 
dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk 


menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak?, 
sebagaimana dinyatakan dalam OS AtTaubah: 34, 60 dan 103 
dan OS Al-An'am: 141. 
OgBt LAI JLEM Ga LS BI sial Gal Ui 
dadi AN Jati GE Ogibang Jbldk cell Dlgai 
AAA AN Jati H Upah Yg Gaal GAN G3 
Art duga Y Led lag 
“Hai orangorang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari 
orangorang alim Yahudi dan rahibrahib Nasrani benarbenar 
memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang:- 
halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orangorang yang 
menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan 


Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 
mendapat) siksa yang pedih” (OS AtTaubah: 34). 


Aagig Ugle Geletall3 cSLulI3 saAl Slsagall Lai 
Jaa Ga AN Jari G3 Oni all G3 asa 
KU Rugi) RSS ada AI AI 53 Kian, 


3 Infak adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah 
SWT. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hak salah satu artinya adalah ketetapan 
yang bersifat pasti. Lihat Majma Lughah al-'Arabiyyah, ibid., hlm. 189, 511 dan 
942. 
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“Sesungguhnya zakatzakat itu, hanyalah untuk orangorang fakir, 
orangorang miskin, amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, 
untuk (memerdekakan) budak, orangorang yang berutang, untuk 
jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (OS AtTaubah: 60). 


Sh Aga Utah Le m3335 panglai ABito pgdlGAi oa IS 
MA Bugil) Aula Fanta AN Aid IKA CE 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 


membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk 


mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
(OS ArTaubah: 103). 


MA talas MM)... sollas A33 AA Igilg 
“dan tunaikanlah haknya di hari memetiknya...” (AlAn'am: 
141). 


Dipergunakannya katakata tersebut dengan maksud 
zakat, karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. 
Zakat disebut infak (OS AtTaubah: 34) karena hakikatnya 
zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan 
yang diperintahkan Allah SWT. Zakat disebut sedekah (OS 
AtTaubah: 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan 
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utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (tagarrub) kepada 
Allah SWT dan juga bukti kebenaran keimanan (shadaga) 
seseorang kepada Allah SWT dan kepada ajaranNya. Zakat 
disebut hak karena zakat itu merupakan ketetapan yang 
bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada 


mereka yang berhak menerimanya (mustahik). 
1.2. Hikmah dan Manfaat Zakat 


Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaa'iyyah yang 
memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan', 
baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi 
pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah 
pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari 
Rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam 
berbagai hadis Nabi', sehingga keberadaannya dianggap 
sebagai ma'lum minaddiin bidh-dharurah atau diketahui secara 
otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari 
keislaman seseorang”. Di dalam Alguran terdapat 27 (dua 
puluh tujuh) ayat' yang menyejajarkan kewajiban shalat 


4 Yusuf al-Garadhawi, Al-Ibadah fil-Islam (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 
235. 

5 Misalnya dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih Muslim 
(Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H), hlm. 231. 

6 Ali Yafie, Menggagas Figh Sosial, (Bandung, 1994), hlm. 231. 

7 Yusuf al-Oaradhawi, Figh Zakat, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 42. 
Sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat 80 (delapan puluh) ayat yang 
menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Lihat Sayyid Sabig, 
Figh Sunnah, (Kuwait: Daar el-Bayan, 1968), Jilid III, hlm. 5. 
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dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata”. Di 
dalam Alguran terdapat pula berbagai ayat yang memuji 
orangorang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya”, 
dan sebaliknya, memberikan ancaman bagi orang yang sengaja 
meninggalkan”. Karena itu, Khalifah Abu Bakar ash-Shiddig 
bertekad memerangi orang yang shalat tetapi tidak mau 
mengeluarkan zakat". Ketegasan sikap ini menunjukkan 
bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu 
kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan 
memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain. 
Banyak hikmah dan manfaat yang besar dan mulia 
dalam ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang 
berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang 
dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan”, 


8 Kadangkala dalam bentuk fi'il madhi (kata kerja yang menunjukkan masa lalu), 
fill mudhari (kata kerja yang menunjukkan kata kerja sekarang dan masa yang 
akan datang), f'il amr (perintah), bahkan kadangkala dalam bentuk jumlah 
ismiyyah. 

9 Dalam AS At-Taubah: 5 dan 11 dinyatakan bahwa kesediaan berzakat 
dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. 
Dalam AS Al-Mukminun: 4 dinyatakan bahwa kesediaan menunaikan zakat 
merupakan salah satu indikator orang-orang mukmin yang akan mendapatkan 
kebahagiaan. 

10 Dalam AS At-Taubah: 34-35 dinyatakan bahwa orang-orang yang menumpuk. 
emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu kelak di 
Hari Akhir akan berubah menjadi azab baginya. 

M Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, Minhajul Islam, (Beirut: Daar el-Fikr, 1976), hlm. 
248. 

12 Abdurrahman Oadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 82. 
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Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul 
sebagai berikut: 

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah 
SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia 
dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat 


kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan 


hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta 
yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT 
dalam OS AtTaubah: 103 dan OS Ar-Ruum: 39. Dengan 
bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin 
bertambah dan berkembang. Firman Allah SWT dalam OS 
Ibrahim: 7, 


“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu — memaklumkan: 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah 
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 
sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" (OS Ibrahim (14|: 7). 


Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka 
zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina 
mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih 
baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada 
Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus 
menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin 
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timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang 
kaya yang memiliki harta yang banyak. Zakat sesungguhnya 
bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik 
terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu 
sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan 
kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun 
memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin 
dan menderita". 

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping 
akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orangorang 
yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab 
Allah SWT. Firman-Nya dalam OS An-Nisaa': 37, 


KALI La Oodikis JA Gal! Ggpds Ogliis Gal 


“Yaitu) orangorang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat 
kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya 
kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orangorang 
kafir siksa yang menghinakan” (OS An-Nisaa': 37). 


Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara 
orangorang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para 
mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di 


13 Lihat berbagai pendapat ulama dalam Yusuf al-Garadhawi, Figh Zakat, op. cit, 
hlm. 564. 
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jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak 
memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan 
berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. 
Allah SWT berfirman dalam OS Al-Bagarah: 273, 


Loss obalaiig Y AN Jati d Igoaoi God hid 
Sebab Ga ssi Jalal ea AM 
OB AS Oa Indi Lag Cat! Gali! Godliss Y ablagu 

MNVY 22yadl 9 ade ay AI 
“(Berinfaklah) kepada orangorang fakir yang terikat (oleh jihad) di 


jalan Allah. mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang 
tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri 


dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifatsifatnya, 
mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja 
harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka 
sesungguhnya Allah Maha Mengatahui” (OS Al-Bagarah: 273). 


Keempat, zakat merupakan salah satu bentuk konkret 
dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. 
Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan 
orangorang menderita lainnya, akan terperhatikan dengan 
baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan 
perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong 
menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman 
Allah SWT dalam OS Al-Maidah: 2, 
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AV Bas dea GA Sad le 9393 ... 
“..Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa...” (OS Al-Maidah: 2). 


Juga hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari" 

dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, 
Dah dani Sani Aa d3 Lani S3 Kls bali 
Al 


“Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia 
mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri”. 


Kelima, sebagai salah satu sumber dana bagi 
pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki 
umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, 
sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan 
kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama 
sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima 
zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun 
sabilillah”. 

Keenam, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang 
benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang 
kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain 
dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar 
sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam OS 


4 Shahih Bukhari, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 3. 
15 Sayyid Sabig, Figh Sunnah, (Kuwait: Daar el-Bayan, 1968), hlm. 146. 
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Al-Bagarah: 267 dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim'$, Rasulullah SAW bersabda, 


Ka5Ai ag pil ls Selir 0 psi Ighal 
pia Ogbdih Ala Sun yha V3 AM 53 SI 
Saad GE dl Si IgAleN9 d3 ngasi Ol SI olah 

HIV Bad) 


“Hai orangorang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 


yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, 
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (OS Al-Bagarah: 267). 


Alma oloh Jali G2 Aina Uni Y il Sf 


“Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang 
didapat secara tidak sah”. 


Dalam hadis lain, riwayat Imam Bukhari dari Abu 
Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 


16 Shahih Muslim, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 111. 
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MP AN Oia V3 ola yui Ha Boki Jins Gabah Ya 


Dan Ie ia BONE MT 
AMI looh BEI dis OS GS B3 SAS 
“Barangsiapa yang bersedekah dengan senilai sebiji kurma dari hasil 
usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang 
baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah yang baik dengan 
tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti 
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halnya seseorang di antara kamu mengembangkan anak ternaknya, 
sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung”. 


Hadis tersebut menguatkan firman Allah SWT dalam 

OS Al-Bagarah: 276-277, 
MAS bm YANG SSAHAN 33 Udh ALI Gas 
IsASI3 selada Iglar3 Isis Gaddl GI YYVL) sil 
Gta S3 S3 gaga Jas bae ad BE Nai DI 
A2TT-216 53) LAN) G3 ph V3 
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah 
tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 
berbuat dosa. Sesungguhnya orangorang yang beriman, mengerjakan 
amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka 
mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran 


terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (OS Al 
Bagarah: 276277). 
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Ketujuh, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, 
zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan 
pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, 
dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus 
pemerataan pendapatan, economic growth with eguity''. Monzer 
Kahf'' menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam 
cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa 
sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, 
menurut Mustag Ahmad”, adalah sumber utama kas negara 
dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi 
yang dicanangkan Alguran. Zakat akan mencegah terjadinya 
akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama 
mendorong manusia untuk melakukan investasi dan 
mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi 
yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini 
menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya 
telah sampai atau melewati nishab. Akumulasi harta di tangan 
seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas 
dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam OS Al- 
Hasyr: 7, 


17 Ahmad Muflih Saefuddin, Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi, 
(Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1986), hlm. 99. 

18 Monzer Kahf, Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem 
Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), hlm. 88. 

19 Mustag Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 
hlm. 75. 
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AN BAY Kis Eli Oia A3 GG GS... 
“agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di 
antara kamu...” (OS AlHasyr: 7). 


Kedelapan, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat 
kepada orangorang yang beriman untuk berzakat, berinfak, 
dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong 
umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga 
memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi 
kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba 
menjadi muzaki dan munfik”. Dengan demikian zakat akan 
menumbuhkan etos kerja yang tinggi. Orang yang suka 
berzakat akan menjadi orang yang aktif dan produktif 
melahirkan karyakarya yang bermanfaat dan akan selalu 
berusaha mengindari ucapan dan perbuatan yang tidak ada 
manfaatnya (lagho). Sejalan dengan firman Allah dalam OS. 
AlMukminun ayat 1-4: 


DAS Apdko H pb Gali! (Ip Oskagil dlsi 28 
pd OnG KT) etapak SAN GE pd Ge 41) 
M4 2091051) AE) Oolels SKL 


“Sesungguhnya beruntunglah orangorang yang beriman (1) (yaitu) 
orangorang yang khusyu” dalam shalatnya (2) Dan orangorang yang 


20 M. Zainal Muttagin, “Kewajiban Menjadi Muzaki”, makalah pada Seminar Zakat 
Antara Cinta dan Fakta, Bogor, Januari 1997. 
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menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna 
(3) Dan orangorang yang menunaikan zakat (4).” (OS Al 
Mukminun: 1-4). 


Zakat yang dikelola dengan baik melalui amil yang 
amanah dan profesional, akan mampu membuka lapangan 
kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh 
umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al- 
@aradhawi” adalah ibadah maaliyah ijtimaa'iyyah, yaitu ibadah 
di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan 
menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. 

Kesembilan, zakat, infak dan sedekah juga sangat 
berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang 
terjadi, di dalam maupun di luar negeri. 


21 Yusuf al-Garadhawi, Al-Ibadah fi al-Islam, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 
hlm. 238. 


22 


BAB II 


HARTA OBYEK ZAKAT 
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BAB II 
HARTA OBYEK ZAKAT 


2.1. Harta sebagai Obyek Zakat 


Secara umum dan global, Alguran menyatakan bahwa 
zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti 
dikemukakan dalam OS At-Taubah: 103 dan juga diambil dari 
setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti tergambar dalam 
OS Al-Bagarah: 267. Ketika menafsirkan ayat tersebut (OS At- 
Taubah: 103), Imam AlOurthubi? (wafat 671 H) 
mengemukakan bahwa zakat diambil dari semua harta yang 
dimiliki, meskipun kemudian sunnah Nabi mengemukakan 
rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama 
dikemukakan oleh Imam ath-Thabari” (wafat 310 H) dalam 
kitab Jaami” alBayaan fi Ta'wil Alguran. Sedangkan Ahmad 
Mustafa alMaraghi (wafat 1495 H) ketika menjelaskan firman 
Allah SWT OS Al-Bagarah: 267 menyatakan bahwa ayat ini 
merupakan perintah Allah SWT kepada orang-orang yang 
beriman untuk mengeluarkan zakat (infak) dari hasil usaha 
yang terbaik, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, 


hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah- 


22 Al-Gurthubi, Al-Jaami' li Ahkam al-Guran, (Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyah, 
1993), hlm. 156. 

23 Ath-Thabari, Jaami' al-Bayaan fi Ta'wil Alguran, (Beirut: Daar el-Kuhb al- 
Ilmiyah, 1992), Jilid VI, hlm. 464. 
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buahan dan biji-bijian”. Sejalan dengan itu, Muhammad 
Sulaiman Abdullah Asgar menyatakan bahwa berzakat dan 
berinfak itu harus dari harta yang baik, terpilih dan halal”. 

Yusuf alaradhawi menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan harta (alamwaal) merupakan bentuk jamak dari kata 
maal. Dan maal, bagi orang Arab, yang dengan bahasanya 
Alguran diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan 
sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu 
Asyr, sebagaimana — dikutip Yusuf — alOaradhawi', 
mengemukakan bahwa harta itu pada mulanya berarti emas 
dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi 
segala barang yang disimpan dan dimiliki. Ulama lain, 
sebagaimana dikutip Zarga dalam Figh Islam”, menyatakan 
bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan oleh manusia 
dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang 
dibutuhkan. Sebagian ulama lain menambahkan pengertian 
dengan menyatakan bahwa harta itu di samping diinginkan 
oleh manusia, juga dimungkinkan diperjualbelikan atau 
dimanfaatkan. Terhadap pengertian harta sebagaimana 
tersebut di atas, Zarga dalam Figh Islam memberikan 
kritikannya. 


24 Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Kairo: Maktabah Tijarisah, 1365 H), Jilid I, hlm. 
39. 

25 Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asgar, Zubdah Tafsir, (Kuwait: Wuzarah al- 
Augagwa Synun al-Islamiyah, 1985), hlm. 57. 

26 Yusuf al-Garadhawi, Figh Zakat, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 126. 
21 Mustafa Ahmad Zarga, Al-Figh al-Islami fi Tsanbihi al-Jadid, (Damaskus: 
Jami'ah Damaskus, 1946), hlm. 118. 
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Pertama, bahwa keinginan dan tabiat manusia itu 
berbeda-beda, bahkan kadangkala bertentangan antara yang satu 
dengan yang lainnya. Karena itu, pengertian demikian tidak 
mungkin dapat dijadikan landasan dan ukuran dalam 
membedakan harta dengan yang lainnya. Dan apabila 
dinyatakan bahwa kecenderungan dan keinginan itu bersifat luas 
dan umum, maka tentu tidak dapat dijadikan landasan pula, 
karena tidak ada batasannya yang jelas. 

Kedua, bahwa dari sebagian jenis harta itu, terdapat 
harta yang tidak mungkin menyimpannya seperti sayur-mayur, 
padahal ia adalah harta yang sangat penting yang dibutuhkan 
manusia dalam kehidupannya. Demikian pula terdapat 
sebagian harta yang tidak diinginkan oleh tabiat manusia 
tetapi menyembuhkannya, seperti obat-obatan yang pahit. Hal- 
hal tersebut adalah harta yang bernilai yang tidak tercakup 
oleh pengertian harta sebagaimana tersebut di atas. 

Ketiga, terdapat sebagian harta yang tidak ada 
kepemilikannya sebelum didapatkannya, termasuk pula pada 
harta, karena sifatnya yang masih bebas, seperti ikan di laut. 
Keempat, buah-buahan yang dapat dimakan tetapi belum 
matang, biasanya tidak diinginkan oleh tabiat manusia, dan 
tidak pula dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkannya, 
tetapi buah-buahan yang semacam ini tetap merupakan harta 
yang dapat diperjualbelikan. 
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Sejalan — dengan  halhal tersebut, Zarga" 
mengemukakan suatu definisi yang memungkinkan 
tercakupnya berbagai harta, sesuai dengan perkembangan 
keadaan dan zaman. Ia menyatakan bahwa harta itu adalah 
segala sesuatu yang konkret bersifat material yang mempunyai 
nilai dalam pandangan manusia. 

Pendapat Zarga tersebut tampaknya relatif hampir 
sama dengan pendapat para ulama Mazhab Hanafi” yang 
menyatakan bahwa harta adalah segala yang dapat dimiliki 
dan digunakan pada umumnya, seperti tanah, binatang, 
barang-barang perlengkapan, dan juga uang. Sesuatu yang 
meskipun dimiliki tetapi tidak dapat dipergunakan, tidaklah 
termasuk harta, seperti segenggam tanah, setitik air, seekor 
lebah, sebutir beras dan lain sebagainya. Yusuf alOaradhawi”, 
mengutip pendapat dalam Kasyf alKabir, menyatakan bahwa 
zakat hanya dapat direalisasikan dengan menyerahkan harta 
yang berwujud. Oleh karena itu, apabila seorang miskin diberi 
hak menempati rumah sebagai zakat yang menjadi haknya, 
maka zakat itu belumlah terbayar, karena manfaat itu 
bukanlah harta yang berwujud. Tetapi Ibnu Najim” 
menyatakan bahwa hal itu benar pada satu sisi, tetapi pada sisi 


lain, manfaat pun kadangkala dapat berubah menjadi harta. 


28 (bid. hlm. 119. 

23 Ibn Abidin, Haasyiyah Raddul Mukhtar, (Mesir: Musthafa al-Baabi al-Halabi, 
1996), hlm. 2. 

30 Yusuf al-Garadhawi, op. cit., hlm. 125. 

3 (bid. hlm. 126. 
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Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, maka 
pendapat Mustafa Ahmad Zarga dan pendapat Mazhab 
Hanafi dapat dijadikan sebagai rujukan. Bahwa zakat itu 
dikeluarkan dari harta konkret yang bernilai dalam 
pandangan manusia dan dapat digunakan pada umumnya. 
Dengan demikian, segala harta yang secara konkret belum 
terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan 
perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan 
bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila 
memenuhi syaratsyarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan 
zakatnya. 


2.2. Persyaratan Harta Menjadi Sumber Atau Obyek Zakat 


Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu 
menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang 
dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta 
menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa 
ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim 
tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum 
mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber 
atau obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun 
demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat 
lebar dan luas yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam 
setiap situasi dan kondisi, yaitu infak atau sedekah. Hal ini 
sebagaimana dikemukakan dalam firman-Nya OS Ali Imran: 
133-134, 
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Blgltl Waye 2123 GX 03 Besia Jl Ikolas 
SGG Onbisi Gol KN) bekal Sel GaM5 
Cum ASN Geli ye rilis Sara Gus sala 


4134-133 s0lyas JI) LATE) Gusti 
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 
kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan 
untuk orangorang yang bertakwa. (Yaitu) orangorang yang 
menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan 
orangorang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) 
orang. Allah menyukai orangorang yang berbuat kebajikan” (OS Ali 
Imran: 133-134). 


Juga firman-Nya dalam OS Faathir: 29, 


Uas Igdisip Ika! GAS dil SUS Isl all SI 
ANA lap 59 ol Bls Ooby 
“Sesungguhnya orangorang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terangterangan. 


Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (OS 
Faathir: 29). 


1063 Tw ALS, 


29 


Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari” dari Addi 
bin Hatim, ia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, 


Ak! ol9o) 3535 Gelas j3 SIN Ig 
“Takutlah (peliharalah) diri kalian dari siksa neraka, walaupun 
dengan hanya menyedekahkan satu biji kurma”. 


Bahkan sedekah bukan hanya sebatas kepada hal-hal 
yang bersifat material atau kebendaan semata, akan tetapi juga 
mencakup hal-hal yang bersifat non-material, seperti memberi 
nasehat, melaksanakan amar maruf nahyi munkar, 
mendamaikan dua orang atau dua kelompok orang yang 
bertentangan, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan lain 
sebagainya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim” dari 
Abu Dzar, ia berkata, 


dara USS bagtal Alalal 03 akSA G3 dil dua UAS 
IE 9 Ga de Tia Ol da Ie U 
OB Ud ba BI ai Ol basah oh aka OA 
Gb WB lag dil A1 i 
Jet oi JA an3 dl gta pe dis attea Ia 


22 Shahih Bukhari, (Riyadh: Daar el-Salam, 2000), hlm. 111, hadis No. 1417. 
33 Shahih Muslim, (Riyadh: Daar el-Salam, 2000), him. 837, hadis No. 2329. 
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69310153 Sea LS Ogigias 3 dkas Ls Gali 
Babi ESA Ja 35 cal JB pegdlgat Joss 


Biak US3 Wo In US Aib Inai IR Gl 


58 Fai3 Wiko Snjalh Gala Aihto Alalg (K3 Aihto 
PEN Ta 


AI Ig GIS Ain Sai aa 3 G9 Who 
kas 3 Abi JB SAT K3 53 Gaia Visi li 
JNE G kata3 ISI JASA Jis ad dile OST pb 


Apel oto) Hse JG 
“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin 
Asma' Adl Dluba'i Telah menceritakan kepada kami Mahdi bin 
Maimun Telah menceritakan kepada kami Washil maula Abu 
Uyainah, dari Yahya bin Ugail dari Yahya bin Ya'mar dari Abul 
Aswad Ad Dili dari Abu Dzar bahwa beberapa orang dari sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Wahai 
Rosulullah, orangorang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih 
banyak. Mereka shalat seperti kami shalat, puasa seperti kami puasa 
dan bersedekah dengan sisa harta mereka." Maka beliau pun 
bersabda: "Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara 
kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah 
sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid 
adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf 
nahi munkar adalah sedekah, bahkan pada kemaluan seorang dari 
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kalian pun terdapat sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, 
jika salah seorang diantara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, 
apakah akan mendapatkan pahala?" beliau menjawab: "Bagaimana 
sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, 
bukankah kalian berdosa? Begitu pun sebaliknya, bila kalian 
meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan 
mendapatkan pahala." 

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek 
zakat adalah: 

Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara 
yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi 
benda maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat 
dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan 
menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT 
dalam OS Al-Bagarah: 267 dan 188 serta OS An-Nisaa': 29. 


laa pilaS La lil ws Ida sisi Goal WI G 
Onbas dia Susi AR V3 SM G3 SI Uas 
D igAlelp dad Iggasii OT VI dah tida 

AW Bond In 


“Hai orangorang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 


BE 3 


yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya, padahal 
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
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memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (OS Al-Bagarah: 267). 


CS ta » ta Jb Si Silgai KE S3 
Oailai islg NU Gel Jsal ba laa ita 
SIM 23jaddl 


“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan 
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (OS Al-Bagarah: 188). 


In ana BEI sial al GG 


aU AN Of audit Iglkis A5 Ig ASu3 yo oa Bilas OS 

AI selai Laga A33 
“Hai orangorang yang beriman, janganlah kami saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. 


Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu” (OS An-Nisaa': 29). 


Di dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang 
menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari 
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harta yang ghulul (harta yang didapatkan dengan cara menipu) 
dan tidak akan diterima pula, kecuali dari hasil usaha yang 
halal dan bersih”. 

Dan berdasarkan keterangan di atas pula, bahwa setiap 
penghasilan atau pendapatan yang halal, seperti gaji, honor 
yang diterima oleh para pegawai, para pekerja, para tenaga 
ahli, para profesional dan pekerja halal lainnya, adalah 
termasuk harta atau obyek zakat yang harus dikeluarkan 
zakatnya. 

Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi 
untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, 
perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, 
baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau 
pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak 
berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan 
kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di 
zaman Rasulullah SAW, termasuk harta yang tidak produktif, 
karenanya tidak menjadi sumber atau obyek zakat. Dalam 
sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah”, 
Rasulullah SAW bersabda, 


3. 


ir aan Es al Jie WAS Aa 2 Was sa ta 


B8 gl SR lb oi alba Se Jl Gi Oil Sans 


44 Shahih Bukhari, loc. cit. 
35 /bid., hlm. 115. 
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Je oa ling Kal Al Ho GAN JB JI Ai a35 
Ale! alay) dino A01E3 dp GI lil 


“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Dinar 
berkata: Aku mendengar Sulaiman bin Yasar dari 'Irak bin Malik 
dari Abu Hurairah radliallahw 'anhu berkata: — Nabi 
Shallallahw'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada kewajiban zakat 
bagi seorang muslim pada kuda dan budaknya.” 


Dalam terminologi fighiyyah, menurut Yusuf al- 
@aradhawi”, pengertian berkembang itu terdiri dari dua 
macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret 
dengan cara dikembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan, 
dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret, 
maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik 
berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain 
tetapi atas namanya. 

Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim 
untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang 
diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. 
Hal ini sejalan dengan dengan salah satu makna zakat secara 
bahasa, yaitu annamaa (berkembang dan bertambah). 


36 Yusuf al-Garadhawi, op. cit., Juz I, hlm. 139. 
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Berdasarkan syarat ini, Yusuf alOaradhawi” 
mengambil suatu kesimpulan bahwa setiap harta yang 
berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, termasuk 
ke dalam obyek atau sumber zakat. 

Ketiga, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di 
bawah kontrol dan dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau 
seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di 
tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak 
orang lain, dan ia dapat menikmatinya”, 

Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini 
adalah kepemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta 
mereka) dalam berbagai ayat Alguran dan hadis Nabi yang 
berkaitan dengan zakat. Misalnya, firman Allah SWT dalam 
OS AlMa'aarij: 24-25 dan OS At Taubah: 103. 


ROA dita AE) folat G5 Adil d Gell6 
(25-24 yan) ro) 


“Dan orangorang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24) 
Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai 
apaapa (yang tidak mau meminta) (25)” (OS AlMw'aarij: 24-25). 


37 Ibid., hlm. 145. 
38 /bid., hlm. 127. 
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PA RE PAN An P3 LD AD anti DEA Sa in zat. R3 
Ol mela Ika Ur ae nhk Wajo pedlgal Ga AS 

MA duga ada Ras A5 PE erna Pa 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 


bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
(OS ArTaubah: 103). 


Juga hadis riwayat Imam Bukhari” dari Muad: bin 
Jabal, ketika Rasulullah SAW mengutusnya untuk pergi ke 
Yaman, beliau bersabda kepadanya, 


Ska Oi 533 G8 ala G3 JAN puole pi Wins 
Oi SP aa Gi SP Gil Oi Ml Yi GRI Ha 
TOT 33KA dl R3 JAR yag! JP die AI an ISA 
Sebleta SUA Meli Ab GIS dil Ui Ji MA) 
RIS psi Kd Olslo Gaib pda GarAsl AS Gi 
kale Gaal Ml SI dal BIN GELI ah IS 


39 Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 109, hadis No. 1395. 


37 


AH ola) 


“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin 
Makhlad dari Zakariya' bin Ishag dari Yahya bin 'Abdullah bin 
Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma 
bahwa ketika Nabi Shallallahw'alaihiwasallam mengutus Mu'adz 
radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Ajaklah mereka 
kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah 
kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka 
telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan 
atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka 
telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah 
mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang 
diambil dari orangorang kaya mereka dan diberikan kepada orang: 
orang fagir mereka.” 


Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada 
hakikatnya adalah pemberian kepemilikan pada para 
mustahik dari para muzaki melalui amil zakat (meskipun amil 
zakat sendiri adalah bagian dari mustahik). Adalah suatu hal 
yang sangat tidak mungkin, apabila seseorang (muzaki) 
memberikan kepemilikan kepada orang lain (mustahik) 
sementara dia sendiri (muzaki) bukanlah pemilik yang 
sebenarnya”. 


40 Yusuf al-Garadhawi, op. cit., hlm. 131. 
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Keempat, harta tersebut, menurut pendapat jumhur 
ulama, harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang 
menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya 
nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak 
kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Seangkan Abu 
Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil 
tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya,"' 
jadi tidak ada nishab. Adapun yang menjadi alasan jumhur 
ulama adalah berbagai hadis yang berkaitan dengan standar 
minimal kewajiban zakat. Misalnya hadis riwayat Imam 


Bukhari” dari Abi Said bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
ALE oi MAh GR HI GS Cilash Ga dil Ah UAS 
uan & 6s dasi SE Bu kanan sa & SAS 


Bea sda Oi dit Ai Gang GA 


dino A3 Sa Bagi Ainab God Led Gal JG 


41 Ibn Mas'ud al-Kasaami al-Hanafi, Badaaiu' al-Shanaaii', (Beirut: Daar el-Fikr, 
1996), Juz II, hlm. 83. 

42 Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 115. 

Ausag adalah bentuk jamak dari wasag. Satu wasag sama dengan enam puluh 
sha'. Satu sha' sama dengan 2,176 kg gandum. Karena itu, lima ausag eguivalen 
dengan 652,8 kg gandum dan dibulatkan menjadi 653 kg gandum. Awag adalah 
bentuk jamak dari uugiyyah. Satu uugiyyah sama dengan empat puluh dirham 
perak murni. Lima awag eguivalen dengan 200 dirham. Sedangkan 1 dirham 
sama dengan 2,975 gram. Karena itu, lima awag sama dengan 595 gram perak 
(Lihat Yusuf al-Garadhawi, op. cit, hlm. 254 dan him. 344. Lihat pula Ismail 
Kahlani al-Shan'ani (wafat 1182 H), Subulus-Salaam, (Bandung: Dahlan, tt), Juz 
II, hlm. 131.). 
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Demi bta Bata aki Ko Tanah LA 3 Tan 
O95 Lau Gulig Aao Gal Sa S9 yaa C93 Laud 
Ca, S3 .z «3 
All olayh da6 &N LS 293 yaa 
“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah 
mengabarkan kepada kami Malik dari Muhammad bin 
'Abdurrahman dari Abu Sha'sha'ah Al Maziniy dari bapaknya dari 
Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Nabi Shallallahw'alaihiwasallam telah 
bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurma di bawah 
lima wasag, tidak ada zakat harta dibawah lima wasag dan tidak 
ada zakat pada unta dibawah lima ekor.” 


Sedangkan yang menjadi alasan Abu Hanifah tentang 
tidak pentingnya nishab sebagai syarat harta menjadi obyek 
atau sumber zakat adalah hadis riwayat Imam Bukhari” dari 
Salim bin Abdillah, dari bapaknya, bahwasanya Nabi 
Muhammad SAW bersabda, 


JB gak Hj AI Ape UIAS Ria ol Gi dua Udi 
SN ai Oh le S8 DA G5 Ani Si bi HS 
Gabe Lag Pad Eta OB 3 bgl lil Oia las 


Aoa! lan) dd Lita sai 


43 Shahih Bukhari, op. cit, hlm. 117. 
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“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah 
menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah 
mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari 
Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi 
Shallallahw'alaihiwasallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi 
dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya 
sepersepuluh (atau 10 persen), adapun yang diairi dengan 
menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh (atau 5 


persen).” 


Hemat penulis, persyaratan adanya nishab ini 
merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu 
kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya 
(mampu) dan diberikan kepada orangorang yang tidak 
mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu 
harus jelas, dan nishablah merupakan indikatornya. Jika 
kurang dari nishab, ajaran Islam membuka pintu untuk 
mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nishab, 
yaitu infak dan sedekah. Perhatikan pula firman Allah dalam 
OS Ali Imran: 134. 

Kelima, sumber-sumber zakat tertentu, seperti 
perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah 
berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzaki dalam 
tenggang waktu satu tahun. Contohnya tenggang waktu antara 
Muharram 1421 H sampai dengan 142? H. Inilah yang 
disebut dengan persyaratan alhaul. Hal ini, misalnya, sejalan 
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dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud” dari Ali bin Abi 
Thalib, Rasulullah SAW bersabda, 


SAM ads SN BSI ot 395 5 Olaili Utk 
Oi ae GP Gaal gl GEET Sah Me bing 
UI S8 AIR pan IE G8 ogiM Salad Boss 
ISP JL Seal Iis Jpl yaaa pelig dala HI Io 
pab3 Ainah Upah Ugal Lala Olx mayo Lila al SSK 
Ona Wb G3 H5 abi GH Hal Fiat Sila Gali 
Kpd Ugal Ula Ole3 Gllas Oops SO IS ISIS Gas 
Hai G3t VB JB SUS uolisud SI US jliso Lijas 
Geli dil AN Tio GA Jl A35 3 SUS land Osis 
JB bae SINI Iga dala Jobs H3 3 Jl Oei 
pilbag Ale AN Io GA 58 daaadl 3 Ana gaa3 Hi 

Asgl3 load alanh III dala J3 SE 3 Id 


“Telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Daud Al Malvi, 
telah mengabarkan kepada Kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan 


44 Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 128. 
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kepadaku Jarir bin Hazim dan ia menyebutkan orang yang lain, dari 
Abu Ishag, dari 'Ashim bin Dhamrah serta Al Harits Al A'war dari 
Ali radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
sebagian permulaan hadis ini berkata, kemudian apabila engkau 
memiliki dua ratus dirham, dan telah mencapai haul maka padanya 
terdapat zakat lima dirham, dan engkau tidak berkewajiban apapun 
yaitu pada emas hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Maka 
apabila engkau memiliki uang dua puluh dinar dan telah mencapai 
haul maka padanya zakat setengah dinar, kemudian selebihnya 
sesuai dengan perhitungan tersebut. Zuhair berkata: aku tidak tahu 
apakah Ali mengatakan: sesuai dengan perhitungan tersebut atau ia 
merafakannya (menisbatkan perkataan kepada Rasulullah 
shallallahu wa'alaihi wa sallam) kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan tidak ada zakat pada harta hingga masuk satu haul. 
Hanya saja Jarir berkata: Ibnu Wahb menambahkan dalam hadis 
tersebut dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: tidak ada zakat 
pada harta hingga masuk satu haul.” 


Sedangkan zakat pertanian tidak terkait dengan 
ketentuan haul (berlalu waktu satu tahun), ia harus 
dikeluarkan pada saat memetiknya atau memanennya jika 
mencapai nishab, sebagaimana dikemukakan dalam OS Al- 
An'am: 141. Sejalan dengan ini penghasilan yang sifatnya 
tetap seperti gaji yang biasa diterima setiap bulan, maka 
dikeluarkan zakatnya setiap bulan pula. Dan penghasilan lain 
yang sifatnya tidak rutin, seperti penghasilan dari proyek atau 
karyawan yang mendapatkan bonus, maka dikeluarkan 
zakatnya pada saat menerimanya. 
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Keenam, sebagian ulama mazhab Hanafi” 
mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan 
pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah 
terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang 
terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka 
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok 
adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan 
mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. 
Adapun yang menjadi alasannya adalah firman Allah SWT 
dalam OS Al-Bagarah: 219, 


LINA Bad. pad JS Ogdaih Na Gligllingg ... 
“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 
Katakanlah: Yang lebih dari keperluan..." (OS Al-Bagarah: 219). 


Ketika menafsirkan ayat tersebut, Muhammad Ali ash- 
Shabuni'' menyatakan bahwa berinfak atau berzakat itu 
adalah harta setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. 
Pendapat senada dikemukakan pula oleh Imam al@urthubi 
(wafat 671 H)." Alasan lain adalah hadis riwayat Imam 
Bukhari" dari Muadz bin Jabal yang berisikan perkataan 
Rasulullah SAW kepadanya bahwa Allah SWT telah 


45 Ibnu “Abidin, Raddul Mukhtar, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966), Juz II, 
hlm. 263. 

46 Muhammad Ali ash-Shabuni, Shafwatut-Tafaasir, (Beirut: Daar el-lhya al- 
Turaast al-'Arabi, 1993), Jilid I, hlm. 140. 

47 Al-Gurthubi, op. cit., Jilid II, him. 36. 

48 Lihat catatan kaki no. 7. 
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mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya (penduduk 
Yaman) untuk kemudian diserahkan kepada fakirnya. Dalam 
hadis tersebut jelas dikemukakan bahwa hanya orang kaya 
sajalah yang dikenakan kewajiban zakat itu. Dan yang 
dimaksud dengan orang kaya oleh mereka” adalah orang yang 
telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik. 

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat” bahwa 
amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu 
telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum. Dan 
kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda, 
demikian pula dengan kebutuhan pokok antar daerah. Karena 
itu menurut mereka” syarat nishab dan annamaa 
(berkembang) itu sesungguhnya sudah cukup. Harta yang 
tidak berpotensi untuk berkembang tidaklah terkena 
kewajiban zakat, misalnya kuda perang dan hamba sahaya di 
zaman Nabi, atau mungkin rumah yang dijadikan tempat 
tinggal. 

Penulis sendiri berpendapat bahwa syarat ini memang 
perlu diperhatikan, agar orangorang yang terkena kewajiban 
zakat itu memang benar-benar orang yang termasuk kategori 
mampu dan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. 
Hanya saja dalam menentukan kemampuan seseorang untuk 
menjadi muzaki, ada dua pendekatan yang dapat digunakan. 
Pertama, diserahkan pada kesadaran dan keikhlasan masing 


49 Raddul-Mukhtar, loc. cit. 
50 Yusuf al-Garadhawi, op. cit, hlm. 151. 
81 (bid. 
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masing muzaki untuk menghitung sendiri harta dan kebutuhan 
pokoknya secara wajar. Kedua, dilakukan oleh amil zakat yang 
dipercaya, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik 
pusat maupun daerah, untuk menentukan apakah seseorang 
itu termasuk kategori muzaki atau belum. 

Di Indonesia, dalam era otonomi daerah sekarang, di 
samping pendekatan pertama, pendekatan kedua tampaknya 
sangat mungkin dilaksanakan. Akan tetapi, jika dirasakan 
sulit, keluarkan saja zakat dari penghasilan kotor yang 
diterima jika sudah mencapai nishab. Hal ini di samping akan 
memudahkan, juga akan lebih menenteramkan jiwa karena 
telah dipenuhinya kewajiban dengan sebaik-baiknya. Pada 
tahun 2011 sd 2015, misalnya, BAZNAS telah menetapkan 
bahwa pegawai (negeri maupun swasta) yang berpenghasilan di 
atas Rp 3,4 juta per bulan atau golongan III ke atas, gajinya 
dianggap sudah mencapai nishab. Karena itu, harus 
dikeluarkan zakatnya setiap bulan sebesar 2,5 persen dari 
penghasilan kotor. Mungkin juga pendekatan melalui 
penetapan UMR (upah minimum regional) dapat dijadikan 
sebagai standar nishab. 


2.3. Jenis Harta Obyek Zakat 


Di dalam menetapkan harta sebagai obyek zakat (al: 
amwaal azzakawiyyah), Alguran dan Hadis menetapkan dua 
pendekatan, yaitu terurai, terinci (tafsil) dan secara global 
(garis besar). Dalam kaitan pendekatan terinci, Alguran dan 
Hadis telah menetapkan beberapa harta obyek zakat. (hal 22 
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s.d. 36). Menurut Ibnul Oayyim,” pada dasarnya ada empat 
jenis, yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, 
emas dan perak, serta harta perdagangan. Menurut pendapat 
Ibnul Oayyim, keempat jenis inilah yang paling banyak 
beredar di kalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya 
merupakan hal yang niscaya (dharuri). Hal yang relatif sama 
dikemukakan pula dalam AlMausw'ah alFighiyyah? bahwa 
sumber atau obyek zakat yang dikemukakan secara rinci dalam 
Alguran dan hadis adalah hewan ternak, emas dan perak, 
harta perdagangan, dan tanam-tanaman serta buah-buahan. 
Mughniyyah dalam Figh Lima Mazhab?" menyatakan pula 
bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah 
binatang ternak, emas dan perak, tenaman dan buah-buahan, 
dan harta perdagangan. 

AlHabsyi”? menyatakan hal yang sama, yaitu emas 
perak, perdagangan, pertanian dan hewan ternak. Al-Utsaimin 
dalam Figh Ibadah”? menjelaskan pula bahwa harta yang wajib 
dikeluarkan zakatnya yang diungkapkan Alguran dan hadis 
secara rinci adalah emas dan perak, segala yang dikeluarkan 
dari bumi seperti tanamtanaman dan biji-bijian, hewan 


22 Ibnul Gayyim al-Jauziyyah, Zaad al-Ma'ad, (Kuwait: Daar el-Fikr, 1995), Juz 
XXIII, hlm. 3. 

53 Wuzaarah al-Augaaf wa Syuun al-Islamiyyah, Al-Mausu'ah al-Fighiyyah, 
(Kuwait: Dzaat al-Salaasil), Juz XXIII, hlm. 250. 

54 Muhammad Jawad Mughniyyah, Figh Lima Mazhab, terj. Masykur A.B. dkk, 
(Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm. 180. 

55 Muhammad Bagir al-Habsyi, Figh Praktis, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 281. 
56 Muhammad bin Shali al-Utsaimin, Figh Ibadah, (Riyadh: Daar el-Wathan, 1416 
H), hlm. 191. 
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ternak dan harta perdagangan. Sementara itu, AlJaziiri,”” 
dalam Figh Mazaahib Empat, menyatakan bahwa harta yang 
wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam, yaitu hewan 
ternak, emas perak, harta perdagangan, barang temuan dan 
barang tambang, dan tanam-tanaman serta buah-buahan. Az 
Zuhaili??, dalam Al-Figh Islamy wa “Adillatuhu, menyatakan pula 
bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah nugud 
(emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta 
perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan hewan atau 
binatang ternak. Sabig”” (1412 H) menjelaskan bahwa yang 
wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas, perak, tumbuh- 
tumbuhan, buah-buahan, perdagangan, hewan ternak, barang 
tambang, dan harta temuan. Abu Bakr Jabir alJazaairi” 
mengemukakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, 
apabila memenuhi persyaratan tertentu, adalah emas dan 
perak, hewan ternak, buah-buahan, biji-bijian, perdagangan, 
barang tambang, dan rikaz. Sementara itu, Ahmad bin 
@udamah"' menyatakan bahwa sumber atau obyek zakat yang 
dijelaskan secara rinci dalam Alguran atau dalam hadis Nabi, 
adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas 
dan perak, dan perdagangan. 


57 Abdurrahman al-Jaziiri, Figh “Alaa Mazaahib al-Arba'ah, (Mesir: Maktabah 
Tijaariyyah al-Kubra, tt.), Juz I, hlm. 596. 

58 Wahbah az-Zuhaili, op. cit., hlm. 758. 

59 Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah, (Kuwait: Daar el-Bayan, 1968), Juz III, hlm. 27. 
60 Abu Bakr Jabir al-Jazaairi, Minhaj al-Muslim, (Kuwait: Daar el-Fikr, 1997), hlm. 
248. 

$1 Ibnu @udamah, Al-Mugni', (Riyadh: Muassasah Sai'diyyah, tt.), hlm. 389. 
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Landasan Alguran dan Hadis 


a. Hewan Ternak 

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan 
ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi 
persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan 


domba atau kambing. Dalam sebuah hadis shahih riwayat 
Imam Bukhari” dari Abi Said al-Khudri, 


Alas Gis JB Le 53M UAS Kilagh Gi LASA USAS 
Uguad Cia lap SIS JL dis AN aah pe Gt 
SAN JAS HAN SIG li Uang LA Got 


BI Kes Jai OLS Ga alas dile AM dio 
Gi Akh O63 Mail Class Gl GS BET Yaa 
bni Gp Alat gila Gobi giaa 2153M Cina Lilagh 
dika AI So GAN Jl inbi AS JB yuni yi gbi 
Wa Bend! OI Alas3 JS Ioi! G2 Atas Alas 
JL Wi adi JS pad JS Jah Ga AI IG Ipa 
A3 WES JB pai JL ULA Us Ki UB OB ai 


62 Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 114, hadis No. 1452. 
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Ob AN GI ola 153 Ga JaklS JUS kal JG Lao 
AG! olah MA las Ga SG 


“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah 
menceritakan kepada kami Al Awza'iy berkata, telah menceritakan 
kepadaku 'Atho' dari Jabir radliallahu 'anhu berkata, Ada orang: 
orang dari kami yang memiliki banyak lahan tanah. Mereka 
berkata: "Kami akan sewakan dengan pembagian sepertiga, 
seperempat dan atau setengah". Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki lahan hendaklah dia 
tanami atau dia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika dia 
tidak mau, hendaklah dia biarkan tanahnya", Dan Mujahid bin 
Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy telah 
menceritakan kepadaku Az Zuhriy telah menceritakan kapadaku 
'Atho' bin Yazid telah menceritakan kapadaku Abu Sa'id berkata: 
"Datang seorang Baduy kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
lalu bertanya tentang hijrah. Maka Beliau menjawab: "Bagaimana 
kamu ini, sesungguhnya hijrah adalah perkara yang berat. Apakah 
kamu ada memiliki unta?" Dia menjawab: "Ya punya". Lalu Beliau 
bertanya: "Apakah kamu mengeluarkan zakatnya?" Dia menjawab: 
"Ya". Beliau bertanya lagi: "Apakah ada darinya yang kamu berikan 
(hadiahkan)?" Dia menjawab: "Ya". Beliau bertanya lagi: "Apakah 
kamu memberinya susu saat kehausan?" Dia menjawab: "Ya". Maka 
Beliau bersabda: "Beramallah kamu dari seberang lautan karena 
Allah tidak akan mengurangi sedikitpun dari amalan kamu.” 
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Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan Imam 
Bukhari? dari Abu Dzar, ia berkata, 


323 


SARAN WES pl UEAS BL 03 yaka Gi jak Wa 
Ea JL dit AN ian 33 Il GE sial oi Ga 

Gn NAMA 
Id SRI Jb da la Laila US 3 BE II sal 
Ben anal as Gl is GT alga 


Kas Ea TA Lagi, 435159 Walath 3glai Aini GS 
TG Ba GA S3 abi db at ala 2 lahat 
Pe rn ata An mma tea Oz - (ag 
uebo iail GS dis AI (aah Sana Cal OS lo dl be 
Atok! oloyh sala dila AIII 

“Telah menceritakan kepada kami "Umar bin Hafsh bin Ghiyats 
telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan 
kepada kami Al A'masy dari Al Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar 
radliallahu 'anhu berkata: "Aku sampai di dekat Nabi 
Shallallahw'alaihiwasallam ketika Beliau sedang bersumpah: "Demi 


Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya atau demi Zat yang tidakada 
ilah selain Dia, atau sebagaimana Beliau bersumpah, tidak ada 


63 Shahih Bukhari, op. cit., him. 115, hadis No. 1460. 


51 


seorangpun yang memiliki unta atau sapi atau kambing lalu dia 
tidak mengeluarkan hagnya (zakat) melainkan hewan-hewan itu 
akan didatangkan kepadanya pada hari giyamat dalam rupa yang 
paling besar dan paling gemuk lalu hewan itu akan menginjak- 
injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya. 
Setiap kali hewan lain itu selesai maka hewan yang pertama akan 
kembali melakukan seperti itu hingga datang keputusan untuk 
manusia". Dan diriwayatkan pula oleh Bukair dari Abu Shalih dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
Shallallahw'alaihiwasallam.” 


Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada 
hewan ternak" adalah sebagai berikut: 


1. Mencapai Nishab 

Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal 
hewan yang dimiliki, yaitu lima ekor untuk unta, 30 ekor 
untuk sapi, dan 40 ekor unta domba atau kambing. Hal ini 
berlandaskan pada hadis riwayat Imam Bukhari? tentang 
praktik Rasulullah SAW dan para khalifah yang empat." 


2. Telah Melwati Waktu Satu Tahun (Haul) 
Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh 
Rasulullah SAW dan para khalifah yang empat dengan 


$4 Yusuf al-Garadhawi, op. cit., hlm. 169. 
65 Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 114, hadis No. 1454. 
66 Yusuf al-Garadhawi, op. cit, hlm. 170. 
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mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut 


zakat ternak itu setiap tahun.” 


3. Digembalakan di Tempat Penggembalaan Umum 

Yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali sangat jarang 
sekali. Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, 
dan Abu Dawud” dari Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari 
kakeknya, ia berkata, 


AS Gi He WAS SAS USAS saia Hi Codd UAS 
Or ya oa dalah gih Uas Ol 3 Akad 29 u 
dala AN Sio AN Tgias Oi oh GE dal HP MS 
8 HA V3 Os Euis Grasi G dl Atil IK 3 JL lag 

Kariha SAI Gal JB 3 Sa LN Ga ll al 


Me AN Wi 43 Ly 
Ingat olgoh Sob Uka akh JI ca Mn 5 olais 
Aoola 


“Telah menceritakan kepada Kami Musa bin Ismail, telah 
menceritakan kepada Kami Hammad, telah mengabarkan kepada 
Kami Bahz bin Hakim dan jalur periwayatan lain telah 


67 Ibid, hlm. 171. 
68 Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 114. 
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menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' dan telah 
mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Bahz bin Hakim dari 
ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam Bersabda: "Pada setiap empat puluh unta saimah (yang 
digembala lebih dari satu tahun) terdapat zakat satu bintu labun 
(yang memiliki umur dua tahun), dan unta tidak boleh dipisahkan 
dari hitungannya, barangsiapa yang memberikan zakatnya karena 
mengharap pahala, maka baginya pahala. Dan barangsiapa yang 
enggan membayarnya, maka Kami akan mengambilnya dan 
setengah hartanya, sebagai kewajiban di antara kewajiban-kewajiban 
Allah Azza wa jalla, dan keluarga Muhammad tidak berhak 
sedikitpun dari harta tersebut.” 


Apabila peternakpeternak sekarang menyediakan 
kandang bagi ternaknya sepanjang tahun, seperti sapi, 
kambing, ayam, itik, dan lain-lain, maka penentuan obyek 
zakatnya bukan sebagai hewan ternak, tetapi berubah menjadi 
harta perdagangan yang diperhitungkan setahun sekali. 


4. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi miliknya dan 
tidak pula dipekerjakan. Hal ini antara lain berdasarkan pada 
beberapa hadis Nabi'' bahwa beliau bersabda, 


Hp3 Jalal! Je sell 


69 Ibnatu labun adalah unta yang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. 
Disebut demikian karena induknyalah yang memberinya air susu (Lihat Ismail al- 
Kahlani ash-Shan'ani, op. cit, hlm. 142, hlm. 121.). 

70 Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1343. 
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“Tidaklah pada sapi-sapi yang dipekerjakan itu ada zakatnya”. 
GE OE EM Sad GE Sai Yi eta be Gaal 
Aida Ito GB Ie KS HA) JB Lie HI Gaan 
knja Uahya Ganti OX da oa! ai Gila JG di alas 
(isi Jalal Se oat) ega SIS 
“Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Muhammad An 
Nufaili, telah menceritakan kepada Kami Zuhair, telah 
menceritakan kepada Kami Abu Ishag dari 'Ashim bin Dhamrah 
dan Al Harits Al A'war dari Ali radliallahu 'anhu, Zuhair berkata: 
Aku mengiranya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa 
beliau bersabda: "Ambillah oleh kalian 1/40:nya (2,5 persen) dari 
setiap empat puluh dirham... kemudian Rasulullah SAW juga 


berkata: Tidaklah pada hewan-hewan yang dipekerjakan itu ada 
kewajiban zakat”. 


b. Emas dan Perak 


Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, 
setelah memenuhi persyaratan tertentu, dinyatakan dalam OS 
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AtTaubah: 3435 dan dalam hadis shahih riwayat Imam 
Muslim"! dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 
Ga aa Aha WES GAM SI sit Si ARA gila 9 
Ia jl Ga dal 52 ala & 5 Una 535 EK 
mba da La pling dil AN Ito Ad Ugis JG JW 
Jab Ab IE Aile HEl II  GAh Y 3S 
Oolis Gi AN (SA S3 A15 Bia Up SIKA lin 
JAE) data ena pi Kita DI Geni Blaia OK pd 
Alus alay) BII JI Us 
“Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul Malik 
Al Umawi. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Al 
Mukhtar. Telah menceritakan kepada kami Suhail bin Abu Shalih 
dari bapaknya dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 


'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang pemilik harta benda 
yang tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan 


dibuatkan untuknya seterika api yang dipanaskan di neraka 
Jahannam, kemudian disetrikakan pada lambungnya, dahinya dan 
punggungya. Hingga Allah memutuskan di antara hamba-hamba- 
Nya di suatu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun 


1 Ibid. 
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dibanding hari di dunia. Kemudian barulah dilihatkan jalannya ke 


surga atau ke neraka.” 


Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud”? 
dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, 


SE sks GA GET dl S31s 3 bleklk Wis 
ee Aa Gatal Gl ORI Kh pie Hi ye 
UI Se die pan IE S8 OEM Salad Bata 
IS LB dwaddl ISA Jgt yak lg Aida Al Io 
K363 Kid Load Usa Lele J3 gia WIL al SIK 
bpk Bl OR) da mBAN G Ga High Ae sel 
Led Opal Ula Jl Gas Gohus Sl GI ISIS bas 
GE Wi dB JL ALS melangh S5 Lab pas Lili 
paling dala AI Jo AN JI A35 3 IS land Upi 
JB ba GIS) Oral aula Iyk3 GS 3 JL oa 


72 Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1340. 


57 


fa dala AN ro AN 52 Saudi! HL ya Hal 

Aagls lagi alay) Ipad ale I35 S5 35 Jd ce 
“Telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Daud Al Mahi, 
telah mengabarkan kepada Kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan 
kepadaku Jarir bin Hazim dan ia menyebutkan orang yang lain, dari 
Abu Ishag, dari 'Ashim bin Dhanwah serta Al Harits Al A'war dari 
Ali radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
sebagian permulaan hadis ini berkata: Kemudian apabila engkau 
memiliki dua ratus dirham, dan telah mencapai haul maka padanya 
terdapat zakat lima dirham, dan engkau tidak berkewajiban apapun 
yaitu pada emas hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Maka 
apabila engkau memiliki uang dua puluh dinar dan telah mencapai 
haul maka padanya zakat setengah dinar, kemudian selebihnya 
sesuai dengan perhitungan tersebut. Zuhair berkata: Aku tidak tahu 
apakah Ali mengatakan: sesuai dengan perhitungan tersebut atau ia 
merafakannya  (menisbatkan perkataan kepada Rasulullah 
shallAllahu wa'alaihi wa sallam) kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan tidak ada zakat pada harta hingga masuk satu haul. 
Hanya saja Jarir berkata: Ibnu Wahb menambahkan dalam hadis 
tersebut dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Tidak ada zakat 
pada harta hingga masuk satu haul.” 


Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak 
adalah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun. 
Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud di atas, nishab zakat 
emas adalah dua puluh misgal atau dua puluh dinar, 
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sedangkan nishab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua 
puluh misgal atau dua puluh dinar, menurut Yusuf al 
@aradhawi' adalah sama dengan delapan puluh lima gram 
emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan 


puluh lima gram perak. 


c. Perdagangan 

Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi 
persyaratan tertentu, dikemukakan dalam sebuah hadis 
riwayat Abu Dawud” dari Samrah bin Jundab, ia menyatakan, 


Ola Hi Sah Ula GUA 93 5315 Gi AaSA Wis 


- 2... 


Oi ala Gi jika (SAS 395 gl obsd G3 Oleilk UAS 


23 Ea 


Doa Olailk Gi S3 Gis plib 3 Ika 
AAN Sptes SIA Ag Lal JI did Gt Toto (j2 Olailia 
da Kinta ai Oi Bat GK lag ala AIM (ro 

Ao9l3 Igat alay esa dad gali 


"Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin 
Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Yahya bin Hassan, telah 
menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah 
menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab 


73 Yusuf al-Garadhawi, op. cit., Juz 1, hlm. 267. 
14 Sunan Abu Dawud, op. cit., hlm. 1338. 
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bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman 
dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata, 
adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memerintahkan Kami untuk mengeluarkan sedekah 
(zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk 
diperdagangkan". 


Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah,” Rasulullah 
SAW bersabda, 


33 no pia 33 Wa sial G3 KS IM 3 
"Di dalam unta terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak sapi 


terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak kambing terdapat 
sedekah (zakatnya). Dan dalam baz terdapat sedekah (zakatnya)." 


Menurut Wahbah Zuhaili'” yang dimaksud dengan 
kata-kata baz dalam hadis tersebut adalah pakaian dan senjata 
yang diperjualbelikan. 

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada 
perdagangan,” yaitu sebagai berikut: 

1. Niat Berdagang 


75 Ibnu Majah, (Riyad: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 2584. 
76 Wahbah az-Zuhalli, op. cit., him. 793. 
77 Ibid, hlm. 798. 
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Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas- 
komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting. 
Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu 
Dawud dari Samrah bin Jundab di atas. 


2. Mencapai Nishab 

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan 
nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh 
misgal atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham 
perak”. 


3. Telah Berlalu Waktu Satu Tahun 
d. Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan) 


Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil 
pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib 
zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana 
dinyatakan dalam OS Al-An'aam: 141 dan dalam sebuah hadis 
sahih riwayat Imam Bukhari” dari Salim bin Abdillah, dan 
ayahnya, dari Nabi SAW bersabda, 


2. 2 


JL gada Gi AN Ine WAS pia Jl Gi duh Uki 


AN at oh ll Ge GA Se Ani Sh bait JA 


78 Yusuf al-Garadhawi, op. cit. , Jilid Il, hlm. 789. 
79 Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 117. 


61 


OB paling dile AIM Jo Gi 58 dit AN ia, dat H2 
Gila Lag ji Es GE 3 Ondel Alat Sei Lay 
Akad! olah HA Hita ma, 


"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah 
menceritakan kepada kami "Abdullah bin Wahb berkata, telah 
mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari 
Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi 
Shallallahw'alaihiwasallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi 
dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya 
sepersepuluh (atau 10 persen), adapun yang diairi dengan 
menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh (atau 5 
persen)". 

Dalam hadis lain yang maksudnya relatif sama, yaitu 
yang diriwayatkan Imam Muslim”, bahwa Jabir bin Abdillah 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


Oh apa Ui Ml ME 3 apik Gi Aa All si gia 
3. 2 


Sp Selai INA Gp I3323 LAN asa G3 GohlA3 Te 
Al ba Cast pads! 3 JS yaA3 yi Ge pik plak 


80 Shahih Muslim, op. cit., hlm. 832. 
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An Gila Us133 3gb! AAA 3LEM Laito Lara IL 

Aelus olo)) adl bias 
"Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir Ahmad bin Amru 
bin Abdullah bin Amru bin Sarh dan Harun bin Sa'id Al Aili dan 
Amru bin Sawwad dan Al Walid bin Syuja' semuanya dari Ibnu 
Wahb - Abu Thahir berkata- telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah bin Wahb dari Amru bin Harits bahwa Abu Zubair telah 
menceritakan kepadanya, bahwa saya mendengar Jabir bin Abdullah 
menyebutkan bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tanaman yang mendapat air sungai dan tadah 
hujan, zakatnya sepersepuluh (atau 10 persen). Dan tanaman yang 
mendapat air dengan cara usaha, seperti dengan kincir air dan 
sebagainya, zakatnya seperduapuluh (atau 5 persen)." 

Kedua hadis tersebut membedakan besarnya zakat 
pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang 
besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar 
lima persen. Sedangkan yang tidak menggunakannya, zakatnya 
lebih besar, yaitu 10 persen. 

Penulis berpendapat, jika dalam kegiatan pertanian itu 
yang dominan adalah usaha manusia dengan biaya yang lebih 
besar, maka zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang lebih 
dominan itu adalah anugerah Allah SWT (dalam hal ini 
semata-mata hanya mengandalkan pada turunnya hujan), 
maka zakatnya lebih besar. Hal ini juga berlaku pada sumber 
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zakat lainnya, misalnya barang temuan (rikaz) yang sama sekali 
tidak membutuhkan biaya, maka zakatnya lebih besar, yaitu 
dua puluh persen atau seperlima. Berbeda misalnya dengan 
perdagangan yang benar-benar mengandalkan pada usaha dan 
tenaga manusia, dengan berbagai macam risikonya, zakatnya 
hanya dua setengah persen. 

Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah telah 
mencapai nishab, yaitu lima ausag. Hal ini sejalan dengan 
hadis riwayat Imam Bukhari?' dari Abi Said alKhudri, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda, 


Ahhh bks Ol BUG UEAS ks Ula Sad Lis 
Oa dasi Op tai ol oi SARI Ma oi di le 5 
dah Al Ko GA 3 ARA ga GA dua at 
S9 Ato gigi AAS Os ISI Less Old JB ala 
da BAL GG Wita HAN JM da Kia Oa ISI 


ga. 


Iemii NAD Al ia gai JS Anto Bagi Se GI yet 


A83 Walt Gila Aina Ogh Lag Gal JI IS) JEM 


Aokesd! lap) sita 3L catat IAI 315 Lag pedal! lagi 


81 Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 117. 
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" Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan 
kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Malik berkata, 
telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin 
'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al 
Khudriy dari Nabi Shallallahw'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada 
zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasag, tidak ada zakat 
unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta 
(uang) kurang dari lima wasag ". Berkata, Abu 'Abdullah Al 
Bukhari: "Ini tafsiran awal ketika Beliau bersabda: "Tidak ada 
zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasag". Kemudian yang 
dijadikan pegangan dalam masalah ilmu selamanya adalah apa 
yang ditambahkan oleh perawi yang dikenal kuat atau yang mereka 
jelaskan." 


e. Barang Temuan 


Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada barang 
temuan meskipun dengan disertai perbedaan pendapat para 
ulama dalam menentukan besar zakatnya-yaitu sebuah hadis 
yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari Abu 
Hurairah” ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


BAN IN 93 IL Alas 32 Gas 32 Hd 


8 Ibnu Majah, (Riyad: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 2626. 
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"Sumur itu adalah jubar”, barang tambang adalah jubar, ajma 
adalah jubar. Dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) 
satu perlima". 


£ Barang Tambang 

Barang tambang seperti minyak, batubara, gas, dan 
sumber dalam lainnya wajib dikeluarkan zakatnya setahun 
sekali sebesar 2,596 setelah diperhitungkan pendapatannya 
dikurangi biaya-biaya yang dipergunakan — untuk 
mengeksplorasi dan mendapatkan hasilnya. Zakat barang 
tambang ini, karena memang niat awalnya untuk 


diperjualbelikan, maka dianalogikan pada zakat perdagangan. 


Pendekatan Ijmali 
Adapun mengenai pendekatan ijmal, Alguran hanya 
menetapkan yang pokok dengan menyebutkan kewajiban 
zakat pada amwaal/harta, seperti firman Allah SWT dalam OS 
AtTaubah: 103 dan kewajiban mengeluarkan zakat/infak 
pada setiap harta yang didapatkan dengan cara yang halal, 
seperti firman Allah SWT dalam OS Al-Bagarah: 267. 

Kedua — pendekatan ini — dilakukan — untuk 
memungkinkan harta obyek zakat yang belum ada contohnya 


di zaman Nabi tetapi pada zaman sekarang, sesuai dengan 


33Yang dimaksud dengan jubar adalah sesuatu yang jika rusak maka tidak ada 
diyat (balasannya). Ajma adalah binatang yang tidak ada pemiliknya. (Lihat al- 
Mujjam al-Mufahras li al-Faaz al-Hadis, Juz I, hlm. 317.). 
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perkembangan, menjadi harta yang sepatutnya dijadikan 
obyek zakat. Contoh penetapan harta obyek zakat dengan 
pendekatan ijmal adalah zakat dari penghasilan profesi, zakat 
perusahaan, dan lain sebagainya yang berkembang dan 


bernilai ekonomis pada saat sekarang. 
g. Zakat Penghasilan dari Profesi 


1. Pengertian Profesi 

Yusuf alOaradhawi" menyatakan bahwa di antara hal 
yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum 
muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang 
diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang 
dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. 
Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli 
hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, 
dan lain sebagainya. Yang dilakukan bersamasama, misalnya 
pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan 
sistem upah atau gaji. Wahbah az-Zuhaili” secara khusus 
mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang 
diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti 
dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. 
Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) 


atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam 


84 Yusuf al-Garadhawi, Figh Zakat, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 487. 
85 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu, (Damaskus: Daar el-Fikr, 
1997), Juz III, hlm. 1948. 


67 


waktu yang relatif tetap, misalnya sebulan sekali. Penghasilan 
atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah figh 
dikatakan sebagai almaal almustafaad. Sementara itu, fatwa 
ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional 
Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 
H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa 
salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia 
sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang 
bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, 
arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara 
bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. 
Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji. 


2. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Penghasilan dari 
Profesi 


Semua penghasilan melalui kegiatan profesional 
tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib 
dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nashnash yang 
bersifat umum, misalnya firman Allah SWT dalam OS At- 
Taubah: 103, OS Al-Bagarah: 267 dan juga firman-Nya dalam 
OS Adz-Dzaariyaat: 19 


OI page Uk3 Ke ppi lai Wita pedia Ha id 
SA uga Kala Fr A13 Ad GK SE 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 


membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo' alah untuk 
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mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
(OS ArTaubah: 103). 


Kas Ao pia La Sila oa Ipkasi Ipa Gali WI 6 
tlg 3 bai dia ra i 2535 S3 AM 53 SI 
Isas FaE dl Si IgAlel3 ud Igaski of VI isl 


AYW 2jadl 
“Hai orangorang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal 
kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (OS Al-Bagarah: 267). 


SA IN 3G Jilid GS adljal 33 
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 


meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (OS Adz 
Dzaariyaat: 19). 
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Sayyid Outhub (wafat 1965 M) dalam tafsirnya, Fi 
ZhilalilJuran ketika menafsirkan firman Allah SWT dalam 
@S AlBagarah: 267 menyatakan bahwa nash ini mencakup 
seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan 
mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari 
dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun 
hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu, nash ini 
mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman 
Rasulullah SAW, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya 
wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar 
sebagaimana diterangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW, 
baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di- 
giyaskan kepadanya. AlOurthubi (wafat 671 H), dalam Tafsir 
alJaami' li Ahkaam Alguran?', menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan kata-kata hakkun ma'lum (hak yang pasti) 
pada OS AdzDzaariyaat: 19 adalah zakat yang diwajibkan, 
artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang 
didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, 
maka harus dikeuarkan zakatnya. 

Sementara itu, para peserta Muktamar Internasional 
Pertama tentang Zakat di Kuwait (pada tanggal ?9 Rajab 1404 
H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah 
sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai 


86 Sayyid Outhub, Fi Zhilalil-Guran, (Beirut: Daar el-Surg, 1977), Juz I, hlm. 310- 
311. 

87 Al-Ourthubi, Tafsir al-Jaami' li Ahkaam Alguran, (Beirut: Daar el-Kutub 
Ilmiyyah, 1993), Jilid IX, hlm. 37. 
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nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam hal cara 
mengeluarkannya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Bab 1 Undang 
undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat 
dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: a. emas, 
perak, dan logam mulia lainnya, b. uang dan surat berharga 
lainnya, c. perniagaany d. pertanian, perkebunan, dan 
kehutanan, e. peternakan dan perikanan, f. pertambangan, g. 
perindustrian, h. pendapatan dan jasa dan i. rikaz. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang 
dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, 
seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan 
dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan 
zakatnya. Kesimpulan ini antara lain berdasarkan: 
Pertama, ayatayat Alguran yang bersifat umum yang 
mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. 
Kedua, berbagai pendapat para ulama yang 
menjelaskan keabsahan zakat dari penghasilan profesi, 
meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. 
Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum 
yaitu alamwaal, sementara sebagian lagi secara khusus 
memberikan istilah dengan istilah almaal almustafaad seperti 
terdapat dalam Figh Zakat dan al-Figh alIslamy wa “Adillatuhu. 
Ketiga, dari sudut keadilan -yang merupakan ciri 
utama ajaran Islam—penetapan kewajiban zakat pada setiap 
harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dan nyata, 
dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat 


pada komoditaskomoditas tertentu saja yang konvensional. 
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Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang 
beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya 
telah mencapai nishab. Karena itu, sangat adil pula apabila 
zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan 
para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai 
bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki 
gaji tinggi, dan profesi lainnya. 

Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan 
umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan 
penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin 
berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi 
kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara 
industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, 
menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan 
responsif terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah 
Thabari”' menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan 
saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat 
manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan 
kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, 
walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke 
waktu. Hal ini sejalan pula firman Allah pada OS. Ar-Ruum: 
30, 


88 Afif Abdul Fata ath-Thabari, Ruh ad-Din al-Islamy, (Damaskus: Daar el-Fikr, 
1966), hlm. 300. 
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kala Geli sla6 GI dil as Liss Gd) Sk33 ps 
IT ya FT SSI ALAN Gaal SUS Ml GIRI sat SI 

AI paid Ooralas 
“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah): 
(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 
menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 


agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” 
(OS Ar-Ruum: 30). 


3. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat 
Penghasilan dari Profesi 


Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam 
menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat 
profesi. Hal ini sangat bergantung pada giyas (analogi) yang 
dilakukannya. 

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka 
nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya 
dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya 
senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu 
mengeluarkannya setahun sekali. 

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 10.000.000 setiap bulan 
maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: 2,5 96x 12 x Rp 
10.000.000 sebesar Rp 3.000.000 per tahun atau Rp 250.000 
per bulan. 
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Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka 
nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya 
sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan 
gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh 
kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar 596 x 
Rp 10.000.000 atau sebesar Rp 500.000 per bulan. 

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz”, maka zakatnya 
sebesar 20 persen tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat 
menerimanya (Pada contoh di atas, maka si A mempunyai ke- 
wajiban berzakat sebesar 20 96 x Rp 10.000.000 atau sebesar 
Rp 2.000.000 setiap bulan. 

Penulis berpendapat, bahwa zakat profesi bisa 
dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat 
pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab 
dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima ausag 
atau senilai 653 kg padi / gandum dan dikeluarkan pada saat 
menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang 
menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama 
seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, 
sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam OS Al-An'aam: 
141. 

Karena dianalogikan pada pada zakat pertanian, maka 
bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu 
menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap 


bulan, dapat didasarkan pada 'urf (tradisi) di sebuah negara. 


89 Lihat beberapa pendapat ulama dalam Muhammad Bagir al-Habsyi, Figh 
Praktis, hlm. 302. 
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Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, 
misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i 
yang setiap hari berceramah, zakatnya dapat dikeluarkan 
setiap hari atau sebulan sekali. 

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian 
dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (asysyabah). 
Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak 
terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah 
yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu 
dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan 
perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan 
bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu 
tahun atau tahun tutup buku. 

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat 
uang/emas/perak, karena memang gaji, honorarium, upah 
dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk 
uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar rub'ul usyri atau 
2,5 persen”. 

Diyas syabah, yang penulis gunakan dalam menetapkan 
kadar dan nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat 
nugud (emas dan perak) adalah giyas yang “illat hukumnya 
ditetapkan melalui metode syabah”'. Contoh giyas syabah yang 


W Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islamy wa “Adillatuhu, (Damaskus: Daar el-Fikr, 
1997), Juz II, hlm. 761. 

# Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Logos, 1987), Jilid I, him. 204. Yang 
dimaksud dengan giyas syabah adalah mempersamakan furu' (cabang atau yang 
di-giyas-kan) dengan asal (pokok masalah atau tempat bersandarnya giyas) 
karena ada jaami' (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya. 
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dikemukakan oleh Muhammad alAmidi”? adalah hamba 
sahaya yang dianalogikan pada dua hal yaitu pada manusia 
(nafsiyyah) menyerupai orang yang merdeka (alhur) dan 
dianalogikan pula pada kuda karena dimiliki dan dapat 
diperjualbelikan di pasar. 

Atas dasar keterangan tersebut di atas, jika seorang 
konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta 
rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai nishab, maka ia 
wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan 
sekali. Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan 
swasta yang setiap bulannya menerima gaji sepuluh juta 
rupiah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 
persen sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai yang 
bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai 
nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya 
dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya 
bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya. Hal ini 
sejalan dengan OS Ali Imran: 134. 


h. Zakat Perusahaan 
1. Landasan Hukum 


Sebagaimana dimaklumi, pada saat ini hampir 
sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, 


2 Muhammad al-Amidi, Al-Ihkaam fi Ushul Ahkaam, (Beirut: Daar el-Kutub al- 
“Ilmiyyah,1980), Jilid III, hlm. 423. 
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melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan 
dan organisasi dengan manajemen yang modern, misalnya 
dalam bentuk PT, CV atau koperasi. 

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini 
komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas 
hanya pada komoditaskomoditas tertentu yang sifatnya 
konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level 
yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah 
berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang 
sangat luas, bahkan antar negara dalam bentuk ekspor-impor. 

Paling tidak, menurut mereka, perusahaan itu pada 
umumnya mencakup tiga hal yang besar. Pertama, perusahaan 
yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan 
dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya 
harus halal dan dimiliki oleh orangorang yang beragama 
Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka 
berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. 
Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi sandang dan 
pangan, alatalat kosmetika dan obatobatan, berbagai macam 
kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alatalat rumah 
tangga, bahan bangunan dan lain sebagainya. Kedua, 
perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan 
di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan 
yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, 
baik bank maupun nonbank (asuransi, reksadana, money 
changer, dan yang lainnya). 

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban 
zakat pada perusahaan adalah nashnash yang bersifat umum, 


77 


seperti terrnaktub dalam OS Al-Bagarah: 267 dan OS At 
Taubah: 103. Juga merujuk kepada sebuah hadis riwayat 
Imam Bukhari (hadis ke-1448 dan dikemukakan kembali 
dalam hadis ke-1450 dan 1451)” dari Muhammad bin 
Abdillah alAnshari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu 
Bakar r.a. telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban 
yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, 


Olsie Ge Elph USS MSG USIS AKA Eh (de UAS 
Bale JL AGE G3 mila SG ai Sid pl G6 AAN 
85533 sun Eni paking Ale dil Jo gai Sah 


aiet Ol GB Aalalh dudar AS Viky BG aSafall 
5 —. dilas yasi Gl Jls3 WIL 133 2 RE 


253 alas dilas Tab dist Isi Sail 131 

Adela wal olah sektud Ja Jl ls 
"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, 
telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan 


kepada kami Syarik dari Utsman Ats Tsagafi dari Abu Laila Al 
Kindi dari Suwaid bin Ghaflah ia berkata, "Penarik zakat 


8 Shahih Bukhari, (Daar el-Salaam, 2000), hlm. 114. 
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Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang kepada kami, lalu 
aku pegang tangannya dan aku bacakan di hadapannya: “Tidak 
boleh memisahkan perserikatan antara dua orang (hingga dengan 
jumlah kambing yang sedikit tidak terkena zakat) atau 
mengumpulkan zakat dari dua orang yang berserikat (hingga jumlah 
yang dikeluarkan setiap orang menjadi lebih sedikit) karena takut 
zakat. Lalu datanglah seorang lakilaki kepadanya dengan 
membawa seekor unta besar yang banyak dagingnya, namun ia 
enggan menerimanya. Setelah itu, lakilaki tersebut datang lagi 
dengan membawa unta yang lebih kecil, lalu ia pun menerimanya. 
Ia berkata, "Bumi mana yang akan aku pijak, langit mana yang aku 
menaungiku, jika aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan membawa unta terbaik seorang laki-laki muslim." 


Hadis tersebut pada awalnya, berdasarkan asbab al 
wurudnya, adalah hanya berkaitan dengan perkongsian dalam 
hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai 
kitab figh”. Akan tetapi dengan dasar giyas (analogi) 
dipergunakan pula untuk berbagai syirkah dan perkongsian 
serta kerja sama usaha dalam berbagai bidang. Apalagi syirkah 
dan perkongsian itu, merupakan kegiatan usaha yang sangat 
dianjurkan oleh ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan 
dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud” dari Abu 


44 Abu Ubaid al-Gasim bin Salaam, al-Amwaal, (Beirut: Daar el-Kutub al- 
"Ilmiyyah, 1986), hlm. 398. 

25 Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1476, hadis No. 
3383. 
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Hurairah r.a., yang dimarfu-kannya (dinisbahkan kepada 
Rasulullah SAW), beliau bersabda, 


23 an Cas 4 PAI Glen 3 aa Mis 
Aa, yh Pel G8 da GE asi OS Pel O8 BIN 
Lbaat Gs Il KA II Gi Osis dil GI JL 

Laga Iga olah Lagi Ia UEA SU ISIS dilas 
"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al 
Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az 
Zibrigan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu 
Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata, sesungguhnya Allah 
berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, 
selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat 


kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka Aku 
keluar dari keduanya." 


Berdasarkan  hadishadis tersebut, keberadaan 
perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (recht 
person). Karena itu Muktamar Internasional Pertama tentang 
Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa 
kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan 
catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara 
para pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan 
ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogianya 
dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya 
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menjadi mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar ter- 
sebut termasuk ke dalam syakhsan i'tibaran (badan hukum yang 
dianggap orang) atau syakshiyyah hukmiyyah menurut Mustafa 
Ahmad Zarga”'. Oleh karena di antara individu itu kemudian 
timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan 
pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban 
dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama, termasuk di 
dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. 
Tetapi di luar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib 
mengeluarkan zakat setiap bulan (setiap menerima gaji), sesuai 
dengan penghasilan dan juga nishabnya. 

Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, 
dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal 4 ayat (2) bagian c dan ayat (3) 
dikemukakan bahwa di antara obyek zakat yang wajib 
dikeluarkan zakatnya adalah perniagaan/perdagangan dan 
badan usaha/perusahaan. 

Yang menarik adalah bahwa pemerintah Saudi Arabia 
sudah lama menetapkan kewajiban zakat bagi perusahaan, 
yang wajib dikeluarkan setiap tahun. Dan jika tidak 
dikeluarkan, perusaaan tersebut akan terkena sanksi yang 


sangat tegas. Demikian pula, zakat perusahaan di Malaysia. 


2. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat 
Perusahaan 


96 Mustafa Ahmad Zarga, Al-Figh al-Islamy fi Tsaubihi al-Jadid, (Damaskus: 1948 
), Juz III, hlm. 277. 
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Para ulama peserta Muktamar Intemasional Pertama 
tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada 
zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan 
ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada 
kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara 
umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan 
adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula 
nishabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab 
zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan 
perak. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud 
dari Ali bin Abi Thalib. Dan menurut pendapat yang paling 
mu'tabar (akurat), 20 misgal itu sama dengan 85 gram emas. 

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak 
akan terlepas dari tiga bentuk: Pertama, harta dalam bentuk 
barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang 
merupakan komoditas perdagangan. 

Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya 
disimpan di bank-bank. 
Ketiga, harta dalam bentuk piutang. 

Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang 
harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi 
harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban 
mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang 
harus dibayar saat itu juga. Abu Ubaid (wafat tahun 224 H) di 
dalam AlAmwaal” menyatakan bahwa "Apabila engkau telah 


97 Abu Ubaid al-Oasim bin Salaam, Al-Amwaal, (Beirut: Daar el-Kutub “Ilmiyyah, 
1986), hlm. 431. 
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sampai batas waktu membayar zakat (yaitu usaha engkau telah 
berlangsung selama satu tahun, misalnya usaha dimulai pada bulan 
Zulhijjah 1421 H dan telah sampai pada Zulhijjah 1422 H), 
perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) 
ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian 
nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah utangutang engkau atas 
apa yang engkau miliki". 

Dari penjelasan di atas, maka dapatlah diketahui 
bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada 
laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban 
atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan 
prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran 
utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen 
sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa 
yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya 
saja. 

Penulis berpendapat bahwa metode perhitungan zakat 
perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Abu Ubaid dalam 
kitab AlAmwaal tersebut merupakan pendapat yang relatif 
lebih kuat dilihat dari sudut dalil dan alasannya, karena 
memang inti dari perusahaan itu adalah perdagangan, 
sehingga cara dan metode perhitungannya sama dengan 


perdagangan tersebut. 
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i. Zakat Surat-Surat Berharga 
1. Zakat Saham 


Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan 
perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya 
adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan 
yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan 
operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang 
biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
dapatlah diketahui keuntungan (deviden) perusahaan, 
termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan 
kewajiban zakat terhadap saham tersebut. 

Yusuf alaradhawi” mengemukakan dua pendapat 
yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut. 
Pertama, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri 
murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka 
sahamnya tidaklah wajib dizakati, misalnya perusahaan hotel, 
biro perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya 
adalah saham-saham itu terletak pada alatalat, perlengkapan, 
gedunggedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi 
keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para 
pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama 


28 Yusuf al-Garadhawi, op. cit, hlm. 523. Lihat Abdul Azizi Muhammad 'Azam, 
Figh Mu'amalah, (Maktab Risalah, 1998), hlm. 73. Lihat Muhammad Syafi'i 
Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta: Tazkia dan 
Bank Indonesia, 1999), hlm. 64. 
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harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh 
Abdul Rahman Isa”. Kedua, jika perusahaan tersebut 
merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan 
menjual barangbarang, tanpa melakukan kegiatan 
pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil 
industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor- 
impor, maka sahamsaham atas perusahaan itu wajib 
dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan 
industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor 
bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, 
contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas 
dan sutera, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan kimia. 

Menurut Abdurrahman Isa? kriteria wajib zakat atas 
saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu 
harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai dengan 
kegiatan industri maupun tidak. 


101 pahwa 


Sementara itu, beberapa ulama berpendapat 
saham dan juga obligasi adalah harta yang dapat 
diperjualbelikan, karena itu pemilknya mendapatkan 
keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang 
dagangan lainnya. Karenanya saham dan obligasi termasuk ke 
dalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan 


obyek zakat. 


28 Yusuf al-Garadhawi, Ibid. 
100 /bid, hlm. 524. 
101 (bid, hlm. 527. 
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Kedua pendapat tersebut, hemat penulis, tidaklah 
bertentangan, karena kedua-duanya menyatakan bahwa saham 
itu, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, termasuk ke 
dalam sumber zakat. Pendapat pertama, mengharuskan 
menggabungkannya dengan harta lain yang dimiliki pemegang 
saham, lalu dikeluarkan zakatnya, jika sudah mencapai nishab 
dan berlalu waktu satu tahun. Sedangkan pendapat kedua, 
secara langsung menyatakan bahwa saham termasuk sumber 
zakat, yaitu termasuk ke dalam zakat perdagangan. Sejalan 
dengan itu, Mutamar Internasional Pertama tentang Zakat di 
Kuwait (29 Rajab 1404) menetapkan kewajiban zakat terhadap 
saham. 

Karena itu, dari sudut hukum, saham termasuk ke 
dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat 
ini akan lebih jelas dan gamblang, apabila dikaitkan dengan 
nash-nash yang bersifat umum, seperti OS At'Taubah: 103 dan 
@S AlBagarah: 267 yang mewajibkan semua harta yang 
dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. 

Berdasarkan keterangan di atas, zakat saham 
dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun 
kadarnya, yaitu nishabnya senilai 85 gram emas dan kadarnya 
sebesar 2,5 persen. Yusuf alOaradhawi'” memberikan 
contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, 
kemudian di akhir tahun mendapatkan deviden atau 


keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan 


102 Yusuf al-Garadhawi, Ibid., hlm. 529. 
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zakat sebesar 2,5 persen dari 1.200 dinar atau 30 dinar. 
Sementara itu, Muktamar Internasional Pertama tentang 
Zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika pe- 
rusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden 
dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang 
saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum 
mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang 
berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus 
dituangkan dalam peraturan perusahaan. 


2. Zakat Obligasi Syariah/Sukuk 

Yusuf alOaradhawi'” menyatakan bahwa obligasi 
adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau 
pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah 
pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. 
Selanjutnya, Yusuf a-Oaradhawi'# mengemukakan perbedaan 
antara saham dan obligasi sebagai berikut: Pertama, saham 
merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, 
sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, 
bank atau pemerintah. Kedua, saham memberikan 
keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, 
yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau 
bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan 
obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas 
pinjaman tanpa bertambah atau berkurang. Ketiga, pemilik 


103 Jbid, hlm. 523. 
104 /bid, hlm. 524. 
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saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu 
sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti 
pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau 
pemerintah. Keempat, deviden saham hanya dibayar dari ke- 
untungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi 
dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan. 

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi 
barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka 
saham menjadi salah satu obyek atau sumber zakat. 
Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang 
termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran 
Islam. Meskipun demikian, yang menarik adalah bahwa 
sebagian ulama, walaupun sepakat akan haramnya bunga, 
tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu 
obyek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini. 
Muhammad Abu Zahrah'” menyatakan bahwa jika obligasi 
itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka 
memanfaatkan obligasi daripada saham. Dengan demikian, 
orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan 
melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, 
sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan 
kepada sedekah. 

Penulis berpendapat bahwa karena obligasi hanya 
tergantung pada bunga, maka bukan merupakan obyek atau 


105 Muhammad Abu Zahrah dalam Penerapan Zakat dalam Dunia Modern, 
Syaugi Ismail Syahhatih, terj. Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian 
dan Antar Kota, 1989), hlm. 187. 
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sumber zakat. Karena zakat hanyalah diambil dari harta yang 
jelas baik dan halal. Sementara bunga termasuk kategori riba, 
dan riba itu sangat jelas keharamannya, baik dalam jumlah 
yang sedikit maupun yang berlipat ganda. Hal ini sejalan 
dengan firman Allah SWT dalam OS Ali Imran: 130, dan OS 
AlBagarah 278, 


Al ipiilg Aira lisa Gl KEY Ipisi Gaal WI 6 
MAT solyas Jd Oki SBI 
"Hai orangorang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 


dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 
kamu mendapat keberuntungan". (OS. Ali Imran (31: 130). 


ES Ol Ul Ga gas La 19333 dl 13351 gia God LAI 6 
MAYA Sya d Casa 


"Hai orangorang yang berimon, bertakwalah kepada Allah dan 


tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orangorang 
beriman". (OS. Al-Bagarah: 278). 


Keharaman riba (bunga) di samping berlandaskan 
kepada ayatayat tersebut di atas, beberapa buah hadis Nabi 
yang shahih, juga hampir seluruh ulama berpendapat hal yang 
sama, bahkan peserta Sidang Organisasi Konferensi Islam 


(OKI) kedua yang berlangsung di Karachi Pakistan pada bulan 
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Desember 1970" menyatakan hal yang sama pula, yaitu 
bahwa praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai 
dengan syariat Islam. Karena itu, hemat penulis, diskusi 
tentang bunga bank itu haram ataukah tidak, harus dianggap 
sudah selesai dan yang paling kuat dari sudut dalil dan 
kemaslahatan umat bahwa bunga itu adalah termasuk riba, 
dan karena itu termasuk yang diharamkan. Tugas kaum 
muslimin sekarang menguatkan alternatif dan jalan keluar 
dari sistem ekonomi ribawi. Seperti jual beli yang halal dan 
bersih, menguatkan lembaga keuangan syariah (LKS) yang 
bebas dari bunga dan menguatkan peran dari zakat, infak, 
sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Perhatikan firman Allah 
dalam OS Al-Bagarah: 275-277, 

Alatas al Ags US II Ogdsis V Gl G3KG Gali 


bgl Oka Aa! US) IE afl SUS oa Ga GAN 
S5 Ws Alac33 bela H3 Gl 55 29 3 ad al Asi 


106 Ada dua keputusan yang penting yang dihasilkan dalam sidang tersebut. 
Pertama, praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat 
Islam. Kedua, perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan 
operasinya sesuai dengan prinsip syariah Islam. 

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank 
Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB). 

Lihat Muhammad Syaf''i Antonio dalam Bank Syariah: Wacana Ulama dan 
Cendekiawan, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hlm. 93. 

Alhamdulillah, walaupun di sana sini masih banyak kelemahan dan 
kekurangan, kini telah beroperasi lembaga keuangan yang berlandaskan syariah 
Islamiyah. 
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anis Sts dag MIN Ji Hai Lala LA Gia 
tadi AN Sl 25 LNVO) Oodlle Ud Ab JII Lalin 


kk Sah, Ml ES IK Li Y Al SAN 33 
BELI 13519 DAN i93LS13 JUAN ipla23 Igial Sad 


Osis pad V9 pagle BS V5 Ag Aas paha RI 
4211-2115 ya!) LAND 


“Orangorang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orangorang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- 
penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (275) Allah 
memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 
berbuat dosa (276) Sesungguhnya orangorang yang beriman, 
mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, 
mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran 
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terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277).” (OS. 
Al-Bagarah: 275-277). 


Selanjutnya alternatif dari obligasi konvensional 
adalah sukuk. Sukuk merupakan surat berharga atau obligasi 
yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik diterbitkan 
oleh negara maupun korporasi, di mana basis akad yang 
digunakan adalah akadakad yang sesuai syariah, seperti 
mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainlain. Sehingga, 
karakteristik return atau yield yang diterima investor sukuk 
bergantung pada akad yang digunakan. Ketika sukuk 
diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah, maka investor 
akan mendapatkan imbal hasil yang tetap. Demikian pula 
dengan akad lainnya. Oleh karena sukuk merupakan 
instrumen investasi yang sesuai syariah, maka para investor 
pun terkena kewajiban zakat jika telah memenuhi ketentuan 
syariah. 

Zakat pada sukuk ini dianalogikan dengan zakat 
perdagangan atau zakat emas perak, baik dari sisi nishab 
maupun kadarnya. Nishabnya adalah sebesar 85 gram emas, 
dikeluarkan dari pokok dan return yang diterima, dengan 
kadar 2,5 persen. 


j. Zakat Perdagangan Mata Uang 
Pada bagian zakat perusahaan telah dikemukakan 


bahwa salah satu jenis perusahaan yang kini berkembang 
adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertukaran mata 
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uang asing atau yang disebut dengan money changer atau ash- 
sharf. Dilihat dari materialnya (jenisnya), money changer ini 
terbagi pada dua bagian'” yaitu: Pertama, pertukaran uang 
yang sama jenisnya. Kedua, pertukaran uang yang berbeda 
jenisnya. 

Pertukaran uang yang sama jenisnya, misalnya riyal 
dengan riyal, dollar dengan dollar, rupiah dengan rupiah, dan 
yang lainnya, tidak boleh dilakukan, karena termasuk riba, 
kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan secara kontan dan 
langsung. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari" 
berkata Abu Sa'id tentang tukarmenukar uang, aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


SBI is ge US aah GH dil Aa his 
BI aka Gp Al aka G3 la gila JB dat he HA 
dia Si Gd Jual Gi Gi tata Adil 2 EL Y 
dna AgaB pling Ale AN Io Hi Iga GE Uhud WS 


Gp babat Gal ISA Us guna GL 5 JBS yak G3 dil 


107 Allauddin Mahmud Zaatari, An-Nugud, (Damaskus, Beirut: Islamic Call 
Society, 1994), hlm. 414., dan Azam, Figh Mu'amalah, (Maktab Risalah, 1998), 
hlm. 73., dan Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan 
Cendekiawan, (Jakarta: Tazkia dan Bank Indonesia, 1999). 


108 Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 169., hadis No. 2176. 
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Sita! Handa gai OLES paking dil Al Jo dil Joan 
BRI Ugis peking Mile Al Ito Il Iggy Eibsia 
alay dies Dis Gosil Sos Siar SE mel 

All 


"Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'ad telah 
menceritakan kepada kami pamanku telah menceritakan kepada 
saya anak saudaraku Az Zuhriy dari pamannya berkata, telah 
menceritakan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 
'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Abu Said Al Khudriy 
menceritakan kepadanya seperti hadis tersebut dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 
'anhuma menemuinya lalu berkata: "Wahai Abu Sa'id, apa yang 
telah anda ceritakan dari hadis dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam?. Maka Abu Sa'id berkata: "Tentang sharf (dagangan), 
aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Jual beli emas dengan emas harus sama (ukuran dan beratnya). 
Perak dengan perak harus sama (ukuran dan beratnya)." 


Dalam hadis lain, juga riwayat Imam Bukhari” dari 
Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


109 /bid, hadis No. 2177. 
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Bi be Bb ba Ha ET Lila bp il Aja lis 
saat Pee ba 
AAS Yg Jikan Oia VI) HALL GAN (paus Y JL Al 
Sa ma Mi ara 
Bigo jali WIL La gas V3 yak Je Waah Ipad 

kakaah 


"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah 
mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al 
Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian menjual (menukarkan) emas dengan emas, kecuali 
sama dengan sama. Dan Janganlah pula melebihkan yang satu 
dengan yang lainnya. Dan jangan pula menjual (menukar) perak 
dengan perak, kecuali sama dengan sama. Dan jangan pula 
melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan jangan pula 
menjual (menukar) yang tidak berada di tempat (ghaib) dengan yang 
konkret berada di tempat". 


Adapun pertukaran mata uang yang berbeda jenisnya, 
seperti antara rupiah dan dollar, rupiah dengan riyal dan mata 


uang lainnya, maka berdasarkan Ijma' Ulama" hal itu boleh 


10 Mahmud Zatari, op. cit., hlm. 416. 
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dilakukan dengan beberapa syarat"' antara lain sebagai 
berikut: 

Pertama, terjadi saling menerima mata uang 
(tagaabudl) di tempat terjadinya akad jual beli, agar tidak 
sampai jatuh pada riba nasi'ah'” jika tidak dilakukan pada 
saat tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari' 
dikemukakan bahwa Umar bin Khattab mendengar seseorang 
menukarkan emas sambil berkata ketika ia menerima 
tukarannya: "Tunggulah penjagaku pulang dari hutan", lalu Umar 
berkata, "Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya, 
sehingga terjadi proses pertukarannya" Aku mendengar 


Rasulullah SAW bersabda, 


S8 sala oil GB BL Ea Lalai Gp dl dia Wita 
BUAS aa Riley Epio Gesit AI SSI yogi O3 SU 


IE Ga Bobol H5 55 Kiss AN at G3 4ziL 


BR 3s HE ab Hb cw 3 RE ca 


Ol dia SAE S3 MIE Y dll IMS IS keatas yak3 
Ad II Gp BIL LAN lag Aida ALI Io AN gia 


111 Ibid, hlm. 416-417. 

112 Riba Nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang 
yang dipertukarkan dengan jenis barang lainnya. 

113 Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 168-169., hadis No. 2174. 
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Ala Y) Gp) mabdl Ira dg ala ala VI CG, yL Kila plag 

Agoes alay) Alang Ala | G) AI, 33K slag 
"Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Yusuf telah 
mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Malik bin 
Aus mengabarkan kepadanya bahwa dia mencari sharf (barang 
dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham. Maka 
Tholhah bin 'Ubaidullah memanggilku lalu kami saling 
mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia mengambil emas 
sebagai ganti pembayarannya seraya berkata: "Hingga tukang 
gudang kami datang dari hutan". "Umar mendengar perkataan itu 
lalu berkata: "Demi Allah, janganlah kamu meninggalkan dia 
hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas adalah riba 
kecuali begini-begini (kontan, cash), beras dengan beras adalah riba 
kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum adalah 
riba kecuali begini-begini (kontan, cash) dan kurma dengan kurma 
adalah riba kecuali begini-begini (kontan, cash)." 


Allauddin Mahmud Zatari" menyatakan bahwa 
alasan utama pertukaran mata uang yang satu dengan yang 
lainnya harus dilakukan kontan, oleh karena sering terjadinya 
fluktuasi harga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bahkan 


dari jam ke jam. 


114 Allauddin Mahmud Zatari, op. cit., hlm. 417. 
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Kedua, hendaknya pertukaran itu dilakukan dengan 
nilai tukar yang sama antara suatu mata uang dan mata uang 
lainnya. Adapun yang menjadi landasan keabsahan tukar- 
menukar mata uang yang berbeda dengan persyaratan tersebut 
di atas, adalah hadis riwayat Imam Bukhari!” dari Aba 
Bakrah, Rasulullah SAW bersabda, 


JB Ale Gi Uselatl CASI MAA G3 dino Ulas 
Gi ORI Aka Wi3 Gal gl 3 GR is 
Ie AI Isian JL di2 AN yag 5S si JB IE 5 
aing Ala II ABU BANI Ngk Y lag dile ALI 
Kaslk SMAN (yang dipan Apa I) dasi, Kaali 

Agotnll ol) adik LS Bil, Hasi 
"Telah menceritakan kepada kami Sedekah bin Al Fadhal telah 
mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah 
menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishag telah menceritakan 
kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah 


radliallahu 'anhu berkata, Telah bersabda Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas 


kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali 
dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak 
atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian." 


115 Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 169., hadis No. 2175. 
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Hadis tersebut secara jelas menggambarkan kebolehan 
pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya yang 
berbeda sesuai dengan nilai, harga dan mekanisme pasar yang 
disepakati bersama. 

Adapun mengenai zakatnya, dianalogikan dengan 
zakat perdagangan, baik nishab, waktu, maupun kadarnya. 
Nishabnya adalah senilai 85 gram emas dengan kadar sebesar 
2,5 persen dikeluarkan satu tahun sekali. 


k. Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan 


Sejalan dengan perkembangan perekonomian 
modern, obyek zakat tidak lagi secara langsung hanya masuk 
pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya 
masuk pada obyek zakat pertanian saja, atau zakat 
perdagangan saja, atau hanya pada zakat peternakan saja. 
Akan tetapi kadangkala terjadi tumpang tindih antara yang 
satu dan lainnya. Sebagai contoh, kini berkembang 
perusahaan yang berbasis pada peternakan ataupun 
perikanan. Peternakan ayam, itik, bahkan juga peternakan 
kambing dan peternakan sapi, apakah zakatnya dimasukkan 
pada zakat peternakan ataukah pada zakat perdagangan. 

Salah satu persyaratan utama dalam zakat peternakan 
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adalah assaum"'? yaitu bahwasanya ternak-temak tersebut 


116 Lihat Al-Mausu'ah al-Fighiyyah, (Kuwait: Wusaarah al-Augaaf wa asy-Syuun 
al-Islamiyyah, 1992), hlm. 250. Lihat pula Zuhaili, op. cit., hlm. 832. 
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mencari rumput sendiri selama -atau sebagian besar waktu- 
satu tahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya 
dengan biaya pemilikan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis 
riwayat Abu Dawud''' bahwasanya Abu Bakar menjelaskan 
kewajiban zakat sebagaimana dikemukakan Rasulullah SAW, 
Dang aa at oa Asi 5 Gee ia 
sa peda Gabi DB anta Jl Sg 
"Zakat empat puluh ekor unta yang merumput sendiri adalah 
seekor unta betina berusia dua tahun, memasuki tahun ketiga... " 


Juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis tersebut''8, 


Gn dl SUS Upah Crasif GS ISI iki Atil 33 ... 


".Zakat empat puluh ekor kambing yang merumput sendiri adalah 
seekor domba sampai dengan jumlah seratus dua puluh ekor..." 


Dalam kenyataan, hampir semua jenis peternakan 
sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan assaum (merumput 
sendiri), akan tetapi dipelihara, diberikan rumput dan 
ditempatkan pada tempat-tempat atau kandang-kandang yang 
telah dipersiapkan dengan baik. Dalam menetapkan 
kewajiban zakat pada suatu obyek zakat, menurut Yusuf al- 


17 Sunan Abu Dawud, op. cit, hlm. 1338., hadis No. 1567. 
118 (bid, hlm. 1339. 
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@aradhawi'?, tidak boleh terjadi penetapan dua kali. Dalam 
contoh kasus di atas, tidak dibenarkan sebagai obyek zakat 
peternakan sekaligus juga obyek zakat perdagangan. 

Karena itu menurut penulis, jika terdapat peternakan 
kambing, sapi, kerbau ataupun unta, tetapi dikelola, 
dipelihara dan juga diternakkan, tidak memenuhi persyaratan 
kewajiban zakat, seperti tersebut di atas, sementara niat 
pemeliharaannya untuk dijadikan sebagai komoditas 
perdagangan, maka zakatnya termasuk ke dalam zakat 
perdagangan. Nishabnya senilai 85 gram emas, dan kadar 
zakatnya sebesar 2,5 persen, dikeluarkan setiap tahun satu 
kali. Dimasukkannya ke dalam obyek zakat perdagangan, 
sejalan dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud”? dari 
Samurah bin Jundab. 

Adapun zakat perikanan, menurut penulis, dapat 
dianalogikan pada zakat perdagangan atau zakat pertanian. 
Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka zakatnya 
dikeluarkan setiap kali memanen (menghasilkan) dengan 
nishab senilai nishab hasil pertanian, yaitu sebesar lima ausag 
atau senilai 653 kg padi atau gandum” Hal ini sejalan dengan 
sebuah hadis riwayat Imam Bukhari”? dari Abi Said al 
Khudri. 


119 Yusuf al-Garadhawi, op. cit., hlm. 560. 

120 Sunan Abu Dawud, op. cit., hlm. 1338., hadis No. 1562. 
121 Lihat Yusuf al-Garadhawi, op. cit., hlm. 375. 

122 Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 117., hadis No. 1484. 
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Adapun mengenai kadar zakatnya adalah sebesar lima 
persen, dianalogikan pada zakat pertanian, yang sistem 
irigasinya memerlukan biaya yang cukup besar. Hal ini sejalan 
pula dengan hadis riwayat Imam Bukhari”? bahwa Salim bin 
Abdillah dari bapaknya, ia berkata, bahwasanya Rasulullah 
SAW bersabda, 


UB gas Hi AI Se UAS Aaja Gal dh dual US 
AI KS Oi Bila IP GAN SE Ani SI Oni HAM 
iba Lap AAN GE GKI Ogiadlg PLAN Cai layd 
JGA sandi IS AAN arie sii JG pdl Lila ma 
bak Lasig yak Oil Saus dki JM g Sbs 
Sial Ughia SSI S3 ISA G Gf53 Al Alai 
GULAI 533 LS at UB 8135 1S! gk de cai 
BSI Iis pd pekiag dile AIN Jo GA Sl yes 
dal O53 Oi Jok Jai Isl Io A8 Dok J5 

Aoa ola) 


123 Shahih Bukhari, Ibid., hadis No. 1483. 
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"Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah 
menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah 
mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari 
Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi 
SAW bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata 
air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi 
dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu 
Abdullah Al Bukhari berkata, "Ini adalah tafsiran pertama karena 
Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadis 
Ibn Umar, "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah 
sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini: "Dan menentukan 
waktu dan tambahan ini dapat diterima, dan penafsiran adalah 
suatu tuntutan suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh 
orangorang terpercaya. Seperti Fadhal bin 'Abbas pernah 
meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahw'alaihiwasallam tidak shalat 
di dalam Ka'bah namun Bilal berkata, bahwa Beliau shalat di sana. 
Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Fadhl 
ditinggal.". 


Mengenai zakat perikanan laut, penulis berpendapat 
bahwa lebih tepat jika dianalogikan juga pada zakat pertanian, 
sehingga, nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama 
seperti zakat perikan seperti tersebut di atas. 


1. Zakat Madu dan Produk Hewani 


Di dalam OS An-Nahl: 68 dan 69 Allah SWT 


berfirman, 
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Sah bsk Ill Is GAS ol JA dl ah 333 


BIAR Kos Sp KUA Ooh Lah HAJI 


Bata pai KS US GBI yel Aib d3 VII 


469-681 J-eillh Ap 


"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: Buatlah sarangsarang 
di bukitbukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempattempat yang 
dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah- 
buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan 
(bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang 
bermacammacam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang 
menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu 
benarbenar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang 
memikirkan". (OS. An-Nahl: 68-69). 


Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa madu 
yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah 
SWT, yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi 
manusia. Dalam perspektif perekonomian modern sekarang, 
madu di samping diproduksi secara alamiah dan individual, 
kini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas 
perdagangan. Karena itu, sangatlah wajar, apabila dilihat pula 
dari kajiannya sebagai obyek zakat. 
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Dalam menetapkan kewajiban zakat terhadap madu, 
pendapat para ulama terbagi dua kelompok. Kelompok yang 
pertama yang antara lain terdiri dari Imam Malik (wafat 179 
H), Syafi'i (wafat 204 H), Ibn Abi Laila, Hasan bin Abi Shalih 
dan Ibn alMundziri menyatakan bahwa madu itu bukan 
obyek yang harus dikeluarkan zakatnya'# dengan alasan 
antara lain, dua hal, yaitu: Pertama, tidak terdapat hadis 
maupun Ijma' Ulama yang menetapkan kewajibannya. Kedua, 
bahwasanya madu itu adalah cairan yang keluar dari hewan, 
sehingga menyerupai susu, sementara susu itu sendiri 
berdasarkan Ijma' Ulama tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 

Kelompok kedua, yang antara lain Abu Hanifah (wafat 
150 H) dan ashab-nya (pengikut) berpendapat bahwa madu itu 
wajib dikeluarkan zakatnya'?. Mazhab Imam Ahmad bin 
Hambali (wafat 241 H) juga berpendapat bahwa madu itu 
termasuk ke dalam obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya” 
Dari kedua pendapat tersebut, Yusuf alaradhawi'” melihat 
bahwa pendapat yang mewajibkan adanya kewajiban zakat 
terhadap madu, merupakan pendapat yang relatif lebih kuat, 
berdasarkan beberapa alasan: 

Pertama, nashnash yang bersifat umum, seperti surah 
OS AlBagarah: 267 dan OS At-Taubah: 103 mewajibkan 
setiap harta untuk dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi 


124 Yusuf al-Garadhawi, op. cit , hlm. 425. 

125 Ibid., hlm. 421. 

126 Ibn Audamah, Al-Mughni, (Kairo: Hajar, 1992), Juz IV, hlm. 183. 
127 Yusuf al-Garadhawi, loc. cit. 
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persyaratannya, tanpa dibedakan antara satu harta dan harta 
lainnya. 

Kedua, analogi (giyas) madu dengan hasil tanaman dan 
buah-buahan, yakni setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, 
dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. 

Ketiga, terdapat beberapa hadis, yang walaupun 
berbeda-beda periwayatannya, menunjukkan bahwa madu itu 
termasuk obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai 
contoh dapat dikemukakan dua buah hadis riwayat Ibnu 
Majah'2, 


R3 SAS IU aah G5 R3 IA ol Hi KIS iis 
WIB aagh oi Olaila GE jaya ate G3 Jani 
JB ES JBL di dgi 6 LS JB Hail lu 
cal olaoh ad ULAR J Web NI Opa 4 Sala sal 

Adnla 


"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Ali bin Muhammad keduanya berkata, telah menceritakan kepada 
kami Waki' dan Sa'id bin Abdul Aziz dari Sulaiman bin Musa dari 
Abu Sayyarah Al Mutta'i ia berkata, "Aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku memiliki pohon kurma," beliau bersabda: 
"Berikanlah sepersepuluhnya." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, 


128 Sunan Ibnu Majah, op. cit., hlm. 2586, hadis No. 1823 dan No. 1824. 
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jagalah ia untukku. sehingga tidak seorangpun mengambilnya." 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjaganya 
untukku." 


GAS IS H3 ai UAS Gis Hi IKA Uas 
dai Si adah op apk di al G Alat US obi 
bag dala AN Jo GI GE gpit oh AN ate 015 be 

data Gal olagh AI Ind Ga JS Si 
"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Nu'aim bin Hammad berkata, 
telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak berkata, telah 
menceritakan kepada kami Usamah bin Zaid dari Amru bin Syu'aib 
dari Bapaknya dari kakeknya Abdullah bin Amru dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau menetapkan sepersepuluh 
pada zakat madu." 

Oleh karena zakat madu itu dianalogikan pada zakat 
pertanian, maka nishabnya adalah senilai 635 kg padi/gabah 
atau gandum dan persentase zakatnya sebesar 10 persen, 
dikeluarkan pada setiap panen. Mazhab Imam Ahmad bin 
Hambali, sebagaimana dikemukakan dalam AlMughni'” 
menyatakan pula bahwa kadar zakat madu adalah sebesar 


sepersepuluh atau 10 persen. 


129 Ibn @udamah, Al-Mughni, (Kairo, 1992), hlm. 183. 
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Menurut penulis, analogi tersebut adalah benar, 
karena didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dan pasti, bahwa 
zakat madu itu dianalogikan pada zakat pertanian, baik dalam 
nishab, maupun kadarnya atau persentasenya. Akan tetapi, 
jika sejak dari awal diniatkan sebagai komoditas perdagangan, 
maka menurut penulis, zakatnya dianalogikan pada zakat 
perdagangan, baik nishabnya, yaitu senilai 85 gram emas, dan 
persentasenya 2,5 persen, dikeluarkan satu tahun sekali. 

Adapun mengenai zakat produk hewani seperti sutra, 
susu dan yang lainnya, sebagian ulama ada yang menyatakan 
bukan sebagai sumber zakat, sehingga tidak wajib 
dikeluarkan"?. Tetapi sebagian lagi menyatakan sebagai 
sumber zakat, sehingga wajib dikeluarkan apabila telah 
memenuhi persyaratan sebagai sumber zakat. Di samping 
terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan statusnya, 
perbedaan pendapat pun terjadi dalam analogi kewajiban 
zakatnya, apakah pada hasil pertanian ataukah pada 
perdagangan. 

Penulis berpendapat, bahwa produk-produk hewani 
tersebut jelas sekarang ini termasuk ke dalam sumber zakat, 
bahkan juga menjadi komoditas perdagangan. Tumbuh dan 
berkembangnya pabrik susu, dan pabrik sutra sekarang ini 
membuktikan kenyataan tersebut. Atas dasar itu pula, 
penganalogian obyek zakat tersebut akan lebih relevan pada 
zakat perdagangan. Nishabnya senilai 85 gram emas, dan wajib 


130 Yusuf al-Garadhawi, op. cit., Jilid I, hlm. 430. 


108 


dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5 persen. Obyek 
zakat yang dikeluarkan zakatnya hanyalah komoditas 
perdagangannya saja, dalam contoh di atas susu dan sutra saja. 
Sedangkan sarana dan prasarananya, seperti pabrik dan 
sarananya, tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sejalan 
dengan sebuah hadis riwayat Abu Dawud”"' dari Samurah bin 
Jundah seperti tersebut di atas. 

Dalam hadis tersebut disebutkan sumber zakat itu 
hanyalah harta yang memang sejak awal dipersiapkan untuk 
diperdagangkan atau diperjualbelikan, sedangkan sarana dan 
prasarana tidak termasuk. Begitu pula dengan zakat 
perusahaan dan zakat profesi yang membutuhkan 
perlengkapan, misalnya seorang dokter, maka kewajiban zakat 
itu hanyalah dikenakan pada penghasilannya saja. 


m. Zakat Investasi Properti (Perumahan, Pabrik, Gedung, 
dan yang Sejenisnya) 


Wahbah Zuhaili di dalam AlFigh allslamy wa 
'Adillatuhu"? menyatakan bahwa pada saat ini modal dalam 
bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada 
pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah 
diarahkan kepada pembangunan perumahan untuk ditempati, 
pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik- 


131 Hadis, loc. cit. 


132 Wahbah Az-Zuhalli, op. cit., Juz I, hlm. 864. 
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pabrik, sarana transportasi udara, laut, darat dan lain 
sebagainya. Yusuf alOaradhawi dalam Figh Zakat? 
mengistilahkan kegiatan ini dengan almusthaghallat atau 
investasi, baik untuk disewakan maupun melakukan kegiatan 
produksi yang kemudian dijual. la memberikan contoh 
perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga 
pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk 
kemudian dijual di pasar-pasar. 

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm (wafat tahun 465 
H) dan beberapa ulama lainnya" menyatakan bahwa harta 
tersebut bukan merupakan sumber zakat. Karenanya zakat 
menjadi tidak wajib pada harta tersebut. Mereka 
mengemukakan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut: 
Pertama, Rasulullah SAW telah menjelaskan secara rinci 
sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata 
sumber-sumber tersebut tidak terdapat dalam penjelasannya, 
atau dengan perkataan lain, tidak ada nash dari Rasulullah 
SAW yang mewajibkan zakat pada benda-benda tersebut. 
Kedua, mereka juga berpendapat bahwa para ulama figh, 
sepanjang masa dan waktu tidak ada yang mewajibkannya. 

Sementara kelompok ulama lain, seperti ulama-ulama 
Mazhab Hambali'?, Mazhab Maliki, ulama-ulama Hadawiyyah 
dari Mazhab Zaidiyyah, juga Abu Zahra, Abdul Wahhab 


138 Yusuf Al-Garadhawi, op. cit, Juz I, hlm. 458. 

134 Ibnu Hazm, Al-Muhalla bi al-Atsaar, (Mekkah: Maktabah Tijaiyyah, tt.), Juz IV, 
hlm. 23. 

135 Lihat misalnya pada Ibnu @udamah, Al-Wugui, (Riyadh: Muassasah 
Saidiyyah, 1323 H), hlm. 325. 
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Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa harta- 
harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun alasannya, 
antara lain sebagai berikut: 

Pertama, dalam berbagai ayat Alguran, seperti OS At- 
Taubah: 103 terdapat perintah yang mewajibkan 
mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki. 


Juga terdapat hadis yang bersifat umum, seperti riwayat Imam 


Turmudzi" dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 

S8 DAS Oil SP G3 Se Ayla Ip apip UST d3 
365 S3 ISI JB plug agam saka 
buas II aus gl JS Sie ls Sha 23 Ga 
Oa Gain ala Adil Tao GAN GE G3) 233 Lai Iis 


1 355 


Aa Ja dil gia G Uk JS SEWI S3 ASI abg KE 
SER Ane 3h DEL Gi gali SL VI V JS Lagi 

ASAAAI alay) deal Si 33 
"Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al 
Bashri telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah 


mengabarkan kepada kami Amru bin Al Harits dari Darraj dari 
Abu Hujairah dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah 


136 Sunan at-Turmudzi, op. cit, hlm. 170, hadis No. 618. 
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Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu sudah 
mengeluarkan zakat hartamu, maka kamu telah menunaikan 
kewajiban." Abu 'Isa berkata, ini adalah hadis hasan gharib. Hadis 
ini telah diriwayatkan dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam 
melalui banyak jalur, semuanya menyebutkan lafazh zakat. Seorang 
lelaki bertanya, wahai Rasulullah apakah selain zakat, saya wajib 
mengeluarkan? Maka beliau menjawab: "Tidak, kecuali jika kamu 
melaksanakan tathawwu (amalan sunnah)." Nama Ibnu Hujairah 
ialah Abdurrahman bin Hujairah Al Mishri." 


Juga sabdanya, 


"Keluarkanlah oleh kamu sekalian zakat harta kamu sekalian”. 


Kedua, alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber 
zakat, sebagaimana yang disepakati para fugaha, adalah 
tumbuh dan berkembang. Harta yang tidak berkembang, 
seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dipakai wanita, 
kuda yang dipergunakan untuk perang, sapi dan unta yang 
dipekerjakan, adalah tidak wajib zakat, berdasarkan Ijma' 
Ulama. Sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang 
diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang, sehingga 
terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya. 

Ketiga, di antara hikmah disyariatkan zakat, adalah untuk 
membersihkan dan menyucikan jiwa dan hati pemilik harta, 
menyantuni orangorang yang membutuhkan, seperti fakir 
dan miskin, keikutsertaan para pemilik harta untuk membela 


112 


agama, dan menjaga serta menyebarkan dakwah Islam. Semua 
itu akan terealisasi, manakala para pemilik harta mau 
mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya. 

Muktamar kedua para ulama yang membahas masalah 
kelslaman pada tahun 1965 M"' membuat sebuah 
keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang 
belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan figh 
yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati, bukan 
dari jenis bendanya, seperti pesawat terbang, bangunan, dan 
lain sebagainya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang 
didapatkannya. 

Sementara itu dalam sebuah riwayat dari Imam 
Ahmad bin Hambali"8 dikemukakan bahwa keuntungan 
bersih dari harta yang semacam itu, wajib dikeluarkan 
zakatnya. 

Wahbah Zuhaili"? mengutip pendapat beberapa 
ulama yang mengatakan bahwa zakat barang-barang konsumsi, 
seperti barang tidak bergerak, untuk disewakan, serta semua 
barang yang disewakan, wajib dizakati, seperti halnya zakat 
perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun. 

Karena dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishabnya 
adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 


persen. 


137 Wahbah Zuhaili, op. cit., Juz II, him. 865. 
138 Ibnu Gudamah, op. cit, hlm. 247. 
139 Wahbah Zuhalili, loc. cit. 
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Penulis berpendapat bahwa para ulama yang 
menganalogikan sumber zakat tersebut pada zakat 
perdagangan adalah pendapat yang lebih kuat alasannya, 
karena kegiatan menyewakan gedung, alat transportasi dan 
yang lainnya, merupakan kegiatan perdagangan yang 
bertujuan mencari keuntungan. Kerena dianalogikan pada 
pada zakat perdagangan, maka nishabnya adalah senilai 85 
gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen dari hasil 
sewa-menyewa tersebut, setelah dikurangi berbagai biaya yang 
diperlukan, dan dikeluarkan zakatnya setahun sekali. 


n. Zakat Asuransi Syariah 


Konsep asuransi syariah berdasarkan konsep takaful 
yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan 
persaudaraan antara peserta. Dalam hal ini para peserta setuju 
untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma 
(tabarru') karena Allah SWT semata, untuk membantu sesama 
peserta yang tertimpa musibah kematian, bencana dan lain 


sebagainya"? 


. Beberapa prinsip yang terkandung (builtin) di 
dalam asuransi syariah ini antara lain saling bekerja sama 
untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa, saling 
melindungi dalam segala kesulitan dan kesusahan, saling 


bertanggung jawab, dan menghindari unsur-unsur gharar, judi 


M0 Karnaen A Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, 
(Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 232. 
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dan juga riba" Prinsip-prinsip ini diambil dengan berasaskan 
dalil-dalil Alguran dan Sunnah Rasulullah SAW. Prinsip 
saling membantu dan tolongmenolong berlandaskan firman 
Allah dalam OS Al-Ma'idah: 2. 

Prinsip saling melindungi dalam kesusahan diambil 
berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim? dari Abu 
Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 


And BA Gal Gi Kis Ga 5G Hi GAS Us 
JB 9 Kbi Gas JB gan IA Alang! Sd 3 
Sa Jk al Ia Lia Ge RagA sil Us ob AMI 
da ping dala Al Ito dl Osis JG Jl 556 gal 
WS Ain AA Gak WIN 58 Os KS Ga HE aki 
SE AA pad Je Gg H3 Kala 033 508 Ds 
BSM LEAN HA dia Ualiah 0 53 3533 GA 
Bli 533 dasi O3e HKI OS La ata! ose GW 
bag BSI) Uh AA Iko Lele 3 Sail ob 


Al DES bali AI sh So ah M3 ih 


141 Ibid, hlm. 233. 
142 Shahih Muslim, op. cit., hlm. 688. 
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KASI pb BIASA ale ab II pes Mp5 


Aa dg as oa bia Gas AI (A33 OI A53 
kalial gal Gita batal Ja Oi Sisi Aa 9 ygl 
Il gi Se pi Hi WS Ga Wis YG 
JB Bd gl O2 Olo sil Gis Aalal pl dana 
ai Sana Jika peking Ale AI io Ml Uglay Sakio 
Je mandi 353 dab Sad Kala Api Bad GI HE Higlad 

Apelua olah adil 


"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan 
Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al 
Hamdani -dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata, telah 
mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah 
menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari 
Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah bersabda: "Barangsiapa membebaskan seorang 
mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan 
membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang 
siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam 
kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan 
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akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah 
akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu 
menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya 
sesama muslim. Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah 
sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk 
membaca Alguran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, 
rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut- 
nyebut mereka pada malaikatmalaikat yang berada di sisi-Nya. 
Barangsiapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga 
meninggikannya.' Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
'Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Bapakku 
Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah 
menceritakannya kepada kami Nashr bin 'Ali Al Jahdhami telah 
menceritakan kepada kami Abu Usamah mereka berkata, telah 
menceritakan kepada kami Al A'masy -telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Numair- dari Abu Shalih. Sebagaimana di dalam hadis 
Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari 
Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata dengan lantang, -sebagaimana Hadis Abu Mu'awiyah, 
hanya saja di dalam Hadis Abu Usamah tidak disebutkan, memberi 
kemudahan kepada orang yang kesusahan.” 


Sedangkan prinsip menghindari unsur gharar, judi, 
dan riba diambil dari berbagai ayat dan hadis yang melarang 
kegiatan-kegiatan tersebut. Prinsip ini mendorong pula 
kegiatan usaha yang dilakukan asuransi untuk selalu sejalan 
dengan syariah Islamiyyah, misalnya usaha yang berasaskan 
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pada prinsip bagi hasil, seperti mudharabah'?, murabahah, 
musyarakah/, wadi'ah”S, dan lain sebagainya". 

Atas dasar itu semua, jika dilihat dari kajian zakat, 
perusahaan Asuransi Syariah termasuk ke dalam sumber atau 
obyek zakat. Sehingga setiap tahun, wajib dikeluarkan 
zakatnya sebesar 2,5 persen dari total aset"? yang dimilikinya 
setelah diperhitungkan rugi labanya. Demikian pula nasabah 
atau peserta atau ahli warisnya yang mendapatkan klaim 
asuransi, pada saat menerimanya, ia wajib mengeluarkan 
zakatnya sebesar 2,5 persen dari seluruh klaim yang 
diterimanya, jika jumlahnya mencapai lebih atau sama dengan 
senilai 85 gram emas. 


o. Zakat Usaha Tanaman Anggrek, Sarang Burung Walet, 
Ikan Hias, dan Sektor Modern Lain yang Sejenis 


143 Mudharabah yaitu suatu bentuk usaha dimana pemodal dan pengusaha 
bersepakat untuk membiayai suatu proyek berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 
dengan porsi pembagian yang telah disepakati bersama. 

144 Murabahah yaitu suatu bentuk pembiayaan jual beli barang dengan tingkat 
keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. 

145 Musyarakah yaitu suatu bentuk usaha yang dimodali bersama untuk 
memperoleh keuntungan. 

46 Wadi'ah yaitu suatu perjanjian simpan menyimpan harta benda berdasarkan 
prinsip amanah. 

47 Karnaen A Perwataatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, 
(Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 234-235. 

148 Yang dimaksud dengan total aset adalah seluruh dana yang dimiliki oleh 
perusahaan, selain sarana dan prasarana. 
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Pada saat ini kegiatan usaha pada sektor riil demikian 
pesat perkembangannya, mencakup hal-hal yang dahulu tidak 
pernah terbayangkan akan dilakukan. Bahkan, usaha dalam 
bidang tanaman anggrek, konsumennya kini telah merambah 
ke berbagai negara sebagai komoditas potensial. Demikian 
pula usaha sarang burung walet, ikan hias, dan mungkin yang 
lainnya. Karena itu, usaha-usaha tersebut potensial dalam 
penggalian sumber zakat. Penulis berpendapat, usaha-usaha di 
atas termasuk ke dalam kategori zakat pertanian, karena 
hasilnya yang bersifat musiman. 

Oleh karena masuk kategori zakat pertanian, maka 
nishabnya adalah senilai 653 kg gabah/gandum, dikeluarkan 
pada saat panen, dengan kadar zakat lima persen, setelah 
dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut, atau bisa 
dianalogikan pada zakat perdagangan dengan ketentuan 
seperti tersebut di atas (lihat penjelasan tentang zakat 
perdagangan). 


p. Zakat Sektor Rumah Tangga Modern 


Pada saat sebagian besar anggota masyarakat kini 
hidup dalam kesulitan, walaupun hanya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari, ternyata segolongan kecil 
anggota masyarakat memiliki kehidupan yang bukan saja lebih 
dari cukup, tetapi cenderung pada pola hidup mewah dan 
berlebih-lebihan. Hal ini bisa tercermin dari jumlah dan harga 
kendaraan yang dimilikinya. Meskipun ajaran Islam tidak 
pernah membatasi pemilikan harta pada setiap orang, tetapi 


119 


pola dan gaya hidup tersebut dalam pandangan ajaran Islam 
dinyatakan sebagai pola hidup israf atau berlebihlebihan dan 
seharusnya dihindari oleh setiap muslim. Allah SWT 
berfirman dalam OS Al-A'raaf: 31, 


Indpiak! Land YA) obras V9 19581 R9... 
AN LM 
"makan dan minumlah kamu sekalian, dan janganlah berlebih- 


lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang 
berlebihlebihan". (OS. Al-A'raaf: 31). 


Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan 
barangbarang mewah, Monzer Kahf'” menyatakan bahwa 
zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang 
keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam kasus 
tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan 
produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban 
pembayaran zakat. Namun, bila tabungan-tabungan itu 
ditukarkan dengan barang mewah, maka tabungan-tabungan 
tersebut dianggap timbunan yang tidak digunakan, dan 
karena itu dikenai kewajiban zakat secara langsung. 

Yang disebut barang mewah, menurut Monzer Kahf'”, 
ditentukan secara sosiokultural, dan yang jelas Islam tidak 


49 Monzer Kahf, Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem 
Ekonomi Islam, terj. Machnoen Husen (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 
85. 

150 (bid. 
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menyetujui cara-cara tertentu dalam penggunaan harta, yang 
mungkin saja diterima dengan baik oleh umat lain (hanya 
berdasarkan pada 'urf/adat). Penimbunan harta, menurut 
Monzer Kahf'?!, merupakan suatu kejahatan. Sebagai contoh, 
ia mengemukakan penggunaan logam-logam mulia (seperti 
emas dan perak) untuk perlengkapan atau alatalat rumah 
tangga, dianggap perbuatan dosa dalam Islam, yang akan 
mendapatkan azab di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan 
oleh Allah dalam OS AtTaubah: 34-35. 

Di samping itu, penimbunan harta akan 
mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa 
dimanfaatkan — secara optimal untuk — kepentingan 
kesejahteraan masyarakat. Penguasaan harta yang Allah 
berikan kepada manusia sesungguhnya bertujuan menjadikan 
harta tersebut sebagai sarana kesejahteraan bersama. Allah 


SWT berfirman dalam OS Al-Hadiid: 7, 
(Sla2 Uas Isdaslg dlhg dil (isl 
"Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah 


sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 
menguasainya. Maka orangorang yang beriman di antara kamu dan 


menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang 
besar." (9S. Al-Hadiid: 7). 


151 Ibid. 
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Syariat zakat salah satu tujuannya adalah untuk 
menghindari pembekuan dan penimbunan harta. Dalam 
sebuah hadis riwayat Imam Turmudzi"? dari Amr bin Syu'aib, 
dari ayahnya, dari kakeknya, ketika Nabi SAW berkhutbah 
dihadapan orang-orang, beliau bersabda, 


UAS wash Gi fualil Uiis Ckanil Gi lisd Uiis 

pa Ap Ca id 2 lih 5 Sal 
babat paliag dile Al Ko GAN Si sa Ge dai H2 
AS Yg dad paiila IL AI Uas J3 53 MI JAS SI 
bnyadll NB (ga) Laila Cwe gt JB Sial! AK &5 
akal 3 SE II Il soil G3 Mes ISA Ss 
pt Ge Snail! NIA AAA 1923 Call G Lihiah 


283 Sad Ida 535 abi Bias 6 


da dnt5 HE db it Ui Halal Ui CA 


pia B3 peaiidl Ja palag dila Ail Io ia liat 
LABLANNG BUG Osis d3 yak SG Hislag Y63 jak 


152 Jaami' at-Turmudzi, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1709., hadis No. 
641. 
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la 8 Oa pall Jai Ga LisL ANE Gabl3 Iss 
SEN G3 dil A23 Sos Seal Usd3 1335 Pari 
OP apAR Ob SI ME oh MASA BA GB Gaah Si 2) 


g 


J8 pak Oi Ml ME AD da Raha AS 8 


PA ca 


SA JE3 sah oh it daud Gasak Hi HR Al 


Oa India AT JS Ea dibna UAS Mah 533 ol3 Udi 


Saad! JAi ST Up gpat 3 dil it 0S Aiunio 


IKA ga Aiyik3 AAA Oh Opah Taptty Oia 


2... 


Asia olgo) enpE3 359 
"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il telah 
menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah menceritakan 
kepada kami Al Walid bin Muslim dari Al Mutsanna bin Shabbah 
dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya 
Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya 
yang berisi: "Siapa saja yang mengurus anak yatim sedangkan anak 
tersebut memiliki harta, hendaknya dia gunakan untuk berdagang 
dan tidak membiarkannya habis untuk membayar zakatnya." Abu 
'Isa berkata, pada sanad hadis ini terdapat cela karena Al 
Mutsanna bin Shabbah dilemahkan dalam periwayatan hadis. 
Sebagian ahlul hadis meriwayatkan hadis ini dari Amru bin Syu'aib, 
"Sesungguhnya Umar bin Khattab..." lalu dia menuturkan hadis di 
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atas. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, sebagian 
sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam seperti Umar, Ali, 
'Aisyah dan Ibnu Umar berpendapat adanya kewajiban zakat pada 
harta anak yatim, ini juga merupakan pendapatnya Malik, Syafi'i, 
Ahmad dan Ishag. Adapun Sufyan Ats Tsauri, Abdullah bin Al 
Mubarak dan Amru bin Syu'aib yaitu anaknya Muhammad bin 
Abdullah bin Amru bin 'Ash berpendapat tidak adanya kewajiban 
zakat pada harta anak yatim. Amru bin Syu'aib telah mendengar 
hadis dari kakeknya Abdullah namun Yahya bin Sa'id Al Oaththan 
mencela hadis Amru bin Syu'aib seraya berkata, menurut kami, dia 
itu dla'if, hal ini disebabkan dia meriwayatkan dari Shahifah 
(lembaran) kakeknya Abdullah bin Amru. Sedangkan kebanyakan 
ahlul hadis di antaranya Ahmad dan Ishag menetapkan hadis Amru 
bin Syu'aib dan menerimanya sebagai hujjah." 


Karena itu, menurut penulis, asesoris rumah tangga 
yang mewah tersebut menjadi sumber zakat yang wajib 
dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen setiap tahun, karena 
dianalogikan pada emas dan perak. Zakat ini dikeluarkan 
setiap tahunnya, sampai pada batas kepemilikan yang 
dianggap wajar, misalnya sampai batas nishab, baik dengan 
cara ditentukan oleh pemiliknya sendiri berdasarkan 
keimanan dan keikhlasannya, maupun dilakukan oleh Amil 
Zakat yang resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) pusat, provinsi, ataupun kabupaten dan kota. 
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BAB III 
CARA PENDAYAGUNAAN ZAKAT 


3.1. Definisi Asnaf Zakat 


Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat 
harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan 
skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat 
tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana 
tergambar dalam OS AtTaubah: 60, yang uraiannya antara 
lain sebagai berikut: 

Pertama, fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok 
ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi 
dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka 
yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau 
memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan 
pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 
Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat 
konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari- 
harinya, dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk 
menambah modal usahanya. Zakat yang bersifat produktif 
dinyatakan antara lain dalam OS Al-Bagarah: 273, 


Gi Ooalaing Y dil Jati H Topumo Gali! ehAAUI 
Mai oidaiN Ga eluti Jalal pepakg La 
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OB AS Se Ipda Lag ad) Gold Odlus Y mala 


HIV Bj 9 ade ay Al 
“Berinfaklah) kepada orangorang fakir yang terikat (oleh jihad) di 
jalan Allah. Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang 
tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri 
dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat- 
sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan 
apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), 
maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”. (OS Al-Bagarah: 
273). 


Adapun pendayagunaan zakat secara produktif, 
sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW 
yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam 
Muslim'? dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, 
bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat 
lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan 
lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat 
produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana 
dikemukakan oleh Yusuf alaradhawi dalam Figh Zakat” 
bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik- 
pabrik atau perusahaanperusahaan dari uang zakat untuk 


153 Ismail al-Kahlani ash-Shan'ani, Subulus-Salam, Dahlan Bandung, tt. Juz II, 
hlm. 149. 

154 Yusuf al-Garadhawi, Figh Zakat, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz II, hlm. 
567. 
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kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan 
fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup 
mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini 
dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil 
Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika 
memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula 
memberikan pembinaan/pendampingan kepada mustahik 
agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar 
para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan 
keislamannya. 

Kedua, Kelompok amil (petugas zakat). Kelompok ini 
berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu 
perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas 
zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan 
sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya 
untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan 
saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah 
saja), maka seyogianya para petugas ini tidak mendapatkan 
bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya 
saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang 
mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk 
amil inipun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya- 
biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. 
Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk 
diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, mulai dari 
bawah sampai ke atas, misalnya mulai level RT sampai dengan 
gubernur atau mungkin juga presiden. Amil zakat hanyalah 


mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan 
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mengadministrasikan, menagih zakat kepada muzaki, 
melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat 
sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah. 

Ketiga, Kelompok muallaf, yaitu kelompok orang yang 
dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. 
Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber- 
Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala 
pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia- 
sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, 
bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah 
satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga. 

Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat 
diberikan — kepada — lembagalembaga — dakwah yang 
mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di 
daerah-daerah terpencil dan di suku-suku terasing yang belum 
mengenal Islam. Atau dapat juga dialokasikan pada lembaga- 
lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan 
jawaban terhadap pemahamanpemahaman buruk tentang 
Islam yang dilontarkan oleh misi-misi agama tertentu yang 
kini sudah semakin merajalela. Atau juga mungkin dapat 
diberikan kepada lembagalembaga yang biasa melakukan 
trainingtraining keislaman bagi orang-orang yang baru masuk 
Islam. Mungkin juga untuk keperluan mencetak berbagai 
brosur dan media informasi lainnya yang dikhususkan bagi 
mereka yang baru masuk Islam. 

Keempat, dalam memerdekan budak belian. Artinya 
bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk 
membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk 
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perbudakan. Para ulama berpendapat”? bahwa cara 
membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua 
hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Membebaskan diri dari hamba mukatab, yaitu budak yang 
telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya 
bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) 


untuk membebaskan dirinya. Hal ini sejalan dengan firman 
Allah SWT dalam OS An-Nuur: 33, 


Ol phodSA Silat KA Uks GESI Gokil Gali... 
DA d an Gal Ll JK 53 bs TAS pd piala 

KT 
“Dan budakbudak yang kamu miliki yang menginginkan 
perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika 
kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah 


kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 
kepadamu...” (OS An-Nuur: 33). 


2. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya 
atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul 
dari para muzaki, membeli budak atau ammah (budak 
perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah 


rigab (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya 


155 Yusuf al-Garadhawi, Figh Zakat, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz II, hlm. 
616. 
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di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan thalag seperti 
dikemukakan dalam firman Allah SWT OS An-Nisaa: 25, 


Sah! Siak! (Si Ol Yglo (Sis Hail pl 043 
pel Alg Sapi KSILES 05 Lilaji Kla U us 

410 selui!l) Su Las 
“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak 
cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi 
beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak- 
budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu...”. (OS 
AnNisa': 25). 


Karena itu, hemat penulis, tidaklah tepat apabila 
terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mempunyai 
masalah dengan majikannya, kemudian ingin keluar dari 
lingkungan pekerjaannya dan membutuhkan dana, lalu diberi 
zakat atas nama firrigab. Para tenaga kerja tersebut, yang 
sebagian besar memang berasal dari keluarga yang tidak 
mampu, jika ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya yang 
tidak nyaman dan memerlukan dana untuk membayar ganti 
rugi pada majikannya, mereka berhak dibantu dari dana zakat 
atas nama asnaf fakir miskin atau atas nama asnaf ibn sabil dan 
bukan atas nama firrigab. Dan jika memperhatikan secara 


seksama ayatayat tentang perbudakan, maka semangat 
Alguran adalah justru pembebasan perbudakan, dan 
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bukannya menumbuhkan adanya perbudakan, seperti firman 
Allah SWT dalam OS Al-Balad: 11-13, 


Ba Gavh Andal Ls WBS ag GA Np Kadal isl 3 
4413-1120) 49 A35 


“Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar (11) 
Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (12) 
(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan (13)”. (OS Al-Balad: 
11-13). 


Bahkan juga tercermin dalam semangat pembebasan 
perbudakan ini dari berbagai hal yang diharuskan kaum 
muslimin, apabila melakukan suatu pelanggaran, misalnya 
kifarat sumpah, sebagaimana tercermin dalam firman Allah 


SWT dalam OS Al-Maa'idah: 89, 
Goals Us Inti Go GSLus Iyhe Abi ALS... 
HAN BAB p A3 Jay al APA GI (Sula 


“..maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan 
sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan 
kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau 
memerdekakan seorang budak...”. (OS Al-Maidah: 89). 


Juga misalnya tercermin dari kifarat dzihar (yaitu 


mempersamakan isteri dengan ibu kandung sendiri) 


sebagaimana termaktub dalam OS Al-Mujaadalah: 3, 
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PN DA KASN T ANG sala ui £ bs udin 
Ips IIS U Gsb3Ai ps ppt Oo Ogjallu Geli 
4 alat h.... Kelasa das 03 X3, 

“Orangorang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka 
hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib 


atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri 
itu bercampur...” (OS Al-Mujaadalah: 3). 


Kelima, kelompok gharimin, atau kelompok orang yang 
berutang, yang sama sekali tidak dapat melunasinya. Para 
ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu 
kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan 
kemaslahatan diri dan keluarganya, misalnya untuk 
membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk 
membiayai pendidikan. Yusuf alOaradhawi'8 mengemukakan 
bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah 
kelompok orang yang mendapatkan bencana dan musibah, 
baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga 
mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi 
dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat dikemukakan 
oleh Imam Mujahid,” ia berkata, Tiga kelompok orang yang 
termasuk mempunyai utang: orang yang hartanya terbawa 
banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang 
mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta 


156 Yusuf al-Oaradhawi, ibid, hlm. 623. 
157 Yusuf al-Garadhawi, ibid, hlm. 624. 
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sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya. Kelompok 
kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk 
kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya, orang yang 
terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak 
atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk 
penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau 
orang dan kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan 
yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi 
kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya, yayasan sosial yang 
memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orangorang 
fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, 
pondok pesantren dan lain sebagainya. 

Keenam, dalam jalan Allah SWT (fi sabilillah). Pada 
zaman rasulullah SAW, golongan yang termasuk kategori ini 
adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang 
tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah (di jalan Allah), 
sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk 
membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, 
pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, 
membangun media massa, dan lain sebagainya. 

Ketujuh, ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya 
dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para 
musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, 
seperti silaturahim, melakukan study tour pada obyek-obyek yang 
bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan 
untuk pemberian beasiswa atau beasantri (pondok pesantren) 
bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan 
dana. Mungkin juga dapat dipergunakan untuk membiayai 
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pendidikan anakanak jalanan yang kini semakin banyak 
jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk 
merehabilitasi anakanak miskin yang terkena narkoba atau 
perbuatan-perbuatan buruk lainnya. 


3.2. Prinsip Pokok Penyaluran Zakat 


Pengelolaan zakat “berasaskan syariat Islam” 
merupakan salah satu kata kunci dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang perlu 
dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh amil zakat. Zakat 
harus didistribusikan dan didayagunakan atas dasar beberapa 
prinsip syariah sesuai OS At'Taubah: 60 dan beberapa Hadis 
Rasulullah SAW sebagai sumber hukum. Ijtihad dalam figih 
zakat hanya dilakukan dalam interpretasi mustahik menurut 
kondisi setempat. 

Dalam melaksanakan pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat amil wajib menerapkan prinsip 
kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun di suatu daerah 
diberikan kepada mustahik di daerah tersebut. Hal ini sesuai 
Hadis Rasulullah pada waktu mengutus Mw'adz bin Jabal ke 
Yaman dan memberi tugas untuk memungut zakat dari 
penduduk setempat. Pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah 
tidak mengenal model sentralisasi pengumpulan zakat dalam 
arti zakat dari suatu daerah dihimpun secara sentral ke pusat. 

Sejalan dengan prinsip syariah, UndangUndang Nomor 
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam 
pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada 
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mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan pendistribusian 
zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan 
kewilayahan. 

Di samping itu, zakat yang terkumpul pada lembaga 
zakat harus tersalurkan seluruhnya dalam waktu tidak 
melebihi satu tahun. Dengan kata lain, dana zakat tidak boleh 
mengendap pada rekening amil lebih dari satu tahun. Dana 
zakat, infag dan sedekah yang dihimpun oleh amil, bukanlah 
milik amil, melainkan amanat yang wajib segera diserahkan 
kepada orangorang yang berhak menerimanya. Jika amil 
menganggap dana zakat sebagai milik lembaga, tentu akan 
terjadi “korporasi lembaga zakat” dan hal itu tidak sejalan 
dengan kaidah pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah. 

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu 
memperhatikan skala prioritas, yakni mendahulukan 
kelompok mustahik yang paling memerlukan. Para ulama 
sepakat bahwa fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama 
dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Karena 
tujuan strategis pengelolaan zakat adalah untuk mengatasi 
masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di 
kalangan umat Islam. 

Pendistribusian zakat kepada para mustahik tidak 
semata-mata bersifat konsumtif, tetapi juga produktif untuk 
meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang. 
Inti dari pemberian zakat, sesungguhnya adalah tercukupinya 
kebutuhan hidup para mustahik sepanjang hidupnya 
(menurut pendapat Umar bin Khattab yang diikuti oleh para 
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ulama di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab/imam Ahmad 
bin Hambal). 

Pengelolaan zakat yang amanah, profesional dan 
akuntabel sesuai prinsip syariah memerlukan beberapa 
kondisi dan persyaratan, di antaranya adalah konsistensi amil 
dalam mematuhi dan menjalankan prinsip-prinsip syariah. 
Konsistensi penerapan prinsip syariah adalah faktor 
pendukung terwujudnya transparansi dan keterbukaan dalam 
pengelolaan zakat serta meningkatnya kepercayaan umat pada 
lembaga zakat. 

Dalam konteks pengelolaan zakat saat ini, maka Badan 
Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat perlu menyusun skala 
prioritas berdasarkan programprogram yang disusun 
berdasarkan data-data yang akurat. Karena Badan Amil Zakat 
dan Lembaga Amil Zakat kini semakin banyak jumlahnya, 
maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing 
masing lembaga. Misalnya, Lembaga Zakat A mengkhususkan 
program-programnya untuk usaha-usaha produktif. Lembaga 
Zakat B pada pemberian beasiswa dan pelatihan-pelatihan, 
Lembaga Zakat C pada pembangunan sarana dan prasarana, 
dan lain sebagainya. Sinergi dan kerjasama yang saling 
memperkuat, tampaknya semakin dibutuhkan saat ini, karena 
terbatasnya dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul, 
sementara jumlah penerima zakat (mustahik) semakin banyak. 
Hal ini sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam OS At- 
Taubah: 71, 
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PA ME 


Baal Bapa yaah ella rang Sling Osis! 
dab BE Got BAN Dhea KU s2 Die 

"SA Kisa, sg Aging AI 
“Dan orangorang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 


mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah 
dan RasulNya...”. (OS At-Taubah: 71). 


Dalam upaya memperkuat Amil Zakat yang amanah 
dan terpercaya, Alhamdulillah BAZNAS berhasil memperoleh 
capaian-capaian, antara lain: 


a. Tanggal 11 Dzulhijjah 1429 H/9 Desember 2008, 
BAZNAS menerima sertifikat Manajemen Mutu ISO 
9001 : 2000 untuk semua divisi, yaitu Divisi 
Penghimpunan, Divisi Pendayagunaan, Divisi 
Keuangan, Divisi Support Organisasi, dan Divisi 
Corporate Secretary. 

b. BAZNAS juga memperoleh ISO 9001-2008, sejak 
tahun 2010 sd sekarang. 

c. Tahun 2009 BAZNAS mendapatkan penghargaan The 
Best Ouality Management dari Karim Business 
Consulting 2008. 
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d. BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan 
Keuangan Terbaik untuk Lembaga Non Departemen 
versi Kementerian Keuangan RI tahun 2008. 

e. Pada tahun 2011 Islamic Development Bank (IDB) 
telah menetapkan program BAZNAS sebagai role model 
program — pendayagunaan zakat yang akan 
disebarkan/diajarkan pada tiga kawasan negara yang 
mendapatkan dana dari IDB, yaitu kawasan Asia, 
Afrika, dan Timur Tengah. 


Dalam hal pendayagunaan zakat, semuanya harus 
disalurkan pada mereka yang berhak menerimanya (mustahik) 
sebagaimana digambarkan dalam OS AtTaubah: 60. Sebagai 
contoh, BAZNAS mendayagunakan zakat untuk mustahik 
dengan nama yang menggambarkan kenasionalannya. 

a. Indonesia Peduli, untuk menangani musibah-musibah 
yang terjadi. Mustahik yang biasanya ada adalah fakir, 
miskin, gharimin. 

b. Indonesia Sehat, untuk menangani kesehatan 
mustahik, baik dengan mendirikan rumah 
sakit/rumah sehat gratis bagi kaum dhuafa. Atau 
dengan mendatangkan para dokter dengan obat 
obatannya ke daerah kantongkkantong kemiskinan. 
Mustahik yang menerimanya antara lain fakir, miskin, 
muallaf, gharimin, ibn sabil, sabilillah. Alhamdulillah 
sampai awal 2014 ini sudah didirikan Rumah Sehat di 
empat kota, yaitu di Jakarta, Yogyakarta, Sidoarjo, dan 
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Makassar. Insya Allah akan diteruskan ke tempat- 
tempat yang lain. 

Indonesia Cerdas, untuk menangani masalah-masalah 
pendidikan, seperti pemberian beasiswa. Tercatat 
sampai sekarang BAZNAS sudah menyalurkan untuk 
puluhan ribu beasiswa (untuk SD, SLTP, SLTA dan 
Perguruan Tinggi). Asnaf yang menerimanya adalah 
fakir, miskin, muallaf, gharimin, ibn sabil dan 
sabilillah. 

Indonesia Tagwa, untuk menangani kehidupan 
beragama umat, seperti memberi donasi bagi para da'i 
yang dikirim ke daerah-daerah, bekerjasama dengan 
ormasormas Islam di Indonesia. Termasuk dalam 
program ini melakukan kaderisasi 1.000 ulama dalam 
waktu 5 tahun. Asnaf yang menerima program ini 
adalah fakir, miskin, muallaf, sabilillah. 

Indonesia Makmur, untuk meningkatkan penghasilan 
kaum dhuafa melalui pinjaman tanpa bunga (gardhul 
hasan) atau donasi langsung yang dikoordinasikan 
oleh BOB (BaytulOiradh BAZNAS). Juga dilakukan 
dengan pendidikan keterampilan dan pemberian 
modal kerja/usaha. Contoh adalah mendirikan 
peternakan di beberapa daerah. Mustahik yang 
menerimanya terutama fakir miskin. 

Pada tahun 2013 BAZNAS Pusat bekerjasama 
dengan BAZNAS Daerah dan Kementerian Sosial 
melaksanakan program ZCD (Zakat Community 
Development) untuk membangun masyarakat desa (100 


desa) melalui pendekatan agama, kesehatan, 
pendidikan, dan ekonomi. Alhamdulillah sampi 
dengan tahun 2014 ini sudah 50 desa yang 
melaksanakan program ini, yang tersebar di Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Sumatera, 
Kalimantan, dan Sulawesi. Sampai saat ini, mustahig 
yang menerima zakat sebanyak kurang lebih 2,9 juta 
orang miskin (mustahig). 
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BAB IV 
ZAKAT SEBAGAI FUNDAMEN 
MASYARAKAT ISLAM 
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BAB IV 
ZAKAT SEBAGAI FUNDAMEN MASYARAKAT ISLAM 


4.1. Prinsip Persaudaraan Kemanusiaan 


Islam adalah ajaran yang pertama yang menyampaikan 
bahwa semua manusia itu adalah bersaudara, yang tidak 
tersekat oleh harta, jabatan, kesukuan dan kebangsaan, 
maupun warna kulit. Islam menegaskan prinsip satu perasaan, 
baik ketika kaya, miskin, gembira, maupun ketika sedang 
mengalami kesulitan. Begitu tingginya nilai persaudaraan 
dalam Islam tergambar dari sabda Rasulullah SAW bahwa 
tidak ada kelebihan antara bangsa Arab dengan bangsa yang 
bukan Arab. Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, 


G8 AN Gal Ge SU Wi Kilogi G3 dl Aja UAS 


aras 


AN Jb Inda Ol Ai AA 35 nh gl SE HEM 
1 ma SA Gan Gp 


NI neklolh V9 Ng AU V9 lola Ng Ngak 
Goal! lap) WS AINI Ss 193383 Iogalai N3 Ip sa di 


Apelinag 
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“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah 
mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zinnad dari Al A'raj 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah prasangka buruk, karena 
prasangka buruk ucapan yang paling dusta, dan janganlah kalian 
saling mendiamkan, saling mencari kejelekan, saling menipu dalam 
jual beli, saling mendengki, saling memusuhi dan janganlah saling 
membelakangi, dan jadilah kalian semua hambahamba Allah yang 
bersaudara." (HR Bukhari dan Muslim). 


Islam dengan ajarannya yang lengkap dan mencakup 
semua aspek kehidupan manusia, mendekatkan cara hidup 
orangorang kaya dengan cara hidup orang-orang miskin. 
Rasulullah SAW bersabda, “Makanlah olehmu apa yang engkau 
sukai, dan pakailah olehmu apa yang engkau ingini, tetapi dua hal 
wajib engkau jauhi, yaitu tabiat suka mewah dan angkuh.” (HR 
Huzaifah). 

Orang-orang miskin dianjurkan supaya giat berusaha 
untuk memperbaiki nasib sehingga terbebas dari kemiskinan 
dan dapat memperbanyak amal shaleh. Tetapi diingatkan 
kemuliaan bukan ditentukan oleh harta, kekuasaan ataupun 
jabatan, melainkan kemuliaan karena ketakwaan. Salah satu 
bukti ketakwaan adalah perbuatan baik. Sabda Rasulullah 
SAW, “Sebaikbaik manusia adalah yang paling banyak 
memberikan manfaat kepada sesama manusia.” (HR Tabrani). 

Islam menekankan, dalam harta seseorang pada batas 
tertentu terdapat hak orang lain yang meminta dan yang tidak 


meminta, di antaranya hak para kerabat, orang miskin serta 
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orangorang yang kehabisan biaya dalam perjalanan. Islam 
tidak mengajarkan eksklusifisme dalam beragama, karena 
seorang muslim diperintahkan bergaul dengan semua 
manusia, menolong siapapun dan mengasihi semua makhluk 
yang bernyawa. 

Hak materi yang perlu dikeluarkan dari harta seorang 
muslim di antaranya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, 
hibah, wasiat, mnadzar, dan amal kebajikan lainnya. 
Mohammad Natsir dalam buku Fighud Da'wah menulis, 
“Zakat membersihkan harta milik dari hak yang tak punya. 
Membersihkan si pemilik dari sifat tamak, kikir dan bakhil. 
Membersihkan yang tak punya dari perasaan rendah lantaran 
kelemahan mereka di bidang materiil. Dan membersihkan 
masyarakat dari iri hati, dengki, antara satu golongan dengan 
golongan lain, membersihkan dari bibit persengketaan sosial.” 

Belum dipandang sempurna iman seseorang jika 
hanya memikirkan kesenangan untuk diri sendiri dan tidak 
peduli dengan nasib orangorang di sekitarnya. Bukanlah 
seorang muslim yang baik kalau masa bodoh dengan keadaan 
sesama yang hidup dalam ketidakcukupan rezeki dan 
menanggung aa Firman Allah SWT, 


Tp baia3 Us as cad Ap al ak IR us 


bia 1 Bjadlh 4) balai Als GI dutaka 


“Celakalah bagi setiap bengumpat dan pencela. Yang 
mengumpulkan harta dan menghitunghitungnya. Dia mengira 
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bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya (buat hidup di dunia).” 
(OS AlHumazah: 1-3). 

Pranata zakat dalam Islam, seperti dikatakan oleh 
Prof. Dr. Roger Garaudy, bukan sekedar kebaikan hati, 
melainkan suatu bentuk keadilan yang terlembaga, sehingga 
rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan akan 
menaklukkan egoisme dan kerakusan diri. 

Rasulullah SAW menekankan hakikat persaudaraan 
yang harus dibangun oleh umat Islam: 


24309 Aha gl 3 S3 313 kai 2 G3 Hei US 
JB 9 WE sks JB aka Jai “Ta adl G3 
Sau Cage Ba 3s GSM 
Ga abg Aula il as Al Iga 5 JB JB 553 Gi 
A3 Kia Al gadi WAN 8 Ga KS yaa GE adi 
BE AA AS pas IE slah Uya RAGI 233 053 Ss 
BEM LES HA Bia Lalu gita 943 5AM5 BANI 
Alis A3 di Opa 3 Kal SE Us mid 032 3 3 
bag AI Jl Wb dg AIA Jia Lele d3 Susi Ui, 
dil SES Oslis dil ng Ha ca d3 pia 

AAS KELAE9 KUSAM page dua N) Ais Ain A3 
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ban 0 Ui ag bitis Saad AA A53 ALL is 
BEA ia Oo Mala G3 bana Ulis ab abad ad 


dala yi Wis batal J5 Hi Hai os gr gi 
BG Il gi be ps Hi WS Gas Wis YG 
JB Bid gl de Ole si Gis kala gl uas 
di band Jas lang dika AN Io HN Ugis aktn 
dp panda 353 dad Gal Kalla ya Ona GE ad 

Alina olo0) all 


"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan 
Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al 
Hamdani -dan lafadh ini milik Yahya- dia berkata: Telah 
mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah 
menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari 
Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah bersabda: "Barangsiapa membebaskan seorang 
mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan 
membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. 
Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam 
kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan 
akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah 
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akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu 
menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya 
sesama muslim. Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah 
sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah Allah) untuk 
membaca Alguran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, 
rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut- 
nyebut mereka pada malaikatmalaikat yang berada di sisiNya. 
Barangsiapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga 
meninggikannya.' Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
'Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Bapakku 
Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah 
menceritakannya kepada kami Nashr bin 'Ali Al Jahdhami telah 
menceritakan kepada kami Abu Usamah mereka berkata: Telah 
menceritakan kepada kami Al A'masy -telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Numair- dari Abu Shalih. Sebagaimana di dalam hadis 
Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari 
Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata dengan lantang, -sebagaimana Hadis Abu Mu'awiyah, 
hanya saja di dalam Hadis Abu Usamah tidak disebutkan, memberi 
kemudahan kepada orang yang kesusahan.” 


Maka tepat sekali Abul Hasan Ali Al-Hasany An- 
Nadwy, ulama besar dunia Islam abad 20 di Lucknow, India, 
dalam buku "The Life of Prophet Muhammad” mengungkapkan 
rahmat yang dipersembahkan oleh Muhammad Rasulullah 
SAW kepada alam sejagat telah mempersatukan umat 
manusia di dalam ikatan persaudaraan (brotherhood) yang 
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mengajarkan bahwa manusia berasal dari rumpun yang satu, 
yakni Adam dan Hawa, dan mengangkat derajat manusia 
sesuai dengan martabat kemanusiaan (human dignity) seperti 


yang digariskan dalam firman Ilahi OS Al-Isra': 70, 
Ga bli Al SU 3 abi Bal gg KS AH 


Skaii GAS A5 MS Ja ililah sda 


AV. alay) 
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki 
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 
yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 
ciptakan.” (OS. Allsra': 70). 


Hak materi yang perlu dikeluarkan dari harta seorang 
muslim di antaranya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, 
hibah, dan amal kebajikan lainnya. Mohammad Natsir dalam 
buku Fighud Da'wah menulis, “Zakat membersihkan harta 
milik dari hak yang tak punya. Membersihkan si pemilik dari 
sifat tamak, kikir dan bakhil. Membersihkan yang tak punya 
dari perasaan rendah lantaran kelemahan mereka di bidang 
materiil. Dan membersihkan masyarakat dari iri hati, dengki, 
dan kesumat antara satu golongan dengan golongan lain, 
bibit-bibit bagi persengketaan sosial.” 

Dalam kaitan ini belum dipandang sempurna iman 


seseorang jika hanya memikirkan kesenangan untuk diri 
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sendiri dan tidak peduli dengan nasib orang-orang di 
sekitarnya. Bukanlah seorang muslim yang baik kalau masa 
bodoh dengan keadaan sesama yang hidup dalam 
ketidakcukupan rezeki dan menanggung penderitaan. Seperti 
tergambar dalam OS AlHumazah: 1-3 tersebut di atas. 

Islam telah mengajarkan bahwa semua manusia 
bersaudara dalam kekayaan dan kemiskinan, dalam 
kegembiraan dan kesusahan. Generasi umat Islam di masa 
lampau yang hidup dalam naungan risalah telah 
mempraktikkan doktrin sosial Islam itu dengan sangat baik 
sehingga terwujud masyarakat yang ideal. Bagaimana dengan 
kita? 

Dihadapkan dengan masalah nyata kehidupan umat 
Islam, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial dan rapuhnya 
kualitas persatuan umat di negara-negara berpenduduk 
muslim, menunjukkan bahwa Islam sosiologis dan ontologis 
mengalahkan Islam doktrin dan teologis. Maka tepat sekali 
nasihat KH Mas Mansur, Pahlawan Nasional dan Ketua 
Umum PP Muhammadiyah 1936-1942 bahwa jatuh dan 
berceraiberainya umat Islam ialah karena mereka meninggalkan 
Ouran dan melupakan persatuan yang dianjurkan agama Islam. 


4.2. Sumber Jaminan Sosial dalam Masyarakat Islam 
Persinggungan dan titik temu (rallyingpoint) konsep 
negara kesejahteraan menurut Islam dan welfare state atau 


social servicestate di negaranegara kapitalis adalah ketika 
memandang pentingnya jaminan sosial bagi setiap warga 
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negara. Namun jika menelaah dustur (peraturan, undang 
undang) kehidupan sosial menurut Islam, apa yang diajarkan 
dalam agama kita itu jauh mengungguli sosialisme dan konsep 
negara kesejahteraan di Dunia Barat. 

Pesanpesan Islam takkan pernah lapuk termakan 
waktu selama umat Islam sendiri memahami dan menerapkan 
ajaran Islam dengan landasan tauhid yang benar dan 
semangat modernis, sehingga agama ini mampu menjawab 
tantangan zaman. Imam Malik bin Anas mengatakan, “Tidak 
akan baik umat ini di masa mutaakhir, melainkan dengan 
memegang apa yang membaikkan di awalnya.” 

Pemahaman umat Islam Indonesia tentang jaminan 
sosial dalam Islam sangat terbantu dengan kehadiran 
terjemahan Indonesia buku Isytirakiyyatul Islam karya Dr. 
Musthafa Husni AsSiba'i (Dosen Universitas Damascus, 
Syiria). Buku tersebut diterbitkan dengan judul “Sistem 
Masyarakat Islam” (1963) terjemahan bebas oleh H.A. Malik 
Ahmad dan editor Rifyal Ka'bah, dan “Sosialisme Islam” (1965) 
alih bahasa M.Abdai Ratomy serta editor H.A.LA. Dahlan dan 
H.M.D. Dahlan, yang kemudian ganti judul “Kehidupan Sosial 
Menurut Islam”. 

Musthafa AsSiba'i mengungkapkan, perundang 
undangan jaminan sosial dalam Islam mencakup dua tema 
pokok, yaitu: golongan yang dijamin, dan sumber dana untuk 
jaminan sosial. Golongan masyarakat yang harus mendapat 
jaminan sosial terbagi dalam lima kategori. 

Pertama, wajib dipelihara dan diberi jaminan sosial, 
meliputi: (1) fakir miskin. (2) orang sakit. (3) orang buta. (4) 
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orang lumpuh. (5) orangtua/lanjut usia. (6) ibnu sabil. (7) 
anak gelandangan. (8) tawanan perang. 

Kedua, wajib mendapat bantuan, meliputi (1) orang 
yang berutang (gharimin), (2) orang terhukum pidana karena 
perbuatan tidak disengaja yang diwajibkan membayar denda, 
dan (3) orang yang kehabisan ongkos dalam perantauan. 

Ketiga, berhak atas jaminan keselamatan sebagai tamu 
di suatu lingkungan masyarakat muslim. Islam menetapkan 
tamu wajib dilayani istimewa selama 3 hari dan selanjutnya 
sebagai sedekah. 

Keempat, jaminan untuk sama-sama merasakan nikmat 
(musyarakah). Musthafa As-Siba'i memberi contoh, bilamana 
datang musim panen raya, orang-orang yang tidak mampu 
diberikan secara cumacuma sebagai hak yang harus 
dikeluarkan (Lihat OS AlAn'am: 141 dan OS An-Nisaa': 8 
mengenai pembagian warisan kepada selain ahli waris. 

Kelima, jaminan untuk saling membantu keperluan 
hidup rumah tangga. Musthafa AsSiba'i menjelaskan, orang 
yang sudah berhajat untuk menikah tetapi tidak mampu 
membiayai acara perkawinan, wajiblah atas keluarga dekatnya 
yang mampu untuk membiayai perkawinan saudaranya, 
bahkan membantu persiapan keperluan membangun rumah 
tangga yang akan didirikan itu. Tradisi di negara-negara Islam 
tempo dulu, para pemuda atau gadis yang dia sendiri atau 
orangtuanya tidak sanggup membiayai acara perkawinan, 
mahar dan sebagainya, juga akan dilayani oleh pengurus wakaf 
untuk mendapatkan bantuan. 
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Islam mengajarkan undangundang pertolongan 
kemanusiaan (Als'af) yang sangat lengkap, hingga orang yang 
kelaparan, kehausan atau sakit yang mungkin membahayakan 
jiwanya, wajib bagi siapa yang mengetahuinya untuk 
menolong. Rasulullah SAW bersabda, 

las 349 dia Jl RL BL SLS SL Ga Us Gal) 
“Tidak beriman kepadaku, siapa yang tidur (karena) kekenyangan, 
sedang tetangganya yang dekat (tidak dapat tidur karena) kelaparan, 
padahal ia mengetahuinya/tetapi tidak mempedulikannya.” (HR 
Thabrani) dan “Bilamana ada seorang meninggal tersiasia di 
sekitar lingkungan orangorang yang kaya, maka orang-orang kaya 
itu terlepas dari pengakuan Allah dan RasulNya (yakni tidak 
dianggap umat Islam lagi).” (HR Ahmad). 

Islam menetapkan sumber-sumber keuangan untuk 
pelaksanaan jaminan sosial sebagai berikut: (1) Zakat, sebagai 
kewajiban dan rukun yang ketiga dari agama Islam, (2) Infak, 
harta yang dikeluarkan untuk membantu orang lain dan 
kemaslahatan umum karena Allah SWT tanpa dibatasi sampai 
berapapun, (3) Wakaf, terdiri dari dua macam, yakni wakaf 
yang diberikan sebagai jamiman sosial dalam lingkungan 
keluarga dan wakaf untuk amal kebaikan umum, (4) Wasiat, 
(5) Ghanimah atau harta rampasan perang, (6) Penggalian 
harta terpendam dari dalam bumi, baik barang tambang 
(rikaz), barang yang disimpan dalam tanah (kanz) dan lainlain, 
(7) Nadzar, seseorang yang bernadzar akan memberikan 
sesuatu dengan suka rela kalau maksud dan cita-citanya 


tercapai, ia wajib memenuhinya dan memberikan kepada 
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golongan yang berhak mendapat jaminan sosial, (8) Kifarat, 
yakni denda untuk menebus kesalahan, (9) Ourban, (10) 
Zakat Fitrah dan Fidyah Puasa (11) Kas Perbendaharaan 
Negara. 

Pada masa Umar bin Khattab, sumber peneriman 
negara di luar zakat semakin banyak, maka didirikan dewan 
perbendaharaan — dan administrasi negara. — Dewan 
Perbendaharaan Negara di masa itu tidak hanya menghimpun 
dinar dan dirham, tetapi juga data segala penghasilan pekerja, 
data orangorang yang wajib membayar zakat (muzaki), dan 
pembayar jizyah (penduduk non-muslim). 

Sumber keuangan berikutnya, (12) Pelaksanaan 
tanggung jawab umat (kifayah). Tanggung jawab umat antara 
lain dinyatakan dalam OS An-Nisaa': 36 yang mewajibkan 
seorang muslim berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak, 
karibkerabat, anak-anak yatim, orangorang miskin, tetangga 
dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba 
sahaya. Hadis Rasulullah SAW menerangkan kewajiban 
memberi bekal dan pertolongan kepada orang-orang yang 
membutuhkan, “Barangsiapa yang mempunyai kelebihan 
kendaraan, hendaklah pinjamkan kepada orang yang tidak 
mempunyai kendaraan, dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan 
bekal, hendaklah memberikannya kepada orang yang tidak 
mempunyai bekal.” (HR Muslim). 

Dari sudut agama maupun negara, jaminan sosial 
merupakan hak setiap penduduk yang tidak boleh diabaikan. 
Para founding fathers negara kita merumuskan dasar negara 


yang sejalan dengan prinsip-prinsip kenegaraan Islam. Oleh 
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karena itu, mewujudkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia” (Sila kelima dari Pancasila) harus melandasi politik 
perekonomian negara secara keseluruhan. Mengenai fakir 
miskin, ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 34 bahwa, “fakir 
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Maka siapa 
saja yang menerima amanah sebagai penyelenggara negara, 
wajib melindungi, memperjuangkan dan memperbaiki nasib 
rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan. 


4.3. Zakat Membuat Kehidupan Umat Lebih Terjamin 


Dua puluh dua tahun yang lalu tepatnya 1981 sebuah 
buku berjudul “Bunuh Diri atau Hidup Selamat: Tantangan 
Tahun 2000” diluncurkan oleh UNESCO. Buku tersebut 
menggambarkan tantangan global kemanusiaan di abad 21. 
Pesan yang terangkum dalam buku itu masih relevan hingga 
kini. 

Berbicara tentang bunuh diri belakangan ini 
fenomenanya makin mengkhawatirkan. Suguhan berita-berita 
bunuh diri di media cetak dan elektronik sudah dianggap 
sesuatu yang biasa sama seperti halnya berita kriminal. 
Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) antara 
tahun 2005 sampai dengan 2007 disebutkan 50 ribu orang 
Indonesia bunuh diri. Data terbaru, di ibukota Jakarta 
menurut data Polda Metro Jaya tahun 2010, rata-rata setiap 
dua hari sekali ada orang melakukan bunuh diri. 

Sungguh memprihatinkan sejumlah kasus bunuh diri 
di Indonesia bahkan terjadi pada anak dan remaja usia 
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sekolah yang mengalami beban stress. Meningkatnya kasus 
bunuh diri adalah cermin individu dan masyarakat yang 
“sakit” di tengah tekanan hidup dan persaingan yang makin 
keras akibat struktur ekonomi dan pendapatan yang pincang. 
Seorang warga miskin kota dan tidak memiliki pekerjaan tetap 
pernah berkeluh kesah kepada penulis. Katanya, mencari Rp 
5.000 atau 10.000 sehari susahnya setengah mati, sehingga 
ada orang bunuh diri karena tidak makan, sementara ada 
sebagian orang mendapatkan uang milyaran rupiah gampang 
saja dengan cara tidak benar. 

Pemicu bunuh diri memang tidak seluruhnya masalah 
ekonomi yang menyebabkan stress dan depresi. Nyatanya 
orangorang yang tergolong mapan secara materi, pekerjaan 
dan berpendidikan tinggi juga ada yang bunuh diri. Namun 
secara faktual tekanan hidup dan persoalan ekonomi 
merupakan faktor pemicu yang paling dominan pada berbagai 
kasus bunuh diri dewasa ini. Bunuh diri atau percobaan 
bunuh diri yang terjadi pada orang-orang yang hidup miskin, 
tersisih dari keluarga, merana karena penyakitan karena tak 
mampu membeli obat, kini semakin banyak. 

Dalam pandangan agama jelas dan pasti bahwa Islam 
melarang bunuh diri dengan alasan apapun. Bunuh diri 
merupakan tindakan yang sangat dimurkai Tuhan dan dosa 
besar. “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah itu 
amat Penyayang kepadamu.” (OS An-Nisaa': 29). Orang beriman 
seharusnya tidak pantas putus asa dari rahmat Allah SWT (OS 
Yusuf: 87). 
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Untuk menekan angka bunuh diri, dakwah dan 
pendidikan agama harus dapat memompakan optimisme dan 
spirit kehidupan kepada umat manusia agar terbebas dari 
putus asa ketika menghadapi konflik, pertentangan batin, 
kegelisahan dan sebagainya. Setiap orang harus menjiwai 
agama sebagai pegangan jiwa, sandaran batin dan taat 
beribadah sebagaimana diperintahkan Allah SWT. Beragama 
yang benar akan mencegah dan menyelamatkan manusia dari 
pesimis dan putus asa, karena segala sesuatu pasti ada 
jalannya. 

Pendekatan dan metode agama dalam mencegah 
bunuh diri tidak hanya bersifat normatif dan filosofis. Islam 
lebih jauh mendorong sesama muslim untuk saling 
menasihati dalam kebenaran dan kesabaran (OS Al-“Ashr: 3) 
serta saling peduli dan tolong-menolong satu sama lain (OS At 
Taubah: 71). Islam mengajarkan umatnya untuk membantu 
siapapun. 

Dalam kaitan ini, keutuhan ikatan keluarga dan 
kekerabatan serta nilai-nilai hidup bermasyarakat menurut 
tuntunan Islam merupakan “social capital” yang sangat 
penting untuk kita pelihara bersama. Dengan kata lain, 
mestinya tidak ada manusia dan keluarga yang merasa 
sendirian menanggung beban hidupnya, baik materil maupun 
moril. 

Dr. Yusuf alOaradhawi dalam Fighuz Zakat 
menyatakan bahwa sebelum masyarakat Barat mengenal 
sistem asuransi, masyarakat Islam telah membuat sistem 


pengamanan bagi anggotanya dengan cara yang khusus. Islam 


158 


tidak membiarkan orang yang mendapat musibah, menunggu 
sumbangansumbangan orangorang lain saja, akan tetapi 
disediakan bagian untuk mereka dari Baytulmal dan juga dari 
zakat yang diatur oleh pemerintah. Zakat adalah jaminan yang 
mencakup semua asnaf yang membutuhkan, baik kebutuhan 
yang bersifat fisik, jiwa maupun akal. 

Dalam Alguran, urutan asnaf penerima zakat (OS At- 
Taubah: 60), setelah fakir dan miskin serta amil, selanjutnya 
Muallaf, Rigab, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu sabil. Jika 
amil zakat mengabaikan asnaf di luar kelompok fakir dan 
miskin, pasti akan menambah jumlah fakir dan miskin, 
karena pintu menuju kemiskinan dibiarkan terbuka. 

Pada prinsipnya, jalan keluar dari kemiskinan harus 
dibuka selebarlebarnya, di antaranya dengan pendistribusian 
dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang 
menyantuni dan memberdayakan kaum dhuafa. Pada saat 
bersamaan jalan menuju kemiskinan jangan dibiarkan terbuka 
bagi siapapun. 

Sidi Gazalba dalam buku Asas Agama Islam (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1985) menjelaskan, dalam sistem Komunis, 
harta kekayaan bertumpuk pada negara, dan dalam sistem 
Kapitalis pada individwindividu. Sedangkan sistem zakat 
mengedarkan harta kekayaan dalam masyarakat. Ketika Nabi 
Muhammad SAW memegang tampuk negara, beliau 
menjadikan zakat sebagai lembaga negara, mengangkat 
pegawaipegawai untuk mengurusnya, dan memerintahkan 


gubernur-gubernur untuk mengerjakan yang sama. 
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Penetapan mustahik zakat, yakni orangorang yang 
berhak menerima zakat menentukan delapan asnaf (golongan) 
sebagai berikut, 


Api Ugie Gelatalls cxSLudI3 syaa SlSajal Lai 
ds 25 AN Jaa G3 Oil mEI G3 Aeali 
AU Ragil RSS ala A3 dl 3 Lan,3 


“Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi orangorang fakir, orang: 
orang miskin, petugaspetugas zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, 
juga untuk memerdekakan budak, orangorang yang berhutang, untuk 
jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan. (Yang demikian itu 
adalah) suatu kewajiban dari Allah, karena Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana.” (OS AtTaubah: 60). 


Dalam kaitan ini Dr. Syekh Yusuf alJaradhawi dalam 
buku Musykilah Al Fagr Wa Kaifa “Alajaha Al Islam (Kiat Islam 
Mengentaskan Kemiskinan, 1995) menjelaskan pandangan Islam 
bahwa setiap individu harus dapat menikmati hidup yang 
layak di tengah masyarakat sebagai manusia. Dalam standar 
minimal, setiap orang harus terpenuhi kebutuhan pokoknya 
berupa sandang, pangan, dan memperoleh pekerjaan. 
Seseorang tidak boleh dibiarkan, walaupun ia ahlu zimmah 
(non-muslim yang hidup di dalam naungan pemerintahan 
Islam), mengalami kelaparan, tidak memiliki pakaian, hidup 
menggelandang tanpa tempat tinggal, atau kehilangan 


kesempatan untuk membina keluarga. 
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Menurut Prof. Dr. Syaikh Mahmoud Syaltout, mantan 
Rektor Universitas Al-Azhar Cairo bahwa sesuai ayat Alguran, 
zakatzakat itu disalurkan kepada dua sasaran, yaitu: Pertama, 
orang-orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan 
hidupnya dan tidak pula dapat berusaha untuk 
mencukupinya. Kedua, untuk kepentingan-kepentingan yang 
mendesak yang perlu dipenuhi demi tegaknya negara dan 
agama (Mahmoud Syaltout, Fatwa Fatwa Jilid 1, Jakarta: Bulan 
Bintang, 1972, diterjemahkan oleh Prof. H. Bustami A.Gani 
dan Zaini Dahlan, MA). 

Dari penjelasan di atas cukup jelas bahwa sasaran 
pentasharufan zakat adalah mencakup kepentingan untuk 
menjaga dan mewujudkan human security secara komprehensif 
dan integral. Pada hemat penulis, konsep human security yang 
lahir di abad ke-20 membuktikan kebenaran manhaj (kerangka 
tata nilai) yang diperkenalkan kepada umat manusia oleh 
Nabi Muhammad SAW. Bahkan hanya dalam ajaran dan 
sejarah Islam kita menemukan human security yang paling 
lengkap dan memenuhi semua kebutuhan manusia. 

Peruntukan zakat berdasarkan petunjuk Alguran dan 
contoh dari sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat, secara 
eksplisit mengarah pada perlindungan keamanan individu 
dan masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam magasyid 
syariah. Dalam Islam, setiap individu harus aman dan 
terlindungi dari bahaya — kemiskinan, kelaparan, 
ketidakmampuan menanggung biaya pendidikan, biaya 
pengobatan apabila sakit, tempat kediaman yang layak, serta 
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terbebas dari kecemasan dalam menghadapi hari tua (lanjut 
usia). 

Zakat memiliki peran signifikan untuk menciptakan 

rasa aman terhadap kondisi hidup dan masa depan yang 
menjadi harapan semua orang. Di sisi lain, masyarakat juga 
beroleh rasa aman karena terjadinya redistribusi kekayaan 
secara adil. Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas orangorang kaya muslimin 
untuk mengeluarkan harta mereka seukuran yang dapat memberikan 
keluasaan hidup bagi orangorang miskin. Dan kesengsaraan yang 
dialami oleh orangorang miskin, bila mereka lapar atau tidak 
berpakaian, adalah akibat perbuatan orangorang kaya juga. 
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah akan meminta 
pertanggungjawaban orangorang kaya itu dengan pengadilan yang 
berat dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.” (HR 
Thabrani). 

Sebagai bagian dari masyarakat internasional yang 
hidup di bawah kekuasaan hak asasi manusia, kita harus sadar 
bahwa untuk memperjuangkan taraf hidup yang layak dan 
aman bagi semua orang diperlukan penguatan konsep dan 
implementasi jaringan pengaman sosial. Pada beberapa negara 
maju, konsep keamanan manusia telah lama dipraktikkan 
untuk menolong masyarakat dari berbagai persoalan. Human 
security atau keamanan manusia sebagai tuntutan global yang 
terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga Kewajiban 
Asasi Manusia, tidak cukup hanya mengandalkan fungsi 
pemerintah, tapi juga membutuhkan partisipasi luas dari non- 


state actor. 
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Indonesia yang merupakan negara dengan masyarakat 
muslim terbesar di dunia sampai saat ini belum mampu 
merealisasikan prinsip-prinsip Islam tentang keamanan 
manusia secara baik. Hal ini terbukti dari tingginya angka 
kemiskinan, malnutrisi (gizi buruk), dan kerentanan 
masyarakat terhadap dampak krisis keuangan global dan 
ekspansi kapitalisme serta melambungnya harga-harga 
kebutuhan pokok di pasar domestik. Meski pemerintah 
menggulirkan program-program pengentasan kemiskinan, 
namun masih banyak warga miskin dan kelompok rentan 
yang belum tersentuh. Dalam pada itu, sejalan dengan prinsip 
negara kesejahteraan (welfare state) yang dicita-citakan dalam 
Pancasila, maka bentuk dan sifat penyediaan fasilitas 
pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan 
pokok untuk rakyat miskin tidak boleh menciptakan kasta- 
kasta dalam masyarakat. 

Pada akhirnya dengan mencermati kondisi bangsa 
dewasa ini, penulis memandang, diperlukan penguatan 
komitmen dan keberpihakan dari semua pihak terhadap 
perlindungan human security, baik suprastruktur politik 
maupun infrastruktur kemasyarakatan, termasuk organisasi 
pengelola zakat BAZNAS. Organisasi pengelola zakat sebagai 
nonstate actor sejak awal memang dibentuk untuk melayani 
dan melindungi warga miskin yang merupakan asnaf 
penerima zakat. 

Oleh karena itu perspektif human security sebagai 
tuntutan global perlu diupayakan agar menyatu-padu dengan 
kebijakan pengelolaan zakat yang lebih baik dari waktu ke 
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waktu. Di samping itu, kita tetap harus memperkuat negara 
karena fungsi negara tidak bisa tergantikan. Francis 
Fukuyama, penulis buku State-Building: Governance and World 
Order in the 21st Century 2005), menyatakan bahwa 
pengurangan peran negara dalam hal-hal yang memang 
merupakan fungsinya hanya akan menimbulkan problematika 
baru. Bukan saja akan memperparah kemiskinan dan 
kesenjangan sosial, tetapi dapat menyulut konflik sosial dan 
perang sipil yang meminta korban jutaan jiwa. Fukuyama 
mensinyalir bahwa kesejahteraan tidak mungkin tercapai 
tanpa hadirnya negara yang kuat, yakni negara yang mampu 
menjalankan perannya secara efektif. Begitu pula sebaliknya, 
negara yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak mampu 
menciptakan kesejahteraan warganya, tegas Fukuyama. 

Dalam kaitan ini pelayanan mustahik yang dilakukan 
oleh organisasi pengelola zakat tidak saja diharapkan berjalan 
paralel dengan program pemerintah, tetapi dapat mengisi dan 
melengkapinya dengan fokus penanganan yang lebih spesifik, 
sesuai dengan makna dan tujuan zakat itu sendiri yang 
digariskan dalam Islam. 


4.4. Zakat dan Kewajiban Asasi Manusia 
Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi 
menginginkan dapat hidup dalam masyarakat adil dan 
makmur, tenang beribadah, rukun dan damai dengan sesama 
tanpa ada diskriminasi, terjaga kemuliaan martabat manusia 
melalui pengecilan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, 


antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa, menjunjung 
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tinggi moral dan etika, hidup layak, berpendidikan, sejahtera, 
terjaga kesehatannya, aman rumah kediaman dan 
lingkungannya. 

Segala yang digambarkan tadi akan tercapai bila setiap 
orang tidak hanya menuntut hak-hak asasinya semata, namun 
menyadari kewajiban asasi dalam hubungan kemanusiaan. 
Wahyu Ilahi (Alguran) menggariskan dasar-dasar kewajiban 
asasi manusia, di antaranya tanggung jawab seseorang atas 
kesejahteraan sesama manusia. 

Konsep Islam tentang zakat yang terpapar jelas, 
konkret dan terukur serta didukung oleh dalil-dalil profetik 
secara gauli (perkataan) maupun li (praktik), telah 
membuka mata dunia berkenaan dengan kewajiban asasi 
manusia (human rights obligations). Perintah dalam agama 
untuk menunaikan zakat mendorong manusia agar giat 
bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup secara 
wajar di jalan yang diridhaiNya, namun tidak boleh 
melupakan kewajiban kepada sesama, terutama kewajiban 
menolong orang-orang yang nasibnya kurang beruntung atau 
berada dalam kesulitan. 

Derajat manusia tidak ditentukan oleh status sosial, 
kekayaan, kekuasaan dan jabatan, melainkan bergantung pada 
ketakwaan sebagai individu kepada Tuhan. Nilai ketakwaan 
tercermin dari perbuatan baik yang dilakukan atas dasar 
keikhlasan. 

Seperti kita tahu zakat adalah ibadah yang bersifat 
gadhaiyyah, artinya jika kewajiban zakat tidak ditunaikan atas 
harta yang telah mencapai kadar tertentu (nishab), maka ada 
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pihak lain yang dirugikan, yaitu para mustahik atau orang- 
orang yang berhak memperoleh zakat. 

Dalam buku “ISLAM sebagai Agidah dan Syari'ah” 
karya Prof. Dr. Syaikh Mahmoud Syaltout dapat kita baca 
keterangan sebagai berikut: zakat itu adalah ibadah harta 
benda, yang dipentingkan dalam Islam supaya orang kaya 
memberikan pertolongannya kepada orang miskin, sehingga 
dapat memenuhi kebutuhannya atau memberikan bantuan 
bagi kepentingan umum untuk dapat merealisasi kepentingan 
tersebut. Zakat itu hukumnya wajib atas orang kaya yang 
mempunyai harta lebih daripada apa yang dibutuhkannya 
serta kebutuhan kaum keluarga yang wajib dibiayainya. Yang 
mana zakat itu dapat menutupi kebutuhan orang fakir serta 
kepentingan umum dan tidak akan memberatkan orang-orang 
yang mempunyai harta benda tersebut. 

Zakat merupakan “batas minimum” — untuk 
menggerakkan kedermawanan seorang muslim. Zakat bukan 
ukuran kedermawanan. Prof. Dr. Nasaruddin Umar sering 
mengatakan, alangkah kikirnya seorang muslim bila yang ia 
keluarkan dari hartanya hanyalah zakat saja. 

Salah satu karakter dasar kehidupan islami, ialah yang 
kuat wajib melindungi yang lemah, orang berilmu harus 
menuntun orang yang awam, yang punya wajib memberi dan 
yang tidak punya berhak untuk menerima. Mohammad Natsir 
dalam Fighud Da'wah (1977) menandaskan, risalah 
Muhammad bukan menjadikan perebutan hak sebagai tempat 
bertolak, akan tetapi perlombaan memenuhi kewajiban- 


kewajiban terhadap sesama manusia. 
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BAB V 
ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI DAN 
KEUANGAN 


5.1. Potensi Zakat Nasional 


Dari perspektif ekonomi, zakat merupakan instrumen 
ekonomi yang memiliki potensi yang sangat besar. Sejumlah 
kajian dan penelitian telah mencoba mengungkap berapa 
sesungguhnya potensi zakat yang dimiliki oleh bangsa 
Indonesia. Sebagai contoh, Pusat Bahasa dan Budaya UIN 
Jakarta menyimpulkan bahwa potensi zakat nasional mencapai 
angka Rp 19,3 triliun. Demikian pula dengan riset Monzer 
Kahf yang dikutip oleh Habib Ahmed, yang menyatakan 
bahwa skenario optimis potensi zakat nasional dapat 
mencapai angka dua persen dari total PDB. Sehingga, potensi 
zakat per tahunnya tidak kurang dari Rp 100 triliun. 

Untuk menganalisa potensi zakat tersebut secara lebih 
tajam, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerjasama 
dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB, 
mencoba mengeksplorasi potensi zakat nasional dengan 
menggunakan data yang diolah dari SUSENAS (Survey Sosial 
Ekonomi Nasional) BPS, serta data institusi lain yang relevan 
seperti Bank Indonesia. 

BAZNAS dan FEM IPB mengklasifikasikan potensi 
zakat nasional ini ke dalam tiga kelompok besar. Pertama, 
potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi 


zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat 
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BUMN. Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua ini 
adalah zakat perusahaan, dan bukan zakat direksi serta 
karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional. 

Khusus mengenai zakat rumah tangga, standar nishab 
yang digunakan adalah nishab zakat pertanian, yaitu sebesar 
524 kg beras. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 
persen. Ini sejalan dengan kebijakan BAZNAS yang 
menetapkan analogi zakat profesi atau penghasilan pada dua 
hal, yaitu zakat pertanian untuk nishabnya, dan zakat emas 
perak untuk kadarnya. Pendekatan ini disebut sebagai giyas 
syabah. 

Detil potensi zakat ketiga kelompok tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 5.1. Berdasarkan tabel tersebut, potensi 
zakat rumah tangga secara nasional mencapai angka Rp 82,7 
triliun. Angka ini eguivalen dengan 1,30 persen dari total 
PDB Indonesia 2010. Sedangkan potensi zakat industri 
mencapai angka Rp 114,89 triliun. Pada kelompok industri 
ini, industri pengolahan menyumbang potensi zakat sebesar 
Rp 22 triliun, sedangkan sisanya berasal dari kelompok 
industri lainnya. Adapun potensi zakat BUMN mencapai 
angka Rp 2,4 triliun. 

Khusus mengenai potensi zakat industri ini, yang 
dihitung adalah zakat dari laba bersih yang dihasilkan, sebesar 
2,5 persen. Jika mengikuti formula Abu Ubaid dalam kitab Al- 
Amwal, di mana modal, inventory (persediaan), dan piutang 
yang diterima dihitung sebagai penambah zakat, serta utang 
jatuh tempo perusahaan sebagai pengurang zakat, maka angka 
potensi zakatnya dapat lebih besar lagi. Sehingga, dapat 
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disimpulkan bahwa potensi zakat industri ini adalah potensi 
zakat minimal yang dapat dihasilkan. 

Sementara itu, potensi zakat tabungan mencapai angka 
Rp 17 triliun. Angka ini didapat dari penjumlahan potensi 
dari berbagai aspek, antara lain potensi zakat tabungan di 
bank syariah, tabungan BUMN atau pemerintah campuran, 
badan usaha bukan keuangan milik negara, bank persero dan 
bank pemerintah daerah. Tabungan yang dihitung adalah 
yang nilainya berada di atas nishab 85 gram emas. Khusus 
mengenai tabungan di bank syariah, potensi zakat giro 
wadi'ah dan deposito mudharabah mencapai angka masing- 
masing sebesar Rp 155 miliar dan Rp 740 miliar. 

Jika diagregasikan, maka nilai potensi zakat secara 
nasional mencapai angka Rp 217 triliun, atau setara dengan 
3,40 persen dari total PDB Indonesia tahun 2010. Angka ini 
akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah 
PDB. Tingginya prosentase potensi zakat terhadap total PDB 
merupakan bukti bahwa zakat dapat dijadikan sebagai 
instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian 
nasional, khususnya kelompok dhuafa. 


Tabel 5.1. Potensi Zakat Nasional 


Keterangan Potensi Zakat 
Potensi Zakat Rumah Tangga Rp 82,7 triliun 
Potensi Zakat Industri Swasta Rp 114,89 triliun 
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Potensi Zakat BUMN Rp 2,4 triliun 


Potensi Zakat Tabungan Rp 17 triliun 


Total Potensi Zakat Nasional Rp 217 triliun 


Prosentase Potensi Zakat Nasional terhadap PDB : 3,40 


persen 


Sumber : Riset BAZNAS dan FEM IPB (2011) dalam Firdaus 
etal (2012) 


Jika dilihat dari potensi yang ada per provinsi, maka 
Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan potensi zakat 
terbesar, yaitu Rp 17,67 triliun, disusul oleh Jawa Timur dan 
Jawa Tengah, yang memiliki potensi zakat masing-masing 
sebesar Rp 15,49 triliun dan Rp 13,28 triliun. Adapun 
provinsi yang memiliki potensi zakat rumah tangga terendah 
adalah Papua Barat, Papua dan Bali. 

Ketiga provinsi tersebut merupakan provinsi dengan 
proporsi penduduk muslim yang sangat rendah dibandingkan 
provinsi lainnya, kecuali Nusa Tenggara Timur. Penduduk 
Bali mayoritas beragama Hindu, sedangkan Papua Barat dan 
Papua mayoritas penduduknya beragama Kristen. Adapun di 
NIT, proporsi penduduk muslimnya hanya sebesar 8,6 
persen. Namun demikian, potensi zakat rumah tangga di 
provinsi tersebut bukanlah yang terendah (Rp 133 miliar). 
Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan potensi zakat yang 
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terdapat di Bali, Papua dan Papua Barat, yang masing-masing 
mencapai angka Rp 126,25 miliar, Rp 117,44 miliar dan Rp 
111,68 miliar. 


5.2. Zakat dan Distribusi Ekonomi 


Salah satu variabel penting yang diperlukan untuk 
menjamin keadilan dalam pertumbuhan ekonomi sebuah 
negara, adanya keseimbangan distribusi pendapatan dan 
kekayaan. Menurut ekonom syariah Malaysia, Prof Aslam 
Haneef, dalam perspektif makroekonomi syariah, konsep 
distribusi ini dapat ditinjau dari tiga aspek. Analisa terhadap 
ketiga aspek distribusi ini dapat dijadikan sebagai landasan 
untuk menjustifikasi apakah pembangunan ekonomi sebuah 
negara akan melahirkan pemerataan dan keadilan, atau 
sebaliknya, justru akan melahirkan kesenjangan yang semakin 
melebar antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. 

Pertama adalah preproduction distribution, yaitu 
distribusi praproduksi. Dalam hal ini, indikator makro yang 
digunakan adalah APBN. Jika sebuah negara memiliki 
struktur APBN yang propoor, di mana alokasi anggaran untuk 
pemberdayaan kelompok miskin sangat signifikan, maka arah 
kebijakan pembangunan negara tersebut dipastikan berada 
pada jalur yang benar. Sebaliknya, struktur APBN yang tidak 
berpihak pada kelompok dhuafa merupakan sinyal kuat akan 
munculnya pertumbuhan ekonomi yang tidak berkeadilan, 
apalagi untuk negara yang sangat mengandalkan pengeluaran 


pemerintah dalam menstimulasi economic growth. 
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Kedua, post-production distribution, yaitu distribusi pasca- 
produksi, di mana ia terkait dengan reward yang diterima oleh 
masing-masing faktor produksi, seperti tenaga kerja dan 
modal, berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses 
produksi, baik melalui mekanisme pasar maupun melalui 
intervensi pemerintah. Salah satu contoh indikator makro 
yang dapat digunakan adalah kebijakan upah minimum 
regional (UMR), yang memberi dampak langsung terhadap 
kesejahteraan kelompok buruh. Kebijakan UMR yang 
didasarkan atas pertimbangan keadilan dan kemaslahatan 
publik akan menciptakan pemerataan dalam pembangunan 
ekonomi nasional. 

Sementara yang ketiga adalah redistribution (redistribusi 
ekonomi), yang terdiri dari tiga instrumen, yaitu: instrumen 
positif (zakat), instrumen sukarela (infak/sedekah dan wakaf), 
dan instrumen terlarang (larangan riba/bunga dan 
penimbunan/spekulasi). Dua instrumen pertama akan 
menjamin terciptanya aliran kekayaan dan pendapatan dari 
kelompok kaya kepada kelompok miskin, sedangkan 
instrumen ketiga akan mencegah terkonsentrasikannya 
kekayaan di tangan segelintir kelompok. 

Oleh karena itu, mendorong pembangunan zakat, 
infak dan sedekah (ZIS) pada hakekatnya merupakan upaya 
kita untuk meredistribusikan kembali aset dan kekayaan, agar 
pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negeri ini betul-betul 
dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, 
pembangunan ZIS ini juga merupakan upaya untuk 
mengoreksi persoalan-persoalan ketidakadilan yang mungkin 
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muncul pada fase distribusi pra-produksi dan pasca-produksi. 
Apalagi saat ini Indonesia menghadapi persoalan kesenjangan 
pendapatan yang akut. Data BPS menunjukkan bahwa rasio 
Gini pada tahun 1964 mencapai angka 0,35, sementara pada 
tahun 2011 lalu, angka ini naik menjadi 0,41. Artinya, 
kesenjangan antar kelompok masyarakat selama kurun waktu 
hampir lima dekade semakin memburuk. 

Sementara itu, berdasarkan tingkat pendapatan, 
penduduk Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi empat 
kelompok (TNP2K, 2013). Pertama, kelompok miskin, yang 
saat ini berjumlah sekitar 29 juta jiwa, dengan pendapatan 
ratarata di bawah 1 dolar AS per hari. Kedua, kelompok 
wulnerable atau rentan terhadap kemiskinan, yang berjumlah 
sekitar 70 juta jiwa. Ketiga, kelompok kelas menengah 
masyarakat, yang berjumlah 100 juta jiwa, dan keempat, 
kelompok berpendapatan tinggi, yang saat ini mencapai angka 
50 juta jiwa. Dengan komposisi penduduk yang ada, maka 
diperkirakan jumlah muzaki potensial dapat mencapai angka 
100 juta orang. Karena itu, keberadaan zakat sebagai 
instrumen redistribusi adalah untuk mengalirkan kekayaan 
dari kelompok kelas menengah dan masyarakat 
berpendapatan tinggi kepada kelompok miskin dan wulnerable 


(rentan) terhadap kemiskinan. 
5.3. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 


Yusuf alaradhawi (2002) menyatakan bahwa tujuan 
utama zakat adalah untuk menyelesaikan sejumlah 
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permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat, seperti 
kemiskinan, pengangguran, bencana alam, utang, dan 
ketidakseimbangan pendapatan. Pendekatan solusi berbasis 
zakat dapat digunakan berdasarkan posisi zakat dalam ajaran 
agama, yang memiliki dimensi sosial ekonomi. Sistem 
pendistribusian zakat dapat menjadi jawaban untuk mengatasi 
permasalahanpermasalahan tersebut, sehingga beban 
masyarakat dapat diminimalisir. 

Selanjutnya, Zaim (2000) berpendapat bahwa 
pengelolaan zakat yang tepat dapat menjadikan zakat sebagai 
instrumen ekonomi untuk menciptakan stabilitas sekaligus 
menjadi parameter dalam mengantisipasi dampak perubahan 
siklus pertumbuhan ekonomi, di mana suatu perekonomian 
dapat mengalami booming atau pertumbuhan yang sangat 
tinggi maupun mengalami krisis berkepanjangan. Pramanik 
(1993) berpendapat bahwa dana zakat akan memiliki efek 
multiplier terhadap perekonomian, jika ia dimanfaatkan 
secara optimal pada programprogram pemberdayaan 
ekonomi, di samping program konsumtif yang bersifat jangka 
pendek. 

Menurut penulis, program pemberdayaan produktif 
ini akan melahirkan daya tahan rumah tangga mustahik atau 
rumah tangga miskin secara ekonomi pada jangka panjang. 
Bahkan ia memiliki peluang untuk mentransformasi mereka 
menjadi muzaki, ketika keberlanjutan sumberdaya ekonomi 
mereka dapat ditingkatkan. Agar program pemberdayaan 


ekonomi mustahik ini dapat berjalan dengan lancar, maka 
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memahami tipologi kaum dhuafa merupakan syarat mutlak 
yang sangat menentukan keberhasilan program tersebut. 

Dalam konteks ini, Beik dan Baga (2011) telah 
mengembangkan empat tipologi kaum dhuafa yang perlu 
mendapat perhatian, agar proses pemberdayaan mereka dapat 
berjalan efektif. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada 
Gambar 5.1. berikut ini. 


Gambar 5.1. 
Tipologi Dhuafa Berdasarkan Kemauan dan Kemampuan 
Berusaha 


Cukup 


Kemampuan 


Kurai 
ng 2 Cukup 


Kemauan Berusaha 


Sumber : Beik dan Baga (2011) 
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Tipe I adalah mereka yang relatif memiliki 
kemampuan berusaha sekaligus kemauan untuk tidak menjadi 
orang miskin. Namun dikarenakan berbagai faktor, mereka 
masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka adalah para 
pengusaha mikro atau petani gurem yang memiliki omset kecil 
dan menghadapi kendala internal dan eksternal untuk 
mengembangkan usahanya. 

Tipe II adalah mereka yang sebenarnya relatif memiliki 
kemampuan berusaha, tapi kurang memiliki kemauan. 
Mereka ini adalah orang yang bermental pengemis, yang 
senantiasa mengharapkan dan bahkan bergantung pada 
bantuan pihak lain. Tipe III adalah mereka yang mau 
berusaha tapi kurang memiliki kemampuan. Tipe ini adalah 
orang yang kebingungan bagaimana keluar dari kemiskinan 
karena ketiadaan sumberdaya yang dibutuhkan. Sedangkan 
Tipe IV adalah mereka yang tidak memiliki kedua-duanya. 
Kelompok ini adalah para fatalis yang mengaggap bahwa 
kemiskinan adalah suatu takdir yang tidak dapat diubah. 
Masingmasing tipe ini membutuhkan pendekatan 
pemberdayaan yang berbeda-beda. 

Beik dan Baga (2011) menyatakan bahwa 
pemberdayaan dhuafa Tipe I dibutuhkan untuk dapat 
mengembangkan usahanya, sehingga mereka dapat keluar dari 
garis kemiskinan. Penguatan social capital melalui 
pengembangan kerjasama sinergis dalam kelompok usaha 
bersama berbasis komunitas (seperti wilayah pemukiman, 
jamaah masjid, dan majelis ta'lim) sangat dibutuhkan untuk 


meningkatkan proses pembelajaran bersama (mutual learning) 
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dan sekaligus memperkuat posisi tawar (bargaining position) 
usaha mereka. Dengan berkembangnya kebersamaan 
(cooperativeness atau amal jama'i) ini, diharapkan mereka dapat 
keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan (sustainable). 

Adapun untuk ketiga tipe lainnya, harus dilakukan 
transformasi terlebih dahulu menjadi Tipe I, sebelum dapat 
dientaskan dari garis kemiskinan. Seringkali kegagalan 
program pemberdayaan produktif mustahik disebabkan oleh 
kelemahan dalam mengidentifikasi tipologi kaum dhuafa, 
sehingga program-program yang disusun menjadi kurang 
efektif. 

Selanjutnya, zakat juga dapat digunakan sebagai dasar 
sistem jaminan sosial modern. Menurut Billah (1995), ada 
dua tujuan utama sistem jaminan sosial modern ini. Pertama, 
untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dengan 
kelompok miskin, dan kedua, untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan melihat kedua 
tujuan ini, maka penulis berpendapat bahwa zakat dapat 
dimanfaatkan karena karakteristik zakat sangat cocok dengan 
pencapaian tujuan tersebut. Zakat akan menciptakan obligatory 
muzaki to mustahik transfer, yang menjadi basis bagi 
terciptanya jaminan sosial masyarakat. Untuk itu, peran 
negara menjadi sangat strategis, sebagai institusi yang mampu 
“memaksa” terjadinya proses transfer dari muzaki kepada 
mustahik. Hal ini sejalan dengan perintah Alguran yang 
menginginkan agar harta itu tidak berputar hanya di kalangan 
orangorang kaya saja (OS Al-Hasyr: 7). Konsep zakat ini 


sangat bertentangan dengan desain sistem ekonomi kapitalis, 
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yang menempatkan modal atau capital lebih superior 
dibandingkan dengan variabel lain, termasuk tenaga kerja 
(manusia). 

Secara empiris, sejumlah studi di Indonesia telah 
menunjukkan dampak positif pengelolaan zakat terhadap 
upaya pengentasan kemiskinan. Studi tersebut antara lain 
dilakukan oleh Beik (2009, 2010, 2013), Tsani (2010), 
Anriani (2010), Beik et al (2011) dalam buku Indonesia Zakat 
and Development Report 2011, Mintarti et al (2012) dalam 
buku Indonesia Zakat and Development Report 2012, dan 
Supardi (2012). 

Sebagai contoh, dalam studinya terhadap 1.195 rumah 
tangga mustahik penerima zakat di wilayah Jabodetabek, Beik 
(2013) menyimpulkan bahwa zakat mampu menaikkan 
pendapatan rumah tangga mustahik sebesar 8,94 persen. Daya 
beli rumah tangga mustahik juga mengalami kenaikan sebesar 
1,90 persen. Meski angka tersebut masih kecil, akibat 
penghimpunan zakat yang juga masih kecil, namun tren yang 
ditunjukkan sangat positif. Sedangkan Mintarti et al (2012), 
setelah melakukan studi terhadap 1.693 rumah tangga 
mustahik di lima provinsi, menunjukkan bahwa jumlah 
kemiskinan mustahik dapat dikurangi sebesar 21,11 persen, 
naik dibandingkan kinerja sebelumnya, yaitu 16,97 persen 
(Beik, 2013). Demikian pula dengan tingkat kedalaman dan 
keparahan kemiskinan mustahik yang juga dapat 
diminimalisir. Selanjutnya, dari sisi time taken to exit poverty, 


keberadaan program zakat mampu mempercepat upaya 
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pengentasan kemiskinan mustahik, dari 7 tahun menjadi 5,1 


tahun. 


Gambar 5.2. Time Taken To Exit Poverty 


Average Exit Time 


——tanpa zakat 


dengan zakat 


Economic Growth Rate 


Sumber : Mintarti et al (2012) 


Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang 
terintegrasi melalui institusi amil yang amanah, memiliki 
dampak positif terhadap upaya untuk mengurangi angka 
kemiskinan. Sekaligus hal ini membuktikan bahwa 
pengelolaan zakat harus dilakukan melalui lembaga, dan 
bukan secara perseorangan. Jika pengelolaan zakat dilakukan 
secara individu, maka dampak terhadap pengentasan 


kemiskinan akan sangat minimal. 
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5.4. Sistem Zakat Langsung vs Sistem Zakat Tidak Langsung 

Salah satu karakteristik ibadah zakat adalah 
penyebutan profesi amil secara eksplisit dalam OS At-Taubah: 
60. Ini menyiratkan fungsi amil yang strategis dalam 
pengelolaan zakat. Dari perspektif ekonomi, keberadaan amil 
ini menjelaskan pentingnya fungsi intermediasi (intermediary 
function) yang harus dijalankan oleh amil, untuk 
menghubungkan antara muzaki dengan mustahik. 

Sebelum membahas lebih dalam, ada baiknya kita 
mengkomparasikannya dengan sistem keuangan. Sebagaimana 
diketahui bersama, di dalam perekonomian terdapat dua unit 
utama, yaitu unit surplus dan unit defisit. Unit surplus adalah 
unit yang memiliki kelebihan dana, baik perseorangan 
maupun lembaga. Sedangkan unit defisit adalah unit yang 
membutuhkan dana, baik perseorangan maupun lembaga. 
Jika seseorang berpenghasilan Rp 15 juta/bulan dan biaya 
kebutuhan hidupnya mencapai angka Rp 10 juta/bulan, maka 
ia termasuk ke dalam unit surplus. Sebaliknya, jika seseorang 
atau sebuah perusahaan membutuhkan dana untuk investasi, 
sementara dana kas yang dimilikinya tidak cukup untuk 
melakukan investasi, maka ia termasuk ke dalam unit defisit. 

Keberadaan kedua unit dalam perekonomian ini 
membuka ruang bagi berkembangnya sistem keuangan. 
Karena itu, ilmu ekonomi kemudian mengenal sistem 
keuangan langsung, atau direct financial system (DFS), dan 
sistem keuangan tidak langsung, atau indirect financial system 
(IFS). Pada DFS, unit surplus langsung memberikan kelebihan 
dananya kepada unit defisit, sedangkan pada IFS, antara unit 
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surplus dan unit defisit terdapat lembaga perantara yang 
menjalankan fungsi intermediasi di antara kedua unit 
tersebut. Lembaga perantara ini disebut dengan lembaga 
keuangan, baik berupa bank maupun lembaga non-bank. 

Namun jika dibandingkan antara DFS dengan IFS 
dari perspektif ekonomi, maka IFS akan memiliki dampak 
yang lebih besar dan signifikan dibandingkan dengan DFS. 
Hal itu dikarenakan oleh sejumlah alasan. Pertama, mobilisasi 
dana pada IFS akan jauh lebih besar dibandingkan dengan 
mobilisasi dana pada DFS. Sebagai contoh, jika datang 
seseorang kepada anda meminta kredit sebesar Rp 5 juta 
untuk mengembangkan usahanya, dan anda belum pernah 
mengenal orang tersebut sebelumnya, maka dipastikan anda 
tidak akan memberikan uang Rp 5 juta kepada orang tersebut, 
meski anda memiliki uangnya. Kecuali kalau anda sudah 
mengenal dengan baik orang tersebut, maka anda dapat saja 
memenuhi permintaannya, baik secara keseluruhan maupun 
sebagian saja. Inilah yang terjadi pada DFS. 

Sebaliknya pada IFS, anda akan menempatkan surplus 
dana yang anda miliki pada institusi keuangan seperti bank, 
dengan penuh kepercayaan bahwa bank akan memanfaatkan 
dana tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan bisnis yang 
berlaku. Bank inilah yang nantinya akan menyalurkan kepada 
unit defisit, baik individu perseorangan maupun badan usaha 
yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya. 

Kedua, IFS dapat memfasilitasi pertumbuhan 
ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan DFS. Dengan 
dana yang terkonsolidasi di tangan lembaga keuangan, maka 
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lembaga keuangan akan dapat menggerakkan sektor riil 
perekonomian melalui skema penyaluran yang tepat dan 
menjangkau semua sektor dalam perekonomian. Berbeda 
dengan DFS, di mana belum tentu ia mampu menjangkau 
semua sektor perekonomian, terutama sektor yang bersifat 
padat modal dan teknologi. 

Ketiga, kemampuan IFS dalam menciptakan lapangan 
pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat jauh 
lebih baik bila dibandingkan dengan DFS. Dengan 
kemampuan IFS yang dapat menjangkau semua sektor, maka 
dipastikan hal ini akan mendorong job creation and opportunity 
yang lebih besar dan lebih masif dibandingkan dengan DFS. 

Dengan melihat analogi pada sistem keuangan di atas, 
ketika diterapkan pada sistem zakat, maka indirect zakat system 
(IZS) atau sistem zakat tidak langsung dipastikan akan 
memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan direct 
zakat system (DZS) atau sistem zakat langsung, terutama dari 
perspektif ekonomi dan kesejahteraan. DZS adalah sistem 
zakat di mana muzaki membayar langsung zakatnya kepada 
mustahik tanpa melalui perantara amil, sedangkan IZS adalah 
sistem zakat di mana muzaki membayarkan zakatnya kepada 
institusi amil, dan institusi amil ini kemudian 
menyalurkannya kepada mustahik. 

Meskipun DZS dan IZS sah secara figh, namun jika 
dilihat dari upaya pengentasan kemiskinan, DZS akan 
memiliki dampak yang jauh lebih kecil dan minimalis jika 
dibandingkan dengan IZS. Ketika dana zakat dapat 
dikonsolidasikan dengan baik oleh institusi amil, maka dana 
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tersebut dapat menggerakkan pengembangan usaha mustahik 
dengan lebih baik, sehingga mustahik akan lebih mudah 
ditransformasikan menjadi muzaki bila dibandingkan dengan 
DZS. 

Sebagai contoh, di suatu wilayah terdapat 100 muzaki, 
dan ratarata zakat yang dikeluarkannya adalah Rp 100 
ribu/bulan. Jika setiap muzaki menyalurkan zakatnya secara 
langsung kepada mustahik, maka seorang mustahik akan 
menerima dana Rp 100 ribu. Dengan jumlah itu, 
pertanyaannya, apakah sang mustahik akan sanggup 
mentransformasi dirinya menjadi muzaki? Berapa lama 
kekuatan uang Rp 100 ribu untuk menopang kebutuhan 
hidup diri dan keluarganya? Tentu saja sang mustahik tersebut 
tidak akan mampu bertahan dan mengubah kondisi hidupnya 
ke arah yang lebih baik pada jangka panjang, meski pada 
jangka pendek ia mungkin terbantu dengan bantuan sesaat 
tersebut. 

Bayangkan jika dana Rp 100 ribu/bulan tersebut 
kemudian dikumpulkan di tangan lembaga amil. Dari 100 
muzaki akan dapat diraih Rp 10 juta/bulan atau Rp 120 
juta/tahun. Dengan jumlah dana tersebut, maka amil dapat 
membuat program pemberdayaan ekonomi yang lebih baik 
dan lebih produktif, sehingga mustahik memiliki peluang 
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya secara 
lebih permanen. Peluang pengentasan kemiskinan pun 
menjadi lebih besar. 

Secara ekonomi, dampak multiplier yang dihasilkan 
akibat keberadaan institusi amil ini menjadi lebih besar. Daya 
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beli mustahik akan naik. Kenaikan daya beli ini akan 
mendongkrak permintaan secara agregat, sehingga ini akan 
menstimulasi pertumbuhan ekonomi karena akan direspon 
oleh sisi supply perekonomian. Kenaikan penawaran (supply) 
secara agregat akan meningkatkan lapangan kerja dan 
menyerap pengangguran, sehingga kesejahteraan masyarakat 
akan meningkat. Ketika masyarakat yang kesejahteraannya 
meningkat ini kemudian menunaikan kewajiban zakatnya 
melalui institusi amil, maka ini akan menciptakan lingkaran 
efek multiplier yang lebih besar lagi. Demikian seterusnya. 

Oleh karena itu, agar zakat ini dapat memberikan 
manfaat ekonomi yang lebih optimal, maka pandangan yang 
menyatakan bahwa “lebih afdhol membayar zakat langsung 
kepada mustahik tanpa melalui amil” harus dapat diubah dari 
masyarakat. Justru dengan membayar zakat langsung kepada 
mustahik, maka mustahik tersebut akan memiliki 
ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan sesaat, 
sehingga upaya mereduksi kemiskinan mustahik menjadi 
sangat sulit. Tabel 5.2. berikut ini merangkum perbandingan 
antara sistem zakat langsung (DZS) dengan sistem zakat tidak 
langsung (IZS). 


185 


Tabel 5.2. Komparasi Sistem Zakat Langsung dan Sistem 


Zakat Tidak Langsung 
No Indikator Sistem Zakat Sistem Zakat 
Langsung Tidak Langsung 
(Direct Zakat 
(Indirect Zakat 
System) 
System) 
1 | Figh Sah Sah 
2 | Konsolidasi dana | Lemah Kuat 
zakat 
3 | Multiplier effect | Minimalis Optimal 
terhadap 
perekonomian 
4 | Dampak terhadap | Kurang Besar 


pengentasan 
kemiskinan dan 


kesejahteraan 


Agar sistem zakat tidak langsung atau IZS ini dapat 
berkembang dengan baik, maka perlu didukung oleh regulasi 
dan perangkat hukum positif yang memadai, sehingga zakat 


tidak hanya bersifat wajib syari namun juga bersifat wajib 


siyasi. Wajib syar'i artinya kewajiban zakat itu adalah kewajiban 


agama yang akan terus berlaku hingga akhir zaman, meskipun 
sudah tidak ada lagi mustahik di dunia ini. Sedangkan wajib 
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siyasi berarti zakat telah dijadikan sebagai kewajiban warga 
negara melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan 
hukum yang berlaku di negara tersebut. Beik (2012) telah 
mengkonstruksi tiga model regulasi perzakatan yang 
berkembang di dunia saat ini, yaitu model komprehensif, 
model parsial dan model sekuler. Ketiga tipe regulasi zakat ini 
adalah sebagaimana digambarkan oleh Tabel 5.3. berikut ini. 


Tabel 5.3. Tiga Model Regulasi Zakat 


Regulasi Tipe I: Tipe II: 
Model Komprehensif Model Parsial 

Tanpa Tipe III: 

Regulasi Model Sekuler 


Sumber : Beik (2012) 


Berdasarkan tabel di atas, pada model komprehensif, 
suatu negara telah memiliki UU zakat secara khusus, dan 
setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, diwajibkan 
menunaikan kewajiban zakatnya. Kewajiban zakat ini sama 


dengan kewajiban pajak dalam perspektif hukum positif. Ada 
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ancaman sanksi, baik pidana maupun sanksi administratif 
apabila para wajib zakat ini tidak menunaikan kewajiban 
zakatnya. Selain itu, pada model komprehensif, terdapat 
sistem pengelolaan zakat yang terstandarisasi, efisien, 
terstruktur, terintegrasi, profesional dan akuntabel. 

Adapun pada tipe kedua, yaitu model parsial, negara 
telah memiliki UU zakat atau aturan lain tentang zakat, 
namun belum mewajibkan para wajib zakat ini untuk 
menunaikan kewajibannya dari perspektif hukum positif. 
Dengan kata lain, tidak ada ancaman sanksi bagi mereka yang 
tidak menunaikan kewajibannya. UU dan aturan zakat yang 
ada, lebih difokuskan pada aspek pengelolaan dan 
kelembagaan semata. 

Sementara pada tipe ketiga, yaitu model sekuler, negara 
sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan zakat, dan tidak ada 
aturan yang mengatur masalah zakat ini. Pengelolaan zakat 
sepenuhnya menjadi domain masyarakat, dan bebas dari 
intervensi negara. 

Posisi Indonesia saat ini berada pada tipe yang kedua 
(model parsial). Indonesia telah memiliki UU tentang 
Pengelolaan Zakat, dari UU No 38/1999 yang kemudian 
diganti oleh UU No 23/2011, namun tidak ada sanksi bagi 
para wajib zakat yang tidak memenuhi kewajiban zakatnya. 
UU yang sekarang lebih terfokus pada upaya penguatan sistem 
kelembagaan pengelola zakat, yang berada di bawah 
koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk itu, 
agar potensi zakat nasional dapat dioptimalkan, maka upaya 
mentransformasi model regulasi perzakatan, dari model 
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parsial menjadi model komprehensif, mutlak untuk 
dilakukan. Namun demikian, untuk saat ini, BAZNAS telah 
mengembangkan konsep sistem pengelolaan zakat nasional, 


sebagai realisasi dari UU No 23/2011. 
5.5. Zakat dan Keuangan Inklusif 


Salah satu isu penting yang berkembang cepat dalam 
kurun waktu beberapa tahun terakhir adalah financial inclusion 
atau keuangan inklusif. Munculnya isu ini dikarenakan 
semakin menguatnya kesadaran untuk memberi ruang dan 
akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang selama ini 
dianggap tidak bankable dan tidak memiliki prospek cerah 
sebagai nasabah kredit perbankan. Sebagai realisasi dari 
semangat keuangan inklusif, berkembanglah sejumlah 
lembaga keuangan mikro yang didesain khusus untuk 
memberi akses kredit dan pembiayaan kepada usaha mikro 
dan kecil, seperti koperasi dan BMT (Baytul Maal wat 
Tamwil). 

Dalam konteks tersebut, muncul gagasan untuk 
mengintegrasikan dan mensinergiskan lembaga keuangan 
mikro syariah (LKMS) dengan lembaga zakat, di mana zakat 
digunakan sebagai salah satu sumber dana utama pembiayaan 
mikro syariah. Gagasan untuk bersinergi ini merupakan 
sesuatu yang perlu mendapat sambutan dan apresiasi. Namun 
demikian, hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah 
pemahaman mengenai karakteristik lembaga zakat yang 
memang tidak sama dengan lembaga keuangan syariah (LKS), 
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termasuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti 
BMT. Perbedaan karakteristik tersebut adalah sebagaimana 
yang tergambar pada Tabel 5.4 berikut ini. 


Tabel 5.4. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah dan 


Lembaga Zakat 
No Lembaga Keuangan Lembaga Pengelola Zakat 
Syariah (LKS) dan Dana Sosial 
1 Orientasi pada profit Orientasi sosial 
2 Proses bisnis Proses pemberdayaan 
3 Pertumbuhan aset Pertumbuhan — penerima 
manfaat 
4 Good Corporate | Good Amil Governance 
Governance 


Berdasarkan tabel di atas, ada empat perbedaan 
mendasar antara LKS dengan lembaga pengelola zakat. 
Pertama, semua LKS, baik bank syariah maupun koperasi 
syariah memiliki orientasi pada profit. Hal ini sah-sah saja 
secara syariah, selama upaya menghasilkan profit ini 
didasarkan pada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya, 
dengan menggunakan strategi dan skema akad yang sesuai 
dengan ajaran Islam. Profit ini sangat terkait dengan 
sustainability (keberlanjutan) lembaga keuangan syariah. Tanpa 
profit, mustahil suatu LKS dapat bertahan dalam jangka 
panjang. Tentu saja ini berbeda dengan lembaga zakat yang 
memang berorientasi pada aspek sosial dan bersifat nirlaba. 
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Kedua, proses yang dijalankan oleh LKS adalah proses 
bisnis, sementara proses yang dijalankan oleh lembaga zakat 
adalah proses pemberdayaan. Proses bisnis ini direalisasikan 
melalui beragam transaksi keuangan syariah yang bersifat 
komersial, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan 
lainlain. Hanya skema gardhul hasan atau pinjaman tanpa 
bunga yang merupakan jenis transaksi yang bersifat “paling 
sosial”. Bahkan, pada lembaga keuangan syariah yang paling 
mikro sekalipun, mereka tetap berorientasi pada sisi 
komersial. Sebagai contoh, penggunaan akad murabahah 
kepada usaha mikro, di mana LKMS menetapkan, misalnya, 
marjin profit murabahah sebesar 1,5 persen per bulan. Hal ini 
tentu saja berbeda dengan lembaga zakat yang menempatkan 
aspek pemberdayaan mustahik sebagai core aktivitasnya, tanpa 
pernah memikirkan sisi komersial dari pemberdayaan 
tersebut. 

Karena LKS menjalankan proses bisnis, maka aspek 
manajemen risiko menjadi sesuatu yang krusial, bahkan 
terhadap usaha yang paling mikro sekalipun. Berbeda dengan 
lembaga zakat yang tidak mengenal istilah manajemen risiko 
di dalam melakukan pemberdayaan mustahik. Hal ini 
disebabkan oleh karakter dasar dana zakat yang memang 
menjadi milik mustahik sepenuhnya. 

Ketiga, indikator utama perkembangan lembaga 
keuangan syariah adalah pada pertumbuhan aset, sementara 
pada lembaga zakat, indikator yang paling dominan adalah 
beneficiaries coverage atau jumlah penerima manfaat. LKS harus 


membidik sektorsektor usaha yang paling prospektif dan 
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ekonomis, sebelum mengucurkan pembiayaan. Berbeda 
dengan lembaga zakat, di mana fokus utamanya adalah pada 
berapa banyak mustahik yang dapat dijangkau dan 
dikelolanya. 

Keempat, LKS menerapkan good corporate governance 
(GCG) dalam aktivitasnya, sementara lembaga zakat 
menerapkan konsep good amil governance (GAG). Ada 
perbedaan filosofis dan praksis diantara GCG dengan GAG. 
Cara berpikir corporate tidak sama dengan cara berpikir amil. 
Sebagai contoh, di antara cara berpikir corporate adalah 
bagaimana meminimalisir pembiayaan bermasalah (non 
performing financing atau NPF). Analisis prapembiayaan atau 
studi kelayakan suatu proyek menjadi faktor yang sangat 
penting. Jika menguntungkan, maka pembiayaan akan segera 
dikucurkan. Jika dianggap tidak menguntungkan, maka 
pembiayaan tidak akan diberikan. Secara syariah, hal tersebut 
sah dan tidak ada masalah. 

Namun demikian, logika ini sangat berbeda dengan 
cara berpikir amil yang tidak memikirkan studi kelayakan 
sebuah proyek bisnis mustahik sebelum memutuskan apakah 
akan membantu mustahik dengan zakat atau tidak. Fokus 
utama amil justru pada bagaimana menumbuhkan etos kerja 
dan karakter mustahik yang memenuhi standar akhlakul 
karimah, sehingga mereka mempunyai daya juang yang kuat 
untuk mau berusaha. Jika karakter ini sudah terbentuk, maka 
amil tinggal memberikan pendampingan teknis, manajerial 


dan akses pasar, agar hasil usaha mustahik ini dapat dijual 
dengan layak dan baik. 
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Dengan melihat karakteristik yang berbeda, maka 
logika pengelolaan LKS tidak boleh disamakan dengan logika 
pengelolaan zakat. Mencampuradukkan kedua logika ini 
hanya akan menimbulkan kerancuan dan kekeliruan pada sisi 
praktik. Karena itu, biarkan LKS tumbuh dan berkembang, 
termasuk dari sisi profit dan asetnya. Jangan paksakan LKS 
berubah menjadi lembaga sosial, sehingga LKS menjadi 
stagnan dan tidak berkembang. Juga jangan paksakan LKS 
untuk mengelola zakat, karena itu bukan kompetensi 
utamanya. Sebaliknya, lembaga zakat juga tidak boleh dikelola 
dengan menggunakan logika bisnis komersial. Sebagai contoh, 
lembaga zakat dilarang memberikan imingiming hadiah 
untuk mereka yang berzakat dan berinfak ke lembaga tersebut. 
Imingiming hadiah hanya cocok untuk LKS. Biarkan lembaga 
zakat berkembang sebagai lembaga sosial dan pemberdayaan 
yang hakiki. 

Oleh karena itu, yang perlu dikembangkan adalah 
kerjasama antara LKS dengan lembaga zakat. Baik LKS 
maupun lembaga zakat harus fokus pada fungsinya masing 
masing. LKS harus maju, besar dan berkembang. Tinggal 
nanti zakat, infak dan sedekah LKS diserahkan secara penuh 
kepada lembaga zakat untuk dikelola dan disalurkan, tanpa 
dikaitkan dengan kepentingan jangka pendek LKS tersebut. 

Selain itu, kerjasama antara LKS dan lembaga zakat 
terletak pada segmentasi target sasaran. Untuk kelompok the 
boorest of the poor dan kelompok the poor, maka lembaga zakat 
harus tampil di depan, agar kedua kelompok ini dapat 
dipersiapkan menjadi kelompok yang nantinya memiliki 
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kelayakan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga 
keuangan syariah (LKS). 


5.6. Zakat dan Ketahanan Nasional 


Persoalan ketahanan nasional adalah persoalan yang 
sangat krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. 
Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu negara 
di dalam mengembangkan kemampuan untuk menghadapi 
segala bentuk ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun 
luar negeri. Selama ini orang sering memahami bentuk 
ancaman ini dalam konteks ancaman fisik dan militer semata, 
karena itu berkaitan dengan wilayah teritorial dan kedaulatan 
negara. Padahal, di tengah kompleksitas persoalan global saat 
ini, bentuk ancaman terhadap ketahanan nasional menjadi 
sangat beragam. Salah satunya adalah kemiskinan dan 
kesenjangan pendapatan. 

Menurut mantan Asisten Menlu AS Susan E Rice, 
kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu bentuk 
ancaman terbesar bagi stabilitas politik dan keamanan dunia. 
Kemiskinan telah digunakan sebagai media yang efektif dalam 
mengembangkan kejahatan transnasional yang terorganisir 
dengan rapi, seperti perdagangan manusia (human trafficking) 
dan bisnis narkotika internasional. Ia mengingatkan bahwa 
peningkatan angka kejahatan ini dari waktu ke waktu telah 
menciptakan gangguan keamanan internasional yang sangat 


serius. 
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Sementara itu di sisi lain, kemiskinan juga memiliki 
korelasi yang sangat kuat dengan anarkisme dan kekerasan 
sosial. Menurut ekonom Afrika, Joachim Buwembo (2008), 
kemiskinan yang terjadi di negara Kongo, merupakan akar 
penyebab utama berlarutnya anarkisme dan konflik sosial di 
negara tersebut. Konflik bersenjata yang terjadi antar 
kelompok masyarakat, mengindikasikan betapa rapuhnya 
ketahanan nasional negara yang terletak di benua Afrika 
tersebut. Akibatnya, aktivitas perekonomian menjadi 
terhambat, dan upaya pembangunan pun menjadi sangat sulit. 

Demikian pula dalam konteks Indonesia. Bagi kita, 
memerangi kemiskinan merupakan sebuah keharusan, sebagai 
upaya untuk memperkuat ketahanan nasional. Rapuhnya 
solidaritas sosial akhir-akhir ini, yang ditandai dengan 
beragam konflik horizontal yang merenggut korban jiwa, 
merupakan cerminan mulai memudarnya semangat persatuan 
dan persaudaraan di antara sesama komponen bangsa. 
Kondisi ini, jika dibiarkan berlarutlarut tanpa penyelesaian 
yang jelas, berpotensi menciptakan disintegrasi sosial yang 
lebih dalam. Stabilitas ketahanan nasional pun menjadi 
taruhannya. 

Karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, 
diperlukan penanganan yang efektif melalui instrumen 
kebijakan yang tepat. Pendekatan kebijakan pembangunan 
ekonomi yang selama ini dilakukan, masih belum sepenuhnya 
berhasil di dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, 
integrasi zakat ke dalam kebijakan ekonomi nasional 
merupakan jalan keluar yang terbaik. Islam telah mengajarkan 
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bahwa zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki 
implikasi sosial ekonomi yang sangat luar biasa. 

Zakat akan menumbuhkan sikap empati dan 
solidaritas sosial yang kuat terhadap nasib sesama. 
Ketenteraman dan keamanan sosial akan tercipta manakala 
mekanisme sharing dari kelompok kaya kepada kelompok 
miskin berjalan dengan baik (OS At-Taubah: 71 dan 103). 
Egoisme individu, yang seringkali menghambat kebersamaan 
dan kerukunan sosial, akan dapat dikikis melalui pelaksanaan 
ibadah ini (OS An-Nisaa': 37). Karena itu, kita meyakini 
bahwa integrasi zakat dalam pembangunan nasional, akan 
memberikan multiplier effect yang sangat positif terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus terhadap 
penguatan ketahanan nasional. 
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BAB VI 


HUBUNGAN ZAKAT 
DENGAN PAJAK 
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BAB VI 
HUBUNGAN ZAKAT DENGAN PAJAK 


6.1. Zakat dan Pajak dalam Islam 
Dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang 


menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran 
negara, yaitu zakat, yang wajib bagi setiap muslim yang 
mampu (£,4 —-l3) dan pajak yang wajib bagi setiap warga 
negara ((suliw cwrl3). Meskipun demikian kewajiban pajak dan 
kewajiban memiliki dua dasar pijakan yang berlainan. Zakat 
mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik 
dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak 
berpijak pada peraturan perundangundangan yang 
ditentukan oleh Ulil Amri/pemerintah menyangkut 
pemungutan maupun penggunaannya. 

Seperti halnya zakat yang merupakan rukun Islam, 
umat Islam sejak abad pertama hijriah telah mengenal pajak 
dengan sebutan kharaj (pajak hasil bumi/tanaman), sedang 
pajak dalam pengertian umum disebut dharibah (Inggris: tax). 
Dalam tradisi Islam pajak terdiri atas Kharaj (pajak 
bumi/tanaman), Usyur (pajak perdagangan/bea cukai), dan 
Jizyah (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup di dalam 
naungan negara/pemerintahan Islam). Dengan demikian, jika 
ada pendapat yang menyatakan bahwa pajak tidak ada dalam 
Islam, pendapat semacam itu memiliki landasan yang lemah. 

Hubungan zakat dan pajak di dalam Islam pernah 
dibahas dalam Seminar Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
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tahun 1990 oleh almarhum Prof. KH Ibrahim Hosen, LML 
(Ketua MUI/Ketua Komisi Fatwa MUI). 

Menurut Ibrahim Hosen yang menamatkan 
pendidikan pada Fakultas Syariah Universitas A-Azhar Cairo - 
Mesir itu: 

“Islam begitu hadir, di tengahtengah masyarakat telah 
hidup bermacam-macam aturan, budaya, adat istiadat dan lain 
sebagainya. Dalam menghadapi masalah ini ada tiga macam sikap 
Islam, (a) Halhal yang bertentangan dengan Islam ditolak secara 
tegas. (b) Hal-hal yang bertentangan akan tetapi sudah membudaya 
dan mengakar di masyarakat ditolak dengan cara bijaksana, yaitu 
dibenarkan untuk sementara, tetapi dicarikan jalan penyelesaian 
dan pemecahan untuk menuju kepada penghapusan sama sekali. (c) 
Yang tidak berlawanan dengan Islam diteruskan, dilestarikan dan 
disempurnakan. Contohnya seperti Pajak.” 

Ibrahim Hosen menjelaskan, “Pajak adalah aturan atau 
sistem yang dapat dibenarkan oleh Islam. Jauh sebelum Islam 
datang, sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejarah umat 
manusia. Setelah Islam datang, sistem pajak yang ternyata banyak 
manfaat dan maslahatnya ini eksistensinya diakui, dibenarkan dan 
disempurnakan. Tidak dapat dijadikan dalil bahwa apabila zakat 
telah dibayar maka kewajiban pajak gugur, atau sebaliknya, bila 
pajak telah dibayar maka zakat menjadi gugur. Warga negara 
Indonesia yang beragama Islam berkewajiban mengeluarkan zakat 
sebagai realisasi pelaksanaan perintah agama dan berkewajiban pula 
membayar pajak sebagai realisasi ketaatan kepada Ulil 
Amri/pemerintah yang juga diwajibkan oleh agama. Islam memberi 
wewenang kepada Ulil Amri/pemerintah untuk mengelola zakat dan 
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bajak.” (Mimbar Ulama, Edisi No. 150, Zulhijjah 1409 H - 
Juli 1990). 

Setahu penulis pada semua negara muslim dewasa ini 
hubungan antara zakat dan pajak sudah tidak menjadi 
problem, baik dalam ranah hukum maupun penerapannya di 
masyarakat. Dewan Penelitian Keislaman (Islamic Research 
Assembly) Universitas Al-Azhar Cairo - Mesir mengeluarkan 
fatwa bahwa pajak untuk kepentingan negara tidak dapat 
menggantikan pembayaran zakat yang wajib hukumnya dalam 
Islam. 

Negara lainnya yaitu Kuwait. Pemerintah Kuwait tidak 
mengenakan pajak kepada warga negaranya karena anggaran 
pendapatan dan belanja negara dengan hasil penjualan 
minyak sudah sangat surplus. Dalam pelaksanaan zakat, 
banyak warga Kuwait yang membayar zakat secara individual 
kepada orang yang mereka kehendaki sesuai ketentuan agama. 
Namun para ulama setempat tetap membedakan antara 
kewajiban zakat dan pajak. Pemerintah Saudi Arabia juga 
tidak mencampuradukkan zakat dan pajak dalam kebijakan 
fiskalnya, meski kedua sektor ini ditangani melalui satu 
institusi di bawah Kementerian Keuangan. 

Dalam kaitan di atas menarik disimak Dr. Syaugi 
Ismail Sahata dalam buku Penerapan Zakat dalam Dunia 
Modern membahas boleh tidaknya memungut pajak di 
samping zakat. Ia menunjuk pendapat Prof. Dr. Muhammad 
Abu Zahrah yang menyanggah pendapat sebagian ulama 
bahwa pajak-pajak yang berlaku di negara-negara Islam adalah 
berfungsi sebagai zakat. Pendapat seperti itu menurutnya tidak 
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sesuai dengan tujuan hakiki disyariatkannya zakat dalam 
Islam. Kewajiban zakat adalah untuk menanggulangi 
kemiskinan, membantu orang-orang fakir dan memenuhi 
kebutuhan kaum melarat, dan juga untuk membiayai 
kelancaran dakwah Islam, di mana hal itu tidak termasuk 
bidang-bidang yang dibiayai dengan pajak. Sekalipun ada 
sedikit pembelanjaan pajak untuk kaum dhuafa, tetapi 
sifatnya sekunder dan bukan tujuan utama. Pemungutan 
pajak di samping zakat adalah boleh, sesuai dengan prinsip al. 
mashalihul mursalah. 


6.2. Sinergi Pembayaran Zakat dan Pajak 


Sistem administrasi perpajakan dan pelayanan pajak di 
negara kita dari waktu ke waktu mengalami penyempurnaan dengan 
hadirnya inovasi dan terobosan sesuai dengan motto baru 
Direktorat Jenderal Pajak, yaitu “Pajak Menyatukan Hati, Membangun 
Negeri”. Sebagai contoh dapat disebutkan, hadirnya Sistem 
Pendaftaran Wajib Pajak secara Online (atau eRegistration). Sistem 
tersebut bagi para Wajib Pajak berfungsi sebagai sarana pendaftaran 
secara online, dan bagi Petugas Pajak berfungsi untuk memproses 
pendaftaran Wajib Pajak. Selain itu diluncurkan aplikasi e-Filing, 
yaitu penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) atau Pemberitahuan 
Perpanjangan SPT Tahunan secara online dan real time melalui 
Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). 

Para wajib pajak (WP) yang beragama Islam sebetulnya 
dapat pula memanfaatkan kemudahan pelayanan pembayaran zakat 
sebagai pengurang penghasilan brutto. Dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011, pengampulan, pendistribusian -dan 
pendayagunaan zakat dilakukan secara terintegrasi di bawah 
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koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Bagi para wajib 
pajak orang pribadi dan badan yang beragama Islam, pembayaran 
zakat dan pajak merupakan dua entitas yang paralel sebagai 
kewajiban keagamaan dan kewajiban selaku warga negara. Sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan 
zakat, bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS 
atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 
tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib 
Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Brutto, disebutkan 
bahwa meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib 
Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib 
Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam 
kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk 
atau disahkan oleh Pemerintah 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan, juga ditetapkan pengecualian dari objek 
pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang 
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang 
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh 
penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang 
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang 
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan 
oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang 
berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 

Setelah lebih dari sepuluh tahun pemberlakuan zakat 
sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), belum dirasakan 
pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap pencapaian target 
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penerimaan pajak maupun peningkatan kesadaran umat Islam 
untuk membayar zakat melalui amil yang resmi. Ini mengisyaratkan 
perlunya evaluasi dan penyempurnaan tata cara atau aspek teknis 
dari kebijakan tersebut. 

Sejalan dengan inovasi layanan pajak dan zakat 
sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini, perlu dilakukan 
terobosan implementasi pembayaran zakat sebagai pengurang 
penghasilan brutto. Untuk itu regulator dan operator pajak, yakni 
Kementerian Keuangan RI c.g. Direktorat Jenderal Pajak, regulator 
pengelolaan zakat, yakni Kementerian Agama RI, dan operator 
pengumpulan zakat, yakni BAZNAS yang diberi kewenangan oleh 
undang-undang untuk mengkoordinasikan pengelolaan zakat secara 
nasional, perlu secara bersama-sama merumuskan perbaikan 
mekanismenya. 

Sinergi pembayaran zakat dan pajak diharapkan akan lebih 
mendorong peningkatan penerimaan zakat dan pajak secara 
proporsional. Di samping itu melalui mekanisme ini Pemerintah 
akan memperoleh data yang komprehensif tentang potensi zakat 
dan pajak, sedangkan dalam jangka panjang akan mewujudkan 
efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan zakat dan pajak yang 
selama ini seolah merupakan dua “dunia” yang berjarak. 

Sinergi pembayaran zakat dan pajak, dengan headline 
implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan brutto, 
mencakup empat tahapan proses, yaitu: Pertama, sinergi kegiatan 
sosialisasi pajak dan zakat. Kedua, sinkronisasi data muzaki dan 
wajib pajak. Ketiga, kemudahan layanan pembayaran zakat dan 
pajak, dan Keempat, pelaporan zakat dan pajak secara simultan. 

Untuk merealisasikan keempat hal di atas, dibutuhkan 
instrumen, seperti Peraturan Bersama Menteri atau SKB antar- 


lembaga terkait, penyesuaian form SPT masa (formulir S1770), 
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iekeningkhusassskar'yang diskoi Kementerian Kenangan sebagai 
rekening zakat nasional, kesiapan BAZNAS untuk diaudit menurut 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta standarisasi 
Bukti Setor Zakat (BSZ) yang baku dan dapat dicek validasinya oleh 
Kantor Pelayanan Pajak (KP) di seluruh Indonesia. Jika wajib pajak 
memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak), dan Muzaki memiliki 
NPWZ (nomor pokok wajib zakat). Penulis yakin, hal itu tidak sulit 
diwujudkan kalau semua pemangku kepentingan memandang 
sinergi pembayaran zakat dan pajak dari sudut pandang 
kepentingan kesejahteraan rakyat yang lebih luas, bukan 
kepentingan sektoral yang terbatas. Jangan menganggap zakat 
sebagai saingan pajak. 

Penulis ingin menggarisbawahi pernyataan Dirjen 
Pajak Fuad Rahmany ketika membuka Seminar Sinergi 
Pemungutan Pajak Penghasilan dan Zakat di kantor pusat 
Direktorat Jenderal Pajak tanggal 19 Agustus 2011, antara lain 
mengingatkan masyarakat muslim untuk memenuhi dua 
kewajibannya yaitu membayar zakat dan pajak. Orang muslim 
itu harus membayar pajak dan zakat. Yang satu urusan negara 
dan satu lagi urusan agama. Penghitungan besar zakat dan 
pajak merupakan hal yang penting agar bisa mengetahui besar 
kewajibannya. Bagaimana menghitung zakat dan pajak ini, itu 
isu yang harus kita pikirkan. Jadi orang ingat kewajibannya 
baik kepada negara maupun agama. 

Harapan Dirjen Pajak di atas Insya Allah dapat terealisasi 
melalui sinergi pembayaran zakat dan pajak. Demikian sebagai input 
bolicy yang perlu terus diwacanakan ke depan hingga terlembaga 
menjadi kebijakar: 
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Yang perlu disadari bahwa pajak yang dipungut oleh para 
petugas pajak dan zakat yang dipungut oleh para amil zakat, kedua- 
duanya adalah harta AMANAH yang harus disalurkan sesuai 
dengan peruntukannya. Tidak boleh ada penyelewengan sedikit 
pun. Keduaduanya harus dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

Petugas pajak yang mengkorupsi uang pajak adalah sama 
buruknya dengan amil zakat yang mengkorupsi uang zakat. Kedua- 
duanya adalah orang yang dianggap khianat di dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya yang sangat dilarang oleh ajaran Islam. 
Dosanya (jika tidak bertaubat) bersifat duniawi dan ukhrawi. 
Perhatikan firman-Nya dalam OS An-Nisaa': 58 dan OS Al-Anfal: 
27. 


Git piaS3 Ii kadal Jl BULAN asi oi (Sa | 
AN El Sling Uas dil GI Jiadh 3535 OI MI 

KOA selai) Tyas Laras OS 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 


Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (OS 
An-Nisaa': 58). 
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is33453 UskslG Al WA5 Y Iga Sad wi 6 
LV Jl Ookla3 gatal 5 ASUS 


“Hai orangorang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat- 
amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (OS Al- 
Anfal: 27). 
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BAB VII 
SISTEM PENGELOLAAN 
ZAKAT NASIONAL 


BAB VII 
SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL 


7.1. Bangunan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional 

Setiap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya 
memuat ketentuan-ketentuan tentang sesuatu sebagai satu- 
kesatuan sebuah sistem. Bahkan dalam beberapa undang-undang, 
kata sistem menjadi bagian nama dari undang-undang tersebut 
seperti UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional. Demikian juga muatan dalam UU Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Zakat pada dasarnya menggambarkan 
sistem pengelolaan zakat nasional. 

Salah satu penggambaran sistem yang komprehensif adalah 
rumah atau bangunan yang utuh dan kokoh yang terdiri atas 
pondasi, tiang dan dinding, serta atap. Dalam penggambaran Islam 
yang komprehensif, Islam sering digambarkan laksana bangunan 
yang utuh, indah dan kokoh di mana Rukun Iman sebagai 
pondasinya, dan Rukun Islam sebagai tiang dan dindingnya, serta 
akhlak mulia sebagai atapnya. 

Sebagaimana gambaran sistem tersebut di atas, maka sistem 
pengelolaan zakat nasional yang terkandung dalam UU Tentang 
Pengelolaan Zakat dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada 
Tabel 7.1. 
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Tabel 7.1. Sistem Pengelolaan Zakat Nasional 


Atap Tujuan pengelolaan zakat: 

“Y Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 
#Siayanasi dalam penpeloban sabat dan 

Y Meningkatkan manfaat zakat untuk 
fiewujodkan'kessjahteraan msiyarakat dani 
peninggulangan kemiskinan: 


Tiang/Dinding | Pengelola zakat: 

“BAZNAS dan LAZ serta UPZ 

Fungsi pengelola zakat: 

Y perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban atas 
pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat 


Pondasi Asas pengelolaan zakat 
“ Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, 
keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan 


akuntabilitas. 


Dalam bentuk bangunan, sistem pengelolaan zakat nasional 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 7.1. Bangunan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional 


Meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 

pengelolaan zakat & manfaat zakat untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
dan penanggulangan kemiskinan. 


Perencanaan 


Pengumpulan 
Pelaksanaan 


Pengendalian Pendistribusisan K 
"Pelaporan A 
Pertanggungjawaban Pendayagunaan 7 


Asas: 
Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan: 
Keadilan, Kepastian hukum: Terintegrasi, Akuntabilitas. 


Sistem pengelolaan zakat nasional hanya akan terwujud 
dengan kokoh, efektif, dan efisien manakala dipahami dan 
diimplementasikan dengan baik dan benar oleh setiap muslim dan 
terutama oleh para pengelola zakat. Berikut sistem pengelolaan 


zakat nasional secara lebih rinci yang perlu sama-sama dipahami. 
7.2. Tujuan Pengelolaan Zakat 

Tujuan Pengelolaan Zakat memberikan arah dan apa yang 
harus dicapai dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Tujuan 


Pengelolaan Zakat merupakan tolok ukur berhasil atau tidak para 
pengelola zakat dalam mengemban amanah mengelola zakat. 
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UU Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa 
senyelelaan. zakar bertujuan. (ji meningkatkan "ekektbitas deni 
fisicisi' pelayanan dalain pengelolaan sakat Han (0) msningkatksi 
Manis sekat anrak muka Jesejakreraan Shukrnakse dari 
pentnypdlangan Kealekinah. Tujuan per mengellkan zakat 
Keikale dagin mengandalkan Genvalicn Zikatyanu bebasil 
dikumpulkan soleh 'para. pengelola Sekar. harus)-terus Inesingkar 
hingga mencapai potensi yang ada. Proses sosialisasi-edukasi kepada 
masyarakat tentang zakat dan pembayaran melalui pengelola zakat 
serta pelayanan muzaki harus dilakukan terus-menerus, efektif, dan 
efisien. Harus dihindari sosialisasi-edukasi yang mengarah kepada 
promosi kompetisi bisnis antar para pengelola zakat yang cenderung 
menimbulkan — pertanyaan — masyarakat — terkait — sumber 
pendanaannya. 

Tujuan kedua pengelolaan zakat khusus terkait penyaluran 


zakat. Penyaluran zakat yang terangkum dalam dua tujuan 
pengelolaan zakat sekaligus, menggambarkan bahwa keberhasilan 
pengelolaan zakat yang paling utama adalah bahwa bagaimana 
manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, bahwa zakat 
berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan, dan 
bahwa zakat menjadi kontribusi umat Islam mewujudkan peran 
Negara dalam mensejahterakan fakir-miskin dan anak-anak 
terlantar. Inilah tujuan utama pengelolaan zakat dan inilah yang 
harus menjadi kriteria utama dalam mengukur keberhasilan 
pengelolaan zakat. 

Didahulukannya ayat tentang mustahik 
zakat/pendistribusian zakat (O.S. At-Taubah: 60) baru kemudian 
ayat tentang pengumpulan zakat (OS. At-Taubah: 103) 
menggambarkan keberhasilan Amil Zakat bukan sekedar ditentukan 
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oleh besarnya pengumpulan, tetapi justru oleh pendistribusiannya 
dirasakan manfaat sebesar-besarnya oleh mustahik. 


7.3. Asas Pengelolaan Zakat 


Dalam rangka mencapati tujuan pengelolaan zakat 
sebagaimana dijelaskan di atas, UU Nomor 23 Tahun 2011 
menetapkan bahwa ada tujuh asas pengelolaan zakat yang harus 
menjadi pondasi pengelolaan zakat nasional. Ketujuh asas tersebut 
adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian 


hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Asas adalah pondasi yang 

akan menentukan kuatlemahnya, besar-kecilnya, dan bagus- 

buruknya bangunan di atasnya. Dan asas merupakan ruh bagi niat, 
pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Pemahaman asas ini akan 
menentukan visi, misi, positioning, budaya, dan strategi para 
pengelola zakat. 

Tujuh asas tersebut bermakna: 

(1) Pengelolaan zakat harus dipahami dan diniatkan sebagai 
penegakan rukun Islam dan pelaksanaan ibadah, yang sekurang- 
kurangnya mencakup pengertian sebagai berikut: 

a. Menunaikan zakat berarti menegakkan Islam dan 
mengingkari zakat berarti menghancurkan Islam. Zakat 
merupakan kewajiban beragama bagi setiap muslim yang 
telah memenuhi syarat dan bukan sesuatu yang semata- 
mata sifatnya sukarela. (Lihat O.S. At-Taubah: 5 dan 11). 

b. Pembayaran zakat oleh muzaki dan penyaluran zakat 
kepada mustahik harus memenuhi syarat dan rukun karena 
zakat adalah ibadah dan bukan sumbangan yang dapat 
dilakukan sekehendak muzaki atau amil 
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(2) Zakat sebagai kewajiban harta yang harus diambil (dipungut) 


(8 


iniernertukani peran Negara. Sebagaimana Fatwa MUI NorsorB 
Tahun 2011 tentang AMIL ZAKAT bahwa Amil Zakat adalah 
(aji sotirang” ata “sekelbindak Torang, yang “dladgkat celah 
Pemerintah atau (b) seseorang atau sekelompok orang yang 
dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk 
inengelels pelakkihasnyibadah zakar Contah "tindakan “tegas 
Abi Bakar “sebagat Khaligh terhadan para pembangkang 
kewajiban akik 

Pengelola zakat (amil) adalah perantara muzaki dengan 
mustahik dan bukan pemilik harta zakat. Pemenuhan 
kebutuhan amil tidak boleh melebihi hak amil apalagi 
mengorbankan hak mustahik. 


(4) Amil harus dapat dipercaya sebagai bukti ia amanah. Dan agar 


(5 


dipercaya, maka amil harus memiliki kompetensi dalam 
pengelolaan zakat, jujur, transparan, dan merupakan 
badan/lembaga resmi yang mendapat izin. Kompetensi yang 
harus dimiliki amil meliputi pengetahuan dan kemampuan 
teknis tentang hukum-hukum -akat dan hal lain yang terkait 
dengan tugas amil zakat. 
Penyaluran zakat harus memberikan sebesar-besarnya manfaat 
bagi mustahik dan dilakukan secara adil. Penyaluran zakat 
harus mencakup mustahik yang mau meminta maupun yang 
menahan diri dari meminta (perhatikan OS Al-Maarrij: 24-25). 
Oleh karena itu, beberapa hal berikut sangat penting untuk 
para pengelola zakat dalam penyaluran zakat: 
a. Menjadi kebutuhan mendesak para pengelola zakat 
memiliki data base mustahik yang lengkap dan terintegrasi. 
b. Berbagai bentuk program yang digulirkan sebagai 
pelaksanaan penyaluran harus berbasiskan kebutuhan para 
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(6) 


(7, 


(8, 
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mustahik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 
Mempertimbangkan kondisi mustahik, maka penyaluran 
dalam bentuk santunan (konsumtif) dan pemberdayaan 
(produktif) harus dilakukan secara proporsional dan 
berkesinambungan. 

c. Standar kriteria dan pelayanan mustahik yang berlaku di 
setiap pengelola zakat harus sama sehingga tidak terjadi 
mustahik merasa nyaman dengan satu pengelola zakat dan 
merasa tidak enak dengan pengelola zakat yang lain. 

Dalam pengelolaan zakat harus terdapat jaminan kepastian 
hukum bagi mustahik dan muzaki. Setiap pembayaran zakat 
dari muzaki dicatat dan disalurkan oleh pengelola zakat sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya 
meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat. Hirarkis bermakna bahwa BAZNAS yang 
berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara 
nasional dan masyarakat melalui LAZ. Hirarkis tidak berarti 
sentralisasi dan dilaksanakan dalam bentuk rekomendasi proses 
pemberian izin dan pelaporan pengelolaan zakat secara 
berjenjang. Oleh karena itu perlu standar yang sama dan sinergi 
antara pengelola zakat dalam pengelolaan zakat nasional. 

Pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan dan 

diakses oleh masyarakat. Berikut ini beberapa syarat agar para 

pengelola zakat dapat memenuhi asas akuntabilitas: 

a. Setiap pengelola zakat harus memiliki Standard Operating 
Procedure (SOP) yang jelas dan tertulis 

b. Setiap pengelola zakat wajib membuat laporan tahunan, 


baik laporan keuangan maupun laporan kinerja. 


& “Tapem Tebungan. disudit daa" mnendabar optik, dadi 
engan, 

H& Tapomil tehutan “disampaikan sesuai baknkdan dari 
dipublikasi sekmskiasyi meli. “berbagai. medik 
informasi. 

& Setanpengds asah menilik pejabar pengelola tifsrmasi 
Jaa data (PPID) ami menujudkun keebukuan taformasi 
publk. 


7.4. Organisasi dan Fungsi Amil Zakat 

Setelah kita memahami Tujuan dan Asas Pengelolaan 
Zakat, kita perlu memahami siapa yang menjadi Amil zakat, apa 
tugas dan fungsi Amil zakat, bagaimana Amil zakat harus mengelola 
zakat, dan apa sanksi bagi para Amil zakat kalau mereka tidak 
mengelola zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. Tulisan ini menjelaskan secara umum siapa dan apa 
tugas dan fungsi Amil zakat. 

UU Tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa 
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas 
pengelolaan zakat secara nasional. Di samping itu, masyarakat dapat 
membentuk lembaga amil zakat (LAZ). Dengan demikian, dapat 
kita pahami bahwa Amil zakat bukan orang per seorangan 
melainkan badan atau lembaga, yakni BAZNAS atau LAZ. BAZNAS 
dan LAZ-lah sebagai pelaku utama yang mendapat amanah 
mewujudkan Tujuan Pengelolaan Zakat. 

Kaitannya dengan UPZ BAZNAS yang berasal dari 
Kementerian, BUMN, Masjid, dan Lembaga Pendidikan memiliki 
peran yang sama bahkan menjadi ujung tombak BAZNAS. 

BAZNAS dan LAZ menyelenggarakan fungsi perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas 
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pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan atas zakat sesuai 
posisi masingmasing. Kewajiban BAZNAS dan LAZ untuk 
melaksanakan fungsi tersebut dengan dijiwai Asas Pengelolaan Zakat 
dan menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang efektif dan efisien 
sehingga terwujud Tujuan Pengelolaan Zakat. 
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BAB VIII 


AGENDA PERZAKATAN 
NASIONAL 


BAB VIII 
AGENDA PERZAKATAN NASIONAL 


Seperti telah dikemukakan pada bab yang lalu, 
bahwa dalam rangka menggali potensi zakat yang begitu besar, 
sehingga dampak positifnya akan dirasakan oleh masyarakat, 
terutama fakir miskin dan mustahig zakat lainnya, maka 
BAZNAS akan melakukan langkah-langkah program dalam 
agenda perzakatan nasional, yang juga diikuti oleh badan amil 


zakat daerah dan lembaga amil zakat, sebagai berikut: 


Sosialisasi dan Edukasi 

Mencakup pengertian, hikmah, manfaat, obyek, 
dan regulasi pengelolaan zakat, serta zakat dan pajak. 
Kampanye berzakat melalui amil (BAZNAS dan LAZ). Peran 
(amil) zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
penanggulangan kemiskinan. Penggunaan berbagai media 
dalam sosialisasi dan edukasi dengan mempertimbangkan 
efektifitas dan efisiensi. 

Contoh Sosialiasasi dan Edukasi tentang hikmah 
dan tujuan zakat: 

Pertama, Zakat, infag dan shadagah bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahig, terutama 
fakirmiskin. Termasuk di dalamnya membantu di bidang 


pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi. 
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Kedua, Zakat, infag dan shadagah terkait dengan 


etos kerja. 
ato ah Gadil (L) Ookagil si 28 Jas dl 
Sal (3) Geboy AN ya pb Sail (2) Doha 


AAL: Otak!) (4) Oale 3 ph 

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang 

beriman (1) (yaitu) orang-orang yang khusyu" dalam shalatnya 

(2) dan orangorang yang menjauhkan diri dari (perbuatan 

dan perkataan) yang tiada berguna (3) dan orang-orang yang 

menunaikan zakatnya (4).” (OS. Al- 
Mukminun: 1-4). 

Ketiga, Zakat, infag dan shadagah terkait dengan 


etika bekerja dan berusaha, yakni hanya mencari rizki yang 
halal. 


Aikgo Unis Y adl G) ala dile A1 Ito dl gia J5 


Aplus ol) dala ce 


"Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak 
akan menerima shadagah yang ada unsur tipu daya". (HR. 
Muslim). 

Keempat, Zakat, infag dan shadagah terkait 
dengan aktualisasi potensi dana untuk membangun umat, 


seperti untuk membangun sarana pendidikan yang unggul 
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tetapi murah, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi 
publikasi dan komunikasi serta yang lainnya. 

Kelima, Zakat, infag dan shadagah terkait dengan 
kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial. 
Artinya, kesediaan ber-ZIS ini akan mencerdaskan untuk 
mencintai sesamanya, terutama kaum dhu'afa. 

Keenam, Zakat, infag dan shadagah akan 
mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan 


kesejahteraan hidup. 
kg pp blast Aibto perdlgat Ia AS “la Al JL 
kaga) Kla Kia A13 pd GK SSL GI) pagi Ur 

4103 : 


“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan 
mendo' alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui.” (MS. At-Taubah: 103). 

Ketujuh, Zakat, infag dan shadagah terkait dengan 
upaya menumbuh-kembangkan harta yang dimiliki dengan 
cara mengusahakan dan memproduktifkannya. 
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MB Geli! Jlsal SK LG Sa mes Lag ds All 
hd BG sil 15 Oli B5 dsn PA Lag dl Ai si 


A39 3 ani) giaa! 

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar 

dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah 

pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 

berbuat demikian) itulah orangorang yang melipat gandakan 
(pahalanya).” (OS. Ar-Rum: 39). 

Kedelapan, Zakat, infag dan shadagah juga akan 

menyebabkan orang semakin giat melaksanakan ibadah 


mahdlah, seperti shalat maupun yang para 


Ha NASI SEGI Iaiip Dal! Iodesig "lai dl JS 
A43 2d) GUSI 


“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku lah 
beserta orangorang yang ruku.” (0S. Al-Bagarah: 43). 

Kesembilan, Zakat, infag dan shadagah juga sangat 
berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang 
terjadi di dalam maupun luar negeri. 

Hanya saja, hal-hal tersebut tidak mungkin bisa 
diaplikasikan, kecuali melalui amil zakat yang amanah, 
transparan dan bertanggungjawab. 
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Paling tidak terdapat enam kekuatan jika zakat 
dikelola oleh amil zakat yang amanah, profesional, dan 
memiliki tata kelola yang baik: 

» Pertama, lebih sesuai dengan tuntunan syariah (al- 
@uran) dan sirah nabawiyyah maupun sirah para 
sahabat dan tabi'inj 

» Kedua, Untuk menjamin kepastian dan disiplin 
pembayar zakat, 

» Ketiga, Untuk menjaga perasaan rendah diri para 
mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk 
menerima zakat dari para muzakki, 

" Keempat, Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, 
serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat 
menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, 

» Kelima, Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam 
semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami, 
dan 

» Keenam, sesuai dengan prinsip modern dalam indirect 


financial system. 


Penguatan Kelembagaan Pengelola (Amil) Zakat 

Zakat harus disalurkan melalui amil zakat yang 
amanah dan profesional sejalan dengan firman Allah OS. At- 
Taubah (9| ayat 60 dan 103, praktek perzakatan di zaman 
Nabi SAW dan zaman para sahabat, serta generasi berikutnya. 
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Penguatan kelembagaan amil zakat supaya efektif dan efisien 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

" SDM yang berkualitas (pengetahuan, keterampilan, 
dan akhlak) 

" Manajemen yang rapi, terukur dan terencana 

» Sistem IT yang kuat 

" Date base muzaki dan mustahik 

» Pelaporan per lembaga dan nasional 

" Pola koordinasi yang efektif antar pengelola zakat. 

Mengenai kelembagaan BAZNAS, terdapat hal-hal 
sebagai berikut: 

a) Sejak tahun 2002 sd sekarang, selalu diaudit akuntan 
publik dengan hasil WTP (wajar tanpa pengecualian). 

b) Sejak tahun 2010 sd sekarang, mendapatkan sertifikat 
ISO 9001-2008 empat kali berturutturut. 

c) Mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola 
Keuangan Terbaik kategori Lembaga Non Struktural 
dari Departemen Keuangan RI tahun 2009. 

d) Tahun 2009, BAZNAS mendapatkan penghargaan 
The Best Ouality Management dari Karim Business 
Consulting. 

e) Mendapatkan penghargaan sebagai Organisasi Zakat 
Paling Transparan dan Paling Inovatif dalam Program 
dari Indonesia Magnificance of Zakat (IMZ) tahun 
2011. 

f) Dijadikan sebagai Mitra Kerja Komisi VIII DPR - RI. 
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Optimalisasi Pendayagunaan Zakat 


Berbasis data base mustahik yang menggambarkan 
asnaf, menyeluruh, terintegrasi, dan mutakhir. 
Memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan 
meningkatkan kesejahteraan mustahik. 
Pendayagunaan yang sistematis dan 
berkesinambungan. 

Pelayanan pada mustahik zakat dengan pendekatan 
komprehensif — (misalnya — pendekatan — agama, 
pendidikan, kesehatan, dan ekonomi). 

SOP di dalam pendayagunaan zakat harus sama pada 
setiap amil zakat. 

Merujuk pada bab 1 pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 
asas pengelolaan zakat adalah : syariat islam, amanah, 
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, 


dan akuntabilitas. 


Mengenai pendayagunaan zakat yang dilakukan 


BAZNAS semuanya disalurkan pada mereka yang berhak 
menerimanya (mustahig) sebagaimana digambarkan dalam 
RS. AtTaubah (9| ayat 60. Sebagai contoh, BAZNAS 
mendayagunakan zakat untuk mustahig dengan nama yang 


menggambarkan kenasionalannya dan daerah masing-masing. 


a) Indonesia Peduli untuk menangani musibah-musibah 
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yang terjadi, atau keperluan mustahig yang sifatnya 


segera. Mustahig biasanya adalah fakir, miskin dan 


b) 


9 


d 


gharimin (setiap bulan diperkirakan jumlahnya sekitar 
8 ribu orang). 

Indonesia Sehat untuk menangani kesehatan 
mustahig, baik dengan mendirikan rumah sakit/sehat 
gratis bagi kaum dhuafa. Atau dengan mendatangkan 
para dokter dengan obatobatannya ke daerah 
kantongkantong — kemiskinan. — Mustahig — yang 
menerimanya antara lain fakir, miskin, muallaf, 
gharimin, ibn sabil, dan sabilillah. Satu rumah sehat 
beserta jaringan satelitnya bisa melayani pasien hingga 
120 ribu orang pertahun. Jumlah Rumah Sehat 
sekarang ada 4 (Jakarta, Yogyakarta, Sidoarjo, dan 
Makassar). Insya Allah sebentar lagi akan di bangun 
Rumah Sehat di Pangkal Pinang Bangka, bekerjasama 
dengan PT Timah. 

Indonesia Cerdas untuk menangani masalah-masalah 
pendidikan, seperti pemberian beasiswa. Tercatat 
sampai sekarang BAZNAS sudah menyalurkan untuk 
40 ribu beasiswa (SD, SLTP, SLTA dan Perguruan 
Tinggi). Asnaf yang menerimanya adalah fakir, miskin, 
muallaf, gharimin, ibn sabil dan sabilillah. 

Indonesia Tagwa untuk menangani kehidupan umat 
beragama, seperti memberi donasi bagi para da'i yang 
dikirim ke daerah-daerah, bekerjasama dengan ormas- 
ormas Islam di Indonesia. Termasuk dalam program 


ini adalah fakir, miskin, muallaf dan sabilillah, 
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termasuk untuk kaderisasi da'i dan para ulama dengan 
memberikan beasiswa S2 dan S3 dalam pelajaran 
dirosah islamiyyah maupun pelajaran sains. Tercatat 
sampai sekarang ini # 480 orang. 

e) Indonesia Makmur untuk meningkatkan penghasilan 
kaum dhuafa melalui donasi atau pinjaman tanpa ada 
kelebihan apapun (gardul hasan) yang 
dikoordinasikan oleh RMB (Rumah Makmur 
BAZNAS) dengan memenafaatkan para pendamping 
di berbagai daerah. Juga dilakukan dengan pendidikan 
keterampilan dan pemberian modal kerja/usaha. 
Contoh adalah mendirikan peternakan di beberapa 
daerah dan mengkoordinasikan para pedagang kaki 
lima. Mustahig yang menerimanya terutama fakir 
miskin. 

? Sejak tahun 2013 BAZNAS Pusat dan BAZNAS 
Daerah bekerjasama dengan berbagai lembaga sudah 
menyelenggarakan kegiatan pembangunan masyarakat 
berbasis zakat (Zakat Community Development/ZCD) 
dengan pendekatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, 
dan keagamaan/ketagwaan. Diharapkan setiap tahun 
terdapat 100 desa di seluruh Indonesia yang di- 


treatment dengan program ini. 


Sampai saat ini tercatat jumlah mustahik secara 


nasional yang dapat dilayani oleh BAZNAS Pusat dan Daerah 
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serta LAZ seluruh Indonesia tercatat # 2,8 juta mustahik (atau 
setara dengan 9,08 Y6 dari jumlah penduduk miskin di 
Indonesia berdasarkan standar BPS). 


Penguatan Regulasi Pengelolaan Zakat 

“ Pemahaman dan implementasi yang relatif sama dari 
pengelola zakat terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011 
dan PP Nomor 14 Tahun 2014, dalam rangka 
mendorong terwujudnya Good Amil Governance 
(GAG). Demikian pula pemahaman yang sama dari 
Pemerintah (khususnya Kementerian Agama), 
pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan zakat 
lainnya atas UU dan PP tersebut. 

“ Alhamdulillah sudah terdapat instruksi presiden RI 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi 
Pengumpulan Zakat di  Kementerian/Lembaga, 
Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat 
Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan 
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah 
melalui Badan Amil Zakat Nasional (pusat, provinsi, 
dan kabupaten/kota). 


Sinergi 
“ Sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan 
zakat, BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, pemerintah 


daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga 
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pendidikan, dan pemangku kepentingan zakat lainnya, juga 


sinergi dengan lembaga-lembaga internasional. 


“ Sinergi untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat 
sehingga zakat dapat berperan secara signifikan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara dan terutama dalam 


mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 


«Sinergi ini pada akhirnya diharapkan menjadi penguat bagi 
terbangunnya ukhuwwah 


23 8 


sasjalh Bapa yak elu Alias GiliagiNG Opi 
Ogkalat SEGI Ogid3 Dial! Ogdasi3 KI ye Ge 
Kia ya ON Gp AN perkasa Badal Algdang AN 

AVI Bagai 


“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan 
sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul. 
Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (9S. At-Taubah (9): 71). 
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BAB IX 
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PENGELOLAAN ZAKAT 
SEBAGAI FENOMENA 
KEBANGKITAN UMAT 
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BAB IX 
CATATAN AKHIR PENGELOLAAN ZAKAT 
SEBAGAI FENOMENA KEBANGKITAN UMAT 


Sesuatu yang absurd saat ini kalau orang 
membicarakan solusi persoalan sosial, ekonomi dan 
kemiskinan, tanpa mengaitkannya dengan kontribusi zakat. 
Zakat adalah pranata pertama dalam sejarah peradaban 
manusia yang bertujuan antara lain untuk menjamin 
kesejahteraan dan keadilan sosial. Zakat memproteksi 
kehidupan masyarakat, terutama orangorang yang lemah 
(mustad'afin), tidak memiliki penghasilan dan tak punya 
kehidupan yang teratur. Para cendekiawan Muslim 
menyimpulkan zakat adalah pondasi pertama dalam 
membangun jaminan sosial dan takaful alijtimaiyah dalam 
masyarakat Islam. 

Kemiskinan di tanah air bukanlah karena sumber 
kesejahteraan yang kurang. Indonesia negara besar di 
khatulistiwa dengan wilayah yang subur dan kaya sebagai 
karunia Allah SWT. Angka kemiskinan yang tinggi 
merupakan dampak sistemik dari kebijakan yang kurang 
memihak, merajalelanya korupsi kekayaan negara, persoalan 
pendidikan dan lapangan kerja, hingga kesenjangan 
pendapatan yang tajam antara golongan kaya dan miskin. 

Pengelolaan zakat sebagai fenomena kebangkitan umat 
adalah sebuah perkembangan yang perlu kita syukuri di tanah 


air. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara benar sesuai 
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ketentuan syariah dan pentasyarufannya tepat sasaran, akan 
mendorong pemerataan kesejahteraan dan mobilitas vertikal 
ke arah terciptanya keadilan sosial. 

Pemerintah kini menyadari peran zakat yang tidak bisa 
diabaikan dalam pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal itu 
setidaknya ditandai dengan lahirnya Undang Undang tentang 
Pengelolaan Zakat (UU No 38 Tahun 1999 dan UU No 23 
Tahun 2011), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 
2014 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2014 dan peraturan- 
peraturan lainnya. 

Mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Kementerian Agama RI Prof. Dr. Abdul Djamil, MA 
mengatakan, dalam kurun waktu 13 tahun ini telah terjadi 
perubahan signifikan mengenai trend tata kelola zakat di tanah 
air kita. Jika dulu zakat pada umumnya dikelola secara 
konvensionaltradisional, — sekarang — dikelola — dengan 
profesional dan punya tatanan yang jelas. Tata kelola zakat 
semakin jelas dengan lahirnya undang-undang pengelolaan 
zakat yang baru. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2011 dinyatakan pengelolaan zakat dilakukan secara 
terintegrasi melalui peran koordinasi yang dilakukan oleh 
BAZNAS di tingkat pusat. Untuk itu peran BAZNAS harus 
diperkuat sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang 
memiliki kapasitas menggerakkan perzakatan di tanah air. 

Dalam kaitan di atas, lembaga pengelola zakat 
memiliki peran yang strategis untuk menjalankan ketentuan 
syariah yang terkait dengan kewajiban menunaikan zakat dan 
menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Zakat, 
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infak dan sedekah yang dihimpun dari umat Islam di seluruh 
Indonesia melalui organisasi pengelola zakat sesuai wilayah 
kerjanya masingmasing, seharusnya dapat — mengurangi 
jumlah fakir miskin, atau minimal bisa memproteksi 
masyarakat Indonesia dari kemiskinan yang terjadi karena 
berbagai faktor penyebab. 

Penulis mencermati bahwa membangun kesadaran 
umat untuk berzakat melalui amil masih perlu ditingkatkan, 
sehingga pada saatnya diharapkan antara potensi zakat dengan 
realisasi pengumpulannya tidak lagi menunjukkan disparitas 
yang besar. Dalam kaitan ini sinergi dan kerjasama organisasi 
pengelola zakat berbagai lembaga, seperti MUI, ormas-ormas 
Islam, lembaga pendidikan dan elemen masyarakat lainnya, 
perlu diperkuat dalam tataran yang lebih substantif. 

Menurut hemat penulis, satu hal yang perlu dilakukan 
oleh semua organisasi pengelola zakat adalah mengutamakan 
modelmodel program pendayagunaan zakat yang rendah 
biaya operasionalnya. Hal itu penting dilakukan agar dana 
zakat, infak dan sedekah yang diterima manfaatnya secara 
langsung oleh fakir miskin akan lebih besar. 

Sisi lain dari pengelolaan zakat, ialah peningkatan 
sosialisasi dan edukasi kepada umat melalui berbagai forum 
dan media, seperti khutbah, pengajian, majelis taklim, hingga 
publikasi media massa yang dibiayai dari dana operasional 
lembaga zakat. 

Di samping itu, kerjasama dan sinergi lembaga zakat 
dengan lembaga pendidikan perlu dibangun dalam rangka 
penyiapan SDM zakat yang handal. Lembaga pendidikan, 
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khususnya perguruan tinggi, dapat berperan aktif dalam 
penelitian sosial untuk menunjang pengelolaan zakat. 

Peran regulasi sangat penting dalam pengelolaan zakat 
karena Indonesia adalah negara hukum. Lagi pula dalam 
ajaran dan sejarah Islam tidak setiap orang atau sekumpulan 
orang bisa menjalankan tugas sebagai amil zakat tanpa mandat 
dan legalitas yang jelas. Dalam Islam, tidak diragukan lagi 
bahwa zakat bukanlah woluntary system, melainkan obligatory 
system dan mandatory system. 

Oleh karena itu pentasharufan zakat memiliki 
keterkaitan erat dengan upaya merealisasikan fungsi zakat 
sebagai jaminan sosial kepada yang berhak memperolehnya. 
Sebagaimana kita tahu, mengemis dan meminta-minta adalah 
hal yang dilarang dalam Islam, maka dari itu amil zakat 
dituntut agar aktif mencari mustahik yang perlu dibantu. 
Program-program pendayagunaan zakat yang mampu 
mengangkat nama dan citra lembaga tidak selalu menjadi hal 
yang utama di saat persoalan fakir miskin di dalam masyarakat 
tidak terselesaikan. 

Fakir dan miskin merupakan urutan pertama dan 
kedua dari delapan asnaf mustahik yang disebutkan dalam 
Alguran surat At'Taubah: 60, serta ditegaskan pula dalam 
Hadis shahih Bukhari Muslim sewaktu Muadz bin Jabal 
diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW, bahwa zakat itu 
”twkhad min aghniyaaihim faturaddu ila fugaraaihim” (diambil 
dari orangorang kaya mereka untuk diberikan kepada orang 
orang miskin di antara mereka). Strategi pentasharufan zakat 


233 


dalam membangun peradaban zakat di Indonesia tidak boleh 
bergeser dari landasan pokok di atas. 

Dengan kata lain, kebutuhan hidup fakir miskin, dan 
anak-anak terlantar termasuk di dalamnya, haruslah menjadi 
prioritas utama dalam pentasharufan zakat. Prioritas 
kebutuhan mustahik di suatu negara dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, seperti garis kemiskinan, kebutuhan hidup 
minimum, serta kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, 
pendayagunaan zakat yang berhasil di suatu negara, belum 
tentu cocok diterapkan di negara lain dengan kondisi sosial 
ekonomi serta standar kehidupan masyarakat yang berbeda. 

Pada akhirnya perlu digarisbawahi, penerapan prinsip- 
prinsip syariah dan kemaslahatan umat yang menjadi magoshid 
zakat merupakan pilar utama dalam pengelolaan zakat. Amil 
harus taat pada kaidah syariah dalam pengelolaan zakat, 
karena itulah yang akan mengawal tegaknya integritas dan 
kepercayaan masyarakat (public trust) kepada organisasi 
pengelola zakat. 
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